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ANDI ADINI THAHIRA IRIANTI (B111 11 352), Analisis Dampak 
Komersialisasi Geo Stationary Orbit (GSO) Ditinjau dari Aspek Hukum 
Ruang Angkasa, Dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai Pembimbing I 
dan Laode Abdul Gani sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum ruang 
angkasa terhadap komersialisasi GSO dan untuk mengetahui bentuk 
pemanfaatan dan komersialisasi GSO. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta yaitu di Pusat 
Pengkajian dan Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 
dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui studi literatur yakni untuk memperoleh bahan-
bahan dan informas-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan 
dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-buku, 
media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti 
data yang terdokumentasikan melalu situs-situs internet yang relevan. 
.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu 
pengaturan dan pemanfaatan satelit di wilayah GSO yang diatur dalam 
hukum internasional dan hukum nasional antara lain untuk kepentingan 
komunikasi, meteorology, navigasi, penelitian dan observasi. Pemanfatan 
satelit di wilayah GSO harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur 
dalam Outer Space Treaty 1967, dengan menghormati kedualatan yang 
dimiliki oleh negara lain, digunakan untuk maksud damai dan 
kemakmuran umat manusia. GSO merupakan sumber daya alam terbatas 
dan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara khatulistiwa 
terpanjang yang ada didunia sehingga mempunyai kepentingan yang vital 
















ANDI ADINI THAHIRA IRIANTI (B111 11 352), An Analysis of the 
Commercialization Impacts of Geo Stationary Orbit (GSO) Viewed from 
the Perspective of Space Law. Advised by Juajir Sumardi as Advisor I and 
Laode Abdul Gani as Advisor II. 
 
This research is aimed to identify the space law regulations towards 
the commercialization of GSO, and to identify the forms of utilization and 
commercialization of GSO. 
 
This research is conducted in the city of Jakarta, specifically in the 
Center of Assessment and Aerospace Institute of Aviation and National 
Outer Space, Directorate General of Resource and Post Devices and 
Information Ministry of Communication and Information Republic of 
Indonesia, and Directorate General of Law and International Agreements, 
Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia with the technique of 
information gathering and through literature study to obtain the secondary 
materials and information which are needed and relevant towards the 
research, sourced from conventions, books, mass media, journal, and 
various other sources such as documentations from the relevant website 
sources. 
 
Based on the results of the research, the conclusion taken is that 
regulations and the use of satellite in the GSO area, which are regulated 
under International law and National laws, are for the needs of 
communication, meteorology, navigation, research and observation. The 
use of satellites in the GSO area must be based upon the principles 
outlined under the Outer Space Treaty 1967, with full respect towards the 
sovereignty of other states, utilized for peaceful means, and the interest of 
human mankind. GSO is a limited natural resource and the reality that 
Indonesia is the largest equator state in the world reaffirms of the vital 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum ruang angkasa mengalami perkembangan pesat setelah 
peluncuran satelit Sputnik I yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 
1957.1 Peluncuran satelit Sputnik I memberikan dampak geopolitik yang 
sangat signifikan, sebab Amerika Serikat yang selama masa perang 
dingin merupakan negara adidaya yang bersaing dengan Uni Soviet, 
menyadari pentingnya untuk menekan segala bentuk kompetisi yang 
mungkin muncul dan berkaitan dengan teknologi ruang angkasa. Naratif 
yang mendominasi tentang kejadian tersebut adalah kekalahan Amerika 
Serikat dalam Space Race antar kedua negara tersebut, dimana Uni 
Soviet telah memperlihatkan dengan jelas kemampuan yang mereka miliki 
dalam teknologi peluncuran satelit, yang dengan mudahnya dapat 
berubah menjadi teknologi Rudal Antar Benua (Intercontinental ballistic 
missile), bukan hanya untuk penggunaan peluncuran satelit menuju luar 
angkasa.2 
Dilema tersebut menimbulkan kerjasama intensif antar dua negara 
adidaya tersebut, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut 
dilatarbelakangi filosofi Mutually Assured Destruction yang kedua negara 
                                                     
1
  Isabella Henrietta Philepina Diederiks-Verschoor & Vladimir Kopal, An Introduction 
to Space Law, Netherlands: Kluwer Law International BV, 2008, hlm.2 
2
  Francis Lyall & Paul B. Larsen, Space Law, A Treatise, UK: Ashgate Publishing 
Limited, 2009, hlm.3 
2 
berpegang teguh selama masa perang dingin, dimana dalam hal ini, 
pengembangan teknologi ruang angkasa dapat dengan mudahnya 
dikembangkan menjadi teknologi misil yang tentu bisa membawa 
kehancuran bagi kedua negara dengan mudahnya. Pembahasan tentang 
hukum ruang angkasa awal mulanya merupakan agenda bilateral antar 
Amerika Serikat dan Uni Soviet, namun karena konsiderasi bahwa 
masalah tersebut bersifat universal, diskusi bilateral tersebut kemudian 
diusulkan untuk dibahas dalam Sidang-Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa sejak tahun 1958.  
Keikutsertaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembahasan 
berbagai aspek hukum ruang angkasa menjadi awal mula pengembangan 
hukum tersebut bagi dunia internasional. Pada tahun 1959, Sidang Umum 
PBB melalui resolusi General Assembly Resolution 1472, menghasilkan 
resolusi yang membentuk The United Nations Committee on the Peaceful 
Uses of Outer Space (selanjutnya disebut UNCOPUOS), yang bertujuan 
untuk melakukan review terhadap kerjasama Internasional yang berkaitan 
dengan pemanfaatan ruang angkasa.3 Komite tersebut langsung berada 
dibawah otoritas PBB, dan memiliki dua subkomite, yaitu; 
1. Subkomite Ilmiah dan Teknologi (Scientific and Technological 
Subcommittee) 
2.  Subkomite Legal (Legal Subcommittee) 
                                                     
3
  United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. 




Terdapat berbagai macam International Treaties (Traktat 
Internasional) yang mengatur tentang hukum ruang angkasa 
kontemporer, yang telah dinegosiasikan oleh UNCOPUOS. Namun salah 
satu traktat yang menjadi referensi utama bagi aktor negara dan berkaitan 
dengan segala hal soal ruang angkasa adalah Treaty on Principles 
Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, 
Including Moon and other Celestial Bodies, atau yang biasa disebut Outer 
Space Treaty 1967. Perjanjian internasional yang telah berlaku sejak 10 
Oktober 1967 ini telah diratifikasi oleh 103 negara,4 dan merupakan usaha 
dunia internasional untuk menekan dominasi eksplorasi ruang angkasa 
sepihak yang mulai muncul di masa tersebut oleh beberapa aktor negara, 
terutama Amerika Serikat. Konsep utama dari perjanjian internasional ini 
adalah bahwa ruang angkasa harus dipertahankan sebagai milik seluruh 
umat manusia, dan segala bentuk eksplorasi dari ruang angkasa harus 
memberikan manfaat yang menyeluruh, tidak sepihak.  
Meskipun telah mencakup segala bentuk eksplorasi dan aktifitas 
ruang angkasa yang bisa dilakukan oleh manusia, Space Treaty 1967 
kemudian menghasilkan beberapa perjanjian internasional dan prinsip 
internasional lainnya, guna memperjelas status hukum ruang angkasa. 
Perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum ruang angkasa 
setelah Space Treaty 1967 diantaranya adalah; Agreement on the Rescue 
of Astronauts, the Return of Astronouts, and the Return of Objects 
                                                     
4
  Gerardine Meishan Goh, Dispute Settlement in International Space Law, A Multidoor 
Courthouse for Outer Space, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 24 
4 
Launched into Outer Space 1968 (Traktat Penyelematan 1968), The 
Convention on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects 1972 (Konvensi Kewajiban 1972), The Convention on 
Registration of Objects Launched into Outer Space 1975 (Konvensi 
Registrasi 1975), dan The Agreement Governing the Activities of States 
on the Moon and Other Celestial Bodies  1979 (Traktat Bulan 1979).5 
Semua traktat internasional diatas memiliki tujuan yang dikhususkan 
untuk mengatur berbagai aspek hukum ruang angkasa yang tidak 
dijelaskan secara spesifik dalam Space Treaty 1967. Meskipun demikian, 
pengembangan hukum ruang angkasa terus berkembang dalam bentuk 
traktat internasional, dan prinsip internasional (deklarasi) yang bertujuan 
untuk menutupi aspek-aspek yang dianggap perlu, dalam bidang hukum 
yang tergolong muda ini.  
Meskipun hukum ruang angkasa tergolong hukum yang masih 
baru, dunia internasional telah menyetujui berbagai deklarasi yang 
mampu memberikan peraturan dasar bagi pemanfaatan ruang angkasa 
bagi dunia internasional. Sidang Umum PBB telah menetapkan beberapa 
deklarasi dan prinsip legal yang berhubungan dengan hukum ruang 
angkasa, selain daripada beberapa traktat angkasa yang telah disebutkan 
diatas. Beberapa deklarasi tersebut diantaranya adalah6; 
                                                     
5
  United Nations, United Nations Treaties and principles on Outer Space, New York: 
United Nations Publication, 2002, hlm. 3-7 
6
  Ibid, hlm. 39-55 
5 
1. The Declaration of Legal Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Uses of Outer Space (1963), yang 
mendeklarasikan pentingnya melakukan eksplorasi ruang 
angkasa dengan tujuan yang damai, dan pentingnya semua 
negara untuk mematuhi hukum-hukum internasional yang 
berlaku, 
2. The Principles Governing the Use by States of Artificial Earth 
Satellites for International Direct Television Broadcasting 
(1982), dimana semua negara diharuskan memegang prinsip 
kebebasan informasi dan pengetahuan di bidang ilmiah dan 
kebudayaan, 
3. The Declaration on International Cooperation in the Exploration 
and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All 
States, Taking into Particular Account the Needs of Developing 
Countries (1996), yang mendeklarasikan pentingnya kerjasama 
dan partisipasi negara-negara dalam hal eksplorasi ruang 
angkasa berdasarkan kapasitas negara masing-masing. Bentuk 
kerjasama yang dapat dibentuk guna meningkatkan kerjasama 
internasional dalam hal eksplorasi ruang angkasa yakni 
kontribusi dari aktor negara dan non-negara, komersialisasi dan 
non-komersialisasi, kerjasama multilateral, bilateral, dan 
regional, serta kerjasama antar negara dalam semua tingkatan 
pengembangan.  
6 
Geo Stationary Orbit (selanjutnya disebut GSO) merupakan salah 
satu aspek hukum ruang angkasa yang kini masih terikat berbagai 
persoalan. GSO merupakan suatu orbit lingkaran yang terletak sejajar 
dengan bidang khatulistiwa bumi dengan ketinggian 35,800km dari 
permukaan wilayah khatulistiwa bumi.7 GSO ini akan bergerak dalam 
gerakan rotasi yang mengelilingi bumi, sehingga banyak digunakan oleh 
aktor negara maupun non-negara untuk penempatan satelit.8 GSO ini 
merupakan salah satu masalah hukum ruang angkasa yang masih 
berlaku hingga kini, dimana muncul berbagai pertentangan mengenai hak 
negara atas alokasi penempatan satelit di GSO. Pembahasan awal 
mengenai pembagian wilayah GSO untuk penempatan satelit dimulai 
tahun 1976, dalam pertemuan Declaration of the 1st Meeting of Equatorial 
countries, juga dikenal sebagai Bogota Declaration.9 Deklarasi ini 
ditandatangani oleh beberapa negara yang terletak di garis equator bumi, 
dan mendeklarasikan hak mereka atas wilayah tersebut berdasarkan 
prinsip kedaulatan negara.  
Meskipun demikian, Deklarasi Bogota tidak mendapatkan 
tanggapan serius dari dunia internasional. Hingga kini, kelompok negara-
negara yang berada di garis khatulistiwa menginginkan sebuah peraturan 
yang tidak berdasarkan sistem first come first serve yang telah 
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  Michael J. Finch, Limited Space: Allocating the Geostationary Orbit, Northwestern 
Journal of International Law and Business: Vol.7, Issue 4, 1986, hlm. 789 
8
  H.L. Van Traa-Engelman, Commercial Utilization of Outer Space, Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1993, hlm.89 
9
  E.M. Scoop, Handbook of Geostationary Orbits, USA: Microcosm Inc., Kluwer 
Academic Publishers, 1994, hlm.10 
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menghasilkan dominasi GSO pada satelit asal negara maju, tetapi 
menuntut adanya konsiderasi kedaulatan dalam penentuan alokasi satelit 
di GSO.10 
GSO merupakan wilayah yang terbatas yang hanya ada di garis 
khatulistiwa, sehingga menjadi sumber pertentangan antar negara yang 
merasa dirugikan oleh sistem penempatan satelit di GSO. Kenyataannya, 
satelit kini yang ada di GSO mayoritas merupakan milik negara maju, 
sehingga dianggap adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber 
daya universal tersebut. Kini terdapat kurang lebih 402 satelit yang berada 
di GSO (November 2014), dengan peningkatan jumlah satelit setiap 
tahunnya.11 Sebuah organisasi dibawah PBB memiliki tujuan khusus 
untuk memfasilitasi koordinasi satelit, sekaligus menentukan pembagian 
penempatan satelit di GSO, yakni International Telecommunication Union. 
International Telecommunication Union (selanjutnya disebut ITU) 
merupakan badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah teknologi Informasi 
dan komunikasi. Didirikan pada tanggal 17 Mei 1985,12 ITU merupakan 
badan yang bertanggung jawab untuk menangani segala permasalahan 
pembagian wilayah penempatan satelit di GSO, melalui ITU Allocation 
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  Paper Satellite Contribution to Congestion of the Geostationary Satellite Orbit 
Spectrum, http://www.intercomms.net/AUG03/content/satellite.php. Diakses pada 
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  List of Satellites in Geostationary Orbit. http://www.satsig.net/sslist.htm. Diakses 
pada tanggal 3 Maret 2015.  
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  Lotta Viikari, The Environmental Element in Space Law, Assessing the Present and 
Charting the Future, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 85 
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Mechanism.13 Meski ITU telah menetapkan berbagai mekanisme dalam 
alokasi penempatan satelit sesuai dengan deskripsi kinerja organisasi 
tersebut, namun komersialisasi telah berkembang menjadi tantangan 
tersendiri bagi aspek hukum dari GSO.  
Komersialisasi ruang angkasa dewasa ini, dimanifestasikan 
melalui berbagai skema bisnis yang menguntungkan negara-negara yang 
melakukan investasi besar terhadap pengembangan teknologi ruang 
angkasa. Komersialisasi di bidang telekomunikasi dan informasi 
merupakan salah satu bentuk komersialisasi yang banyak melibatkan 
satelit-satelit yang ditempatkan di GSO, yang kemudian mampu 
mermperluas kapasitas pelayanan mobile communication dari 
perusahaan telekomunikasi tersebut. Negara-negara yang telah memiliki 
slot satelit di GSO melakukan reservasi untuk perusahaan-perusahaan 
telekomunikasi yang nantinya akan membutuhkan fasilitas tersebut. 
Kenyataan ini kerap mendapatkan respon negatif dari negara-negara 
yang ingin meluncurkan satelit mereka di GSO. Kepemilikan slot satelit 
seperti dari Amerika Serikat, tentu bersifat de facto, dan agar kepemilikan 
ini terus berlanjut, pemilik slot satelit tersebut kerap akan tinggalkan satelit 
ditempatnya walau secara fungsional, sudah tidak memberikan dampak 
signifikan apapun.  
Aspek hukum dari komersialisasi GSO hingga kini menjadi 
perdebatan. negara-negara yang berada di bawah garis khatulistiwa 
                                                     
13
  Ibid, hlm.86 
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berpegang teguh terhadap prinsip kedaulatan, dan menekankan 
pentingnya pembagian yang adil dalam alokasi penempatan satelit di 
GSO. Namun, negara-negara maju yang telah terlebih dahulu mengirim 
satelit dalam jumlah banyak ke GSO, berpegang teguh pada prinsip 
bahwa GSO termasuk dalam Space Treaty 1967 karena berada di ruang 
angkasa. Sehingga segala klaim kedaulatan dan kepemilikan negara 
menjadi tidak relevan, karena eksploitasi dan sumber daya ruang angkasa 
merupakan hak dan milik semua bangsa.   
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana pengaturan hukum ruang angkasa terhadap 
komersialisasi GSO ? 
2. Bagaimana bentuk pemanfaatan dan komersialisasi GSO ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum ruang angkasa terhadap 
komersialisasi GSO 
2. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan dan komersialisasi GSO 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi mengenai GSO 
dalam hukum ruang angkasa 
2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang pemanfaatan 














A. Defisinisi Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa 
Para pakar hukum internasional ternama telah mencoba 
memberikan batasan/definisi kedua bidang hukum di atas sebagai berikut:  
1. Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan 
internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan 
udara komersial dan semua hubungan hukum, publik ataupun 
perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan 
internasional.14 
2. Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk 
mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang 
tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas 
itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan 
perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, di 
manapun aktivitas itu dilakukan.15 
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  M. Lach, Aerospace Glossary, Research Studies Institute, Air Univer- sity, Max Well 
Air Force Base, 1999. Menurut Lemoine, Hukum Udara adalah cabang hukum yang 
menentukan dan mempelajari hukum dan peraturan hukum mengenai lalu lintas 
udara dan penggunaan pesawat udara dan juga hubungan-hubungan yang timbul 
dari hal tersebut. 
15
  John C. Cooper, Aerospace Law – Subject Matter and Terminology, Recueil des 
course, JALC, 2003, hlm., 89, et-seq 
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Dalam batasan/definisi tersebut, ruang angkasa dipandang sebagai 
suatu keseluruhan yang utuh yang dalam lingkupnya mencakup benda-
benda langit lainnya. Juga terdapat batasan/definisi hukum angkasa 
(aerospace law) yang berusaha untuk mencakup kedua bidang hukum itu 
secara gabungan menjadi bagian hukum tunggal. Karena itulah dalam 
sebuah glossary yang diterbitkan tahun 1955 oleh Research Studies 
Institutes pada Maxwell Air Force Base, dapat ditemui sebuah definisi atas 
isitlah “aerospace.”16 Istilah tersebut didukung oleh mereka yang 
berkeyakinan bahwa hukum udara dan hukum ruang angkasa harus 
disatukan dalam suatu cabang hukum tunggal, karena kedua bidang 
tersebut mewakili bidang hukum yang secara langsung maupun tidak 
langsung berlaku pada penerbangan-penerbangan yang dilakukan 
manusia.  
John C. Cooper mengutip glossary tersebut, yang mana istilah 
“aerospace‖ sebagai: ―the earth’s envelope of air and space above it, the 
two considered as a single realm for activity in the flight of air vehicles and 
in the launching, guidance and control of balistic missiles, earth satellites, 
dirigible space vehicle, and the like.‖ John C. Cooper kemudian sampai 
pada definisi istilah “aerospace” yaitu: keseluruhan prinsip dan ketentuan 
hukum, yang berlaku dari waktu ke waktu, yang menentukan dan 
mengatur:  
(a) aerospace (yang memakai definisi dari glossary) 
(b) hubungannya dengan daratan dan perairan di atas 
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   I.H.Ph. Diederiks-Verschoor 
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B. Hukum Ruang Udara (Air Space Law) 
Hukum udara dan angkasa luar (antariksa) merupakan salah satu 
cabang ilmu hukum internasional yang relatif baru, karena baru mulai 
berkembang pada permulaan abad ke-20 setelah munculnya pesawat 
udara. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum laut yang pada umumnya 
bersumber pada hukum kebiasaan, hukum udara dan angkasa luar 
terutama didasarkan pada ketentuan-ketentuan konvensional, sedangkan 
hukum kebiasaan hanya mempunyai peranan tambahan dalam 
pembentukan hukum udara dan angkasa luar.  
Pada awalnya banyak yang berpendapat bahwa ruang udara 
mempunyai status yang analog dengan laut yaitu kedaulatan teritorial 
negara atas ruang udara di atasnya dengan ketinggian tertentu dan 
selanjutnya berlaku rezim kebebasan seperti kedaulatan negara atas laut 
wilayah yang dilanjutkan dengan rezim kebebasan di laut lepas. Pendapat 
yang diformulasikan dalam bentuk ini masih diperdebatkan dalam forum 
internasional karena banyak negara menganggap ruang udara dalam 
keseluruhannya tetap ditundukkan pada kedaulatan negara yang berada 
di bawahnya.17 
Sebagai akibat dari kemajuan teknologi penerbangan yang serba 
canggih, manusia mulai melakukan kegiatan-kegiatan angkasa luar. 
Peluncuran Sputnik I pada permulaan bulan Oktober 1957, peluncuran 
astronot pertama Yuri Gagarin dalam pesawat ruang angkasa pada tahun 
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   Lord McNair, The Law of Treaties. Oxford: Clarendon Press, 3erd.ed. 2004. hlm., 
11-12. 
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1961, dan terutama pendaratan di bulan oleh misi Appolo XI tahun 1969, 
menyebabkan orang berpikir bahwa ruang angkasa luar, seperti halnya 
dengan laut lepas, tidak mungkin dimiliki oleh negara manapun juga.18 
Selanjutnya bila perbedaan jenis dan status ruang udara dan 
angkasa luar sudah jelas dan tidak menimbulkan perdebatan, namun 
sampai kini masyarakat internasional masih tetap belum berhasil 
menetapkan kriteria fisik delimitasi antara kedua ruang udara tersebut. 
Kenyataannya ialah tidak satupun negara, berdasarkan kedaulatan 
teritorialnya yang dapat menentukan sendiri batas terluar dari ruang udara 
yang terdapat di atas wilayahnya dan saat-saat di mana mulainya ruang 
angkasa luar.  
Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard 
von Glahn mengemukakan sejumlah teori yaitu:19 
1. Berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti di lautan 
lepas 
2. Yurisdiksi teritorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas 
bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut 
lepas 
3. Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas 
ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan 
memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang 
terdaftar di negara-negara sahabat 
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   Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam 
Dinamika Global, Penerbit: PT. Alumni, Bandung, cetakanb ke- 7, 2010, hlm. 379. 
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   Gerhard von Glahn, The Law among Nations, Oxford University Press, 3rd.ed. 2006, 
hlm., 334. 
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4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional 
tanpa batas ketinggian.  
Berdasarkan praktek dan perkembangan yang terjadi selama 
Perang Dunia I, maka status ruang udara nasional menjadi jelas, yaitu 
negara-negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif terhadap 
ruang udara di atas wilayah daratan dan laut wilayah. Berbeda dengan 
hukum laut, pada hukum udara tidak ada hak lintas damai melalui ruang 
udara nasional, yang ada hanyalah pemberian izin untuk melakukan lintas 
udara baik secara unilateral atau berdasarkan persetujuan bilateral 
maupun melalui konvensi-konvensi multilateral kepada pesawat udara 
sipil asing.  
 
C. Hukum Ruang Udara Berdasarkan Konvensi Paris 1919 
Pada tanggal 13 Oktober 1919, di Paris ditandatangani Konvensi 
Internasional mengenai Penerbangan Udara yang telah disiapkan oleh 
suatu komisi khusus yang dibentuk oleh Dewan Tertinggi Negara-negara 
Sekutu. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 27 negara yang terdiri dari 
negara-negara sekutu, beberapa Republik di Amerika Latin dan negara-
negara lainnya. Konvensi tersebut mulai berlaku tanggal 11 Juli 1922, dan 
pada tahun 1939 mengikat sebanyak 29 negara. Selain itu sebagian besar 
negara-negara di benua Amerika tidak ikut dalam konvensi tersebut dan 
membuat sendiri konvensi udara dengan nama Konvensi Pan Amerika, 
Havana, pada tanggal 20 Februari 1928. Namun konvensi regional 
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tersebut ternyata tidak mempunyai banyak peminat dan hanya diratifikasi 
oleh 11 negara di kawasan Latin Amerika.20  
Dapat dikatakan bahwa Konvensi Paris 1919 tersebut merupakan 
upaya pertama pengaturan internasional secara umum mengenai 
penerbangan udara. Di samping itu negara-negara pihak juga diizinkan 
membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral di antara mereka dengan 
syarat mematuhi prinsip-prinsip yang dimuat dalam konvensi. Namun, 
konvensi tersebut kelihatannya hanya merupakan suatu instrument hukum 
yang pelaksanaannya terbatas pada hubungan antara negara-negara 
yang menang Perang Dunia I, karena keikutsertaan negara-negara bekas 
musuh ditundukkan pada syarat-syarat yang cukup ketat. Terhadap 
negara-negara bekas musuh, Pasal 42 Konvensi Paris 1919 memberikan 
persyaratan bahwa negara-negara tersebut hanya dapat menjadi negara 
pihak setelah masuk menjadi anggota pada Liga Bangsa-Bangsa 
(selanjutnya disebut LBB), atau paling tidak atas keputusan dari ¾ 
negara-negara pihak pada konvensi. Pada tahun 1929, setelah direvisi 
dengan protokol 15 Juni 1929 yang bertujuan untuk menerima 
keanggotaan Jerman dalam LBB, Konvensi Paris 1919 betul-betul menjadi 
konvensi yang bersifat umum, karena sejak mulai berlakunya protokol 
tersebut tahun 1933, terdapat 53 negara yang telah resmi menjadi 
anggota.21 
                                                     
20
   I.H. Ph. Diederiks-Verschoor, An Observation on the Recent Dedvelo pment of Air 
and Space Law, dalam E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, 
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Edisi baru, 2008, hlm. 1 et-seq. 
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   Kean Arnold, Eassays in Air Law, Martinus Nijhoff Publisher, 2002. hlm., 367. 
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1. Rezim Udara  
Konvensi Paris 1919 dengan jelas menerima prinsip kedaulatan 
nasional. Pasal 1 pada Konvensi tersebut menetapkan kedaulatan penuh 
dan eksklusif negara-negara peserta terhadap ruang udara di atas 
wilayahnya. Jadi prinsip utama konvensi adalah ruang udara mengikuti 
status hukum dari bumi yang berada di bawahnya. Ruang udara tunduk 
pada kedaulatan negara-negara di mana saja udara tersebut membawahi 
daratan dan laut wilayah. Tetapi sebaliknya udara itu bebas bila 
membawahi laut lepas. Namun terhadap prinsip yang ketat ini, konvensi 
memberikan serangkaian keringanan yang dirasa perlu dan kalau 
keringanan ini tidak ada maka tidak mungkin untuk melaksanakan lalu 
lintas udara. 
Keringanan tersebut adalah kebebasan lintas sesuai Pasal 2 
Konvensi. Tiap-tiap negara pihak pada konvensi berjanji, di masa damai 
untuk mengizinkan hak lintas damai pesawat-pesawat udara negara-
negara pihak lainnya di atas wilayahnya sesuai syarat-syarat yang dimuat 
dalam konvensi. Selanjutnya mengenai hak lintas damai terbang, hak ini 
dapat dibatasi oleh negara di bawahnya atas alasan militer, atau 
kepentingan keamanan publik. Sehubungan dengan itu, Pasal 3 Konvensi 
mengizinkan kepada setiap negara pihak untuk melarang penerbangan di 
zona-zona tertentu (zona larangan terbang) dari wilayahnya terhadap 
pesawat-pesawat asing ataupun nasional. Penjelasan ini kiranya 
merupakan jaminan yang perlu bagi kemungkinan terjadinya penyalah 
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gunaan. Bersamaan dengan kebebasan lintas, persamaan perlakuan juga 
dijamin terhadap semua diskriminasi yang didasarkan atas motif politik 
seperti kebangsaan dari pesawat.22 
Konvensi Paris 1919 ini hanya berlaku di waktu damai (Pasal 2 jo 
pasal 38), sementara pada waktu perang, konvensi membatasi diri 
dengan hanya menyatakan kebebasan bertindak bagi negara-negara 
yang berperang dengan memperhitungkan hak dari negara-negara netral. 
Selanjutnya konvensi membentuk suatu organ permanen untuk 
mengawasi pelaksanaan dan pengembangan ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalamnya, yaitu Komisi Internasional Navigasi Udara yang 
berada di bawah kekuasaan LBB.23 
2. Rezim Pesawat Udara 
Tiap-tiap pesawat udara untuk dapat diizinkan melakukan 
penerbangan internasional harus mempunyai suatu kebangsaan tertentu. 
Penentuan kebangsaan ini mempunyai kepentingan rangkap, yaitu:24 
a. Kepentingan dari segi tanggung jawab, yaitu negara yang 
mempunyai pengawasan terhadap pesawat udara dapat 
memberikan dokumen-dokumen teknik yang diperlukan seperti 
sertifikat penerbangan, brevet kecakapan. 
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 Article 2 Paragraph 2, Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation 
Signed at Paris, October 13, 1919. 
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 FN., Zyllies, M., International Air Transportation Law, Nijhoff, Marti nus Dorderecht, 
2004, hlm., 118. 
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 Yasidi hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Penerbit: Pradnya Paramita, 
Jakarta, 2007, hlm. 33. 
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b. Kepentingan perlindungan, yaitu suatu pesawat udara dapat 
menyatakan diri berasal dari suatu negara tertentu dan sewaktu-
waktu dapat meminta bantuan kepada perwakilan diplomatiknya di 
luar negeri. 
Menurut konvensi, sistem kebangsaan pesawat udara adalah 
bahwa semua pesawat udara harus mempunyai satu kebangsaan. 
Pelaksanaan prinsip ini berdasarkan pada dua ketentuan, yaitu:  
a. Kebangsaan suatu pesawat udara ditentukan oleh pendaftarannya 
di satu negara tertentu. 
b. Suatu negara hanya dapat menerima pendaftaran dari suatu 
pesawat udara yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negaranya.  
Jadi, kebangsaan suatu pesawat udara akan ditentukan oleh 
kewarganegaraan pemiliknya. Dalam hal ini konvensi menolak kriteria 
Anglo Saxon tentang domisili yang juga telah lama ditinggalkan oleh 
Inggris sendiri pada tahun 1918 sebagai akibat pengalaman perang. 
Dapat disimpulkan bahwa sistem ini sesuai dengan logika konvensi yang 
didasarkan atas prinsip kedaulatan negara yang menyelenggarakan lalu 
lintas udara. 
 
D. Status Hukum Ruang Udara 
1. Wilayah Udara Nasional  
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pasal 1 Konvensi 
Paris 1919 secara tegas menyatakan bahwa negara-negara pihak 
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mengakui bahwa tiap-tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan 
eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayahnya. Konvensi 
Chicago 1944 mengambil secara integral prinsip yang terdapat dalam 
Konvensi Paris 1919. Kedua konvensi tersebut dengan sengaja 
menjelaskan bahwa wilayah negara juga terdiri dari laut wilayahnya yang 
berdekatan.”25  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dinyatakan oleh Pasal 2 
Konvensi Jenewa 1958 mengenai Laut Wilayah dan Pasal 2 ayat (2) 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.26 Ketentuan-ketentuan yang 
berlaku terhadap navigasi udara, termasuk udara di atas laut wilayah, 
sama sekali berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur 
pelayaran maritime. Terutama tidak ada norma-norma hukum kebiasaan 
yang memperbolehkan secara bebas lintas terbang di atas wilayah 
negara, yang dapat disamakan dengan prinsip hak lintas damai di 
perairan nasional suatu negara. Satu-satunya pengecualian adalah 
mengenai lintas udara di selat-selat internasional tertentu dan alur laut 
kepulauan. Sebagai akibatnya, kecuali kalau ada kesepakatan 
konvensional lain, suatu negara bebas untuk mengatur dan bahkan 
melarang pesawat asing terbang di atas wilayahnya, dan tiap-tiap 
penerbangan yang tidak diizinkan merupakan pelanggaran terhadap 
kedaulatan teritorial negara yang berada di bawahnya. Hal ini sering 
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  Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam 
Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, Cetakan ke-8, 2010, hlm 389. 
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  Hall Bronner, R, Freedom of the Air on the Convention on the Law of the Sea, AJIL, 
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terjadi di atas wilayah udara Indonesia bagian timur oleh pesawat-pesawat 
udara asing terutama selama bagian kedua tahun 1999/2000 (saat 
sebelum dan sesudah peristiwa jajak pendapat masalah TIMTIM).27 
Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas udara dan 
pengamanan atas pesawat-pesawat udara merupakan aspek sangat 
penting dalam pengaturan-pengaturan hukum yang dibuat oleh negara-
negara. Demikianlah, untuk memperkuat ketentuan-ketentuan yang 
terdapat dalam konvensi, negara-negara sering membuat kesepakatan-
kesepakatan bilateral atau regional di bidang kerja sama pengawasan 
ataupun keamanan. Sebagai contoh kerjasama ini adalah Konvensi 13 
Desember 1960 di mana sejumlah negara Eropa menyerahkan 
penanganan masalah-masalah ini kepada Organisasi Eropa untuk 
keamanan navigasi udara (eurocontrol) yang direvisi pada tahun 1981.28 
Di samping itu dalam kegiatan lalu lintas udara internasional sering 
pula terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat-
pesawat sipil maupun militer. Dalam hal ini negara yang kedaulatan 
udaranya dilanggar dapat menyergap pesawat asing tersebut dan diminta 
untuk mendarat. Sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang 
kedaulatannya dilanggar tidak boleh menggunakan tindakan balasan 
tanpa batas. Tindakan yang diambil harus bersifat bijaksana dan tidak 
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  Boer Mauna, Op. Cit., hlm., 391. 
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  I.H.Ph. Diederiks-Verschoor., An Observation on the Recent Develop ment of Air 
and Space Law, dalam E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, 
Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Penerbit: CV. Remadja Karya, Bandung, 
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membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat. 
Ketentuan ini yang mengakomodasikan kedaulatan teritorial negara dan 
konsiderasi-konsiderasi kemanusiaan yang mendasar dan yang harus 
berlaku bagi semua orang, diingatkan dan ditegaskan oleh Protocol 
Menotreal 1983 yang memuat amandemen terhadap Pasal 3 Konvensi 
Chicago 1944, dan diterima pada tanggal 10 Mei 1984, sebagai akibat dari 
peristiwa penembakan Boeing 747 Korean Airlines 1 September 1983.29 
Sengketa-sengketa sebagai akibat penetrasi wilayah udara suatu 
negara oleh pesawat-pesawat udara sipil atau militer negara lain juga 
menandai sejarah penerbangan internasional terutama setelah 
berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa yang sangat dikenal di tengah 
memuncaknya suasana Perang Dingin adalah insiden U2.30 
Insiden U2 ini terjadi pada 1 Mei 1960 dimana pesawat tersebut 
yang sedang melakukan misi pengintaian jarak jauh ke dalam wilayah Uni 
Soviet ditembak jatuh dan pilotnya Francis G. Powers ditangkap. Kejadian 
tersebut oleh Uni Soviet telah dijadikan sebagai alasan untuk 
membatalkan pertemuan puncak antara Presiden Eisenhower dan PM 
Nikita Kruschev di Paris. Dalam insiden ini, Amerika Serikat memang telah 
melanggar kedaulatan udara Uni Soviet, dan karena itu tidak mengajukan 
protes dan juga tidak memprotes diadilinya dan dihukumnya pilot pesawat 
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  Tien Saefullah, Peledakan Pesawat KAL 858 dan Pelaksanaan Konven si Montreal 
1971, dalam E. Saefullan dan Miek komar Kantaatmadja, Hukum Angkasa dan 
Perkembangannya, Penerbit: CV. Remadja Karya, Bandung, 2008, hlm., 103, et-
seq. 
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  Von Glahn, The Law of Among Nations, Clanrendon Press, Oxford, London, 5th.ed., 
2006., hlm., 336. 
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tersebut. Francis G. Powers akhirnya dibebaskan pada tahun 1962 
melalui suatu kesepakatan pembebasan seorang mata-mata Rusia oleh 
Amerika Serikat. 
Contoh lain yang mendapat sorotan dunia ialah ditembak jatuhnya 
pesawat udara komersial Korean Airlines Boeing 747 yang dalam 
perjalanan dari New York ke Seoul oleh pesawat pemburu Uni Soviet 
pada tanggal 1 September 1983 yang lalu.31 Dalam insiden ini, 269 
penumpang yang umumnya terdiri dari orang-orang Korea, jepang, dan 
Amerika Serikat meninggal. Diketahui kemudian bahwa pesawat Korea 
tersebut tersesat ke dalam wilayah udara Uni Soviet di atas Semenanjung 
Kamchatta, Laut Okhotsk, dan Pulau Sakhalin. Tidak kurang dari delapan 
pesawat pemburu Uni Soviet digelar untuk mengikuti pesawat KAL 747 
tersebut. Akhirnya setelah dinyatakan bahwa pesawat-pesawat pemburu 
tersebut gagal dalam usahanya mengadakan kontak dengan pesawat KAL 
747 tersebut, salah satu dari pesawat pemburu menghancurkannya 
dengan peluru kendali udara dan semua penumpang di atas penerbangan 
KAL 747 tersebut tewas seketika. Selanjutnya Uni Soviet menjelaskan 
bahwa pesawat udara KAL 747 tersebut pada malam hari itu telah 
dianggap sebagai pesawat mata-mata AS, RC-135, di samping adanya 
anggapan dari pilot-pilot Soviet bahwa pesawat KAL 747 tersebut sedang 
mengumpulkan data-data rahasia militer. 
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  Yasidi Hambali, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Pradnya Paramita Jakarta, Edisi 
baru, 2007, hlm., 51, et-seq. 
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2. Masalah Delimitasi Wilayah Nasional di Ruang Udara, 
Dirgantara dan Geo Stationary Orbit 
Setiap cabang hukum internasional memiliki ketentuan-ketentuan 
dan prinsip-prinsipnya sendiri, juga tidak terkecuali hukum udara dan 
hukum angkasa. Kedua cabang hukum itu masing-masing merupakan 
suatu sistem hukum yang independen. Meskipun demikian, ada 
kemungkinan untuk melihat suatu hubungan tertentu, suatu titik taut 
kekerabatan tertentu, di antara keduanya.  
Sebagaimana setiap usaha manusia yang semakin lebih meluas, 
menuju suatu arah di mana ketentuan-ketentuan hukum mesti dibuat, 
kecenderungan pertama selalu bermuara kepada hukum yang ada. 
Namun, apabila tidak terdapat ketentuan yang bisa diambil sebagai aturan 
baku (precedent), maka peraturan-peraturan yang sama sekali baru 
terpaksa harus ditemukan. Meskipun hukum, seperti umumnya dikatakan, 
merupakan suatu rumusan tetap mengenai pergerakan (movement) dan 
evolusi, namun hukum udara memiliki perangkat peraturan tetap yang 
telah dirumuskan dengan baik. Di lain pihak, hukum ruang angkasa masih 
dalam taraf perkembangan (infancy), meskipun terbukti bahwa sejumlah 
peraturan tertentu telah banyak yang berlaku.32 Kemajuan IPTEK 
kedirgantaraan akan terus mengakibatkan peningkatan beragam kegiatan 
di ruang angkasa, dan akan lebih banyak ketentuan yang harus 
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  I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Udara dan 
Hukum Ruang Angkasa, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Edisi baru, 2009, hlm., 1, 
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dirumuskan serta dipakai untuk mengikuti perkembangan ini. Pesawat 
udara dan pesawat ruang angkasa keduanya terlibat dalam aktivitas-
aktivitas penerbangan, dan keduanya dirancang dan dikonstruksi untuk 
mengangkut penumpang serta barang jarak jauh. 
Hal ini akan dipakai sebagai alasan bahwa apabila ada kesamaan-
kesamaan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ini, hukum udara yang 
berlaku yang cocok dipakai, jika perlu untuk kepentingan-kepentingan 
tertentu dalam kegiatan kedirgantaraan, dapat diambil sebagai contoh 
bagi ketentuan-ketentuan baru dari hukum ruang angkasa. Hal demikian 
itu, misalnya apabila berkaitan dengan aspek-aspek umum seperti 
konstruksi, tindakan-tindakan penyelamatan, kelaikan udara. 
 
E. Hukum Ruang Angkasa Luar (Outer Space Law) 
Angkasa luar tidak lagi kosong dan hampa. Beratus-ratus benda 
angkasa mengorbit di dalamnya. Bagi hukum tidak sulit untuk segera 
mulai mengisi kehampaan itu, karena bukankah benar ucapan bahwa 
“The Law abhors a vacuum.”33 
Hukum angkasa masih muda, tampaknya materi yang diatur belum 
banyak, dan pengaturan yang telah ada belum begitu terinci, namun 
masalah yang pokok dan menentukan bagi seluruh umat manusia yang 
bahkan lebih nyata lagi daripada di permukaan bumi adalah bagaimana 
mempertahankan keseimbangan yang rapuh di angkasa luar antara 
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  Di Indonesia, untuk pertama kali mempopulerkan adagium ini adalah Prof., Dr. 
Priyatna Abdurrasyid, dalam bukunya : Kedaulatan Negara di Ruang Udara, 
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kepentingan negara-negara adidaya, antara negara teknologi maju dan 
kurang maju, antara penggunaan ruang angkasa untuk maksud-maksud 
damai dan untuk maksud-maksud yang tidak begitu damai.  
Apakah hukum akan dapat mengimbangi perkembangan teknologi 
dan politik di ruang angkasa ? Masalah kekebasan penggunaan ruang 
angkasa dan benda-benda langit, dan masalah kedaulatan adalah 
masalah utama yang menjadi bahan pembahasan dalam bagian ini, 
demikian pula masalah GSO yang sangat relevan bagi Indonesia sebagai 
suatu negara khatulistiwa. Sampai saat ini belum ada ketentuan batas 
yang pasti antara ruang udara dan ruang angkasa, dan patut 
dipertanyakan apakah perlu ditetapkan batas demikian.  
Akhirnya perlu kiranya diperhatikan pula masalah tanggung jawab, 
suatu masalah yang selalu melekat pada setiap kegiatan manusia, lebih-
lebih lagi tanggungjawab untuk kerugian-kerugian yang mungkin 
ditimbulkan dipermukaan bumi oleh benda-benda angkasa, apalagi satelit 
dan pesawat ruang angkasa yang bersumber tenaga nuklir. Kerugian 
yang mungkin mengancam lingkungan, manusia maupun harta benda. 
Liability Convention sangat menarik untuk dipelajari, dan mungkin dapat 
dipikirkan untuk mengadakan suatu Konvensi Internasional, yang 
ketentuan-ketentuannya mencakup tanggung jawab untuk kerugian yang 
ditimbulkan sebagai akibat dari semua “man made flights.”34 
 
                                                     
34
 E. Suherman, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Penerbit: PT. Alumni, bandung, 
Edisi baru, 2009, hlm.,2. 
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1. Sejarah Perkembangan Hukum Ruang Angkasa 
Apabila status hukum laut lepas merupakan bagian dari ketentuan-
ketentuan hukum internasional yang paling tua, maka sebaliknya status 
hukum angkasa luar merupakan karya yang paling baru, karena hanya 
berkembang semenjak permulaan tahun 1960-an. Hukum angkasa ini 
bersifat orisinil bila ditinjau dari kondisi bagaimana lahirnya, dan dari 
beberapa aspek, hukum angkasa ini juga bersifat klasik. Jikalau dilihat 
dari karakteristik pokok rezim hukumnya seperti halnya dengan rezim laut 
lepas. Pembentukan hukum angkasa luar ini ditandai oleh kecepatan dan 
kelancaran relatif di mana masyarakat internasional dengan segera telah 
dapat merumuskan kesepakatan-kesepakatan atas sekumpulan prinsip-
prinsip dasar segera sesudah peluncuran satelit pertama Sputnik I oleh 
Uni Soviet pada bulan Oktober 1957, dan kemudian disusul oleh 
peluncuran manusia pertama ke angkasa luar, Yuri Gagarin, juga Dari Uni 
Soviet pada tahun 1961.35 
Kegiatan negara-negara di bidang eksplorasi dan pemanfaatan 
angkasa luar dengan peluncuran ke angkasa luar berbagai satelit dengan 
cepat telah menjadi beraneka ragam seperti pengawasan wilayah-wilayah 
yang dilintasi, pencarian sumber-sumber daya alam darat dan laut, siaran 
radio dan televisi langsung, hubungan telepon, penentuan posisi kapal-
kapal, meteorology, observasi astronomi dan berbagai eksperimen 
lainnya.  
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Bila pada mulanya kegiatan-kegiatan angkasa luar ini hanya 
merupakan monopoli kedua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika 
Serikat, selanjutnya juga merupakan kegiatan-kegiatan negara-negara 
lainnya secara individual atau kelompok negara-negara, mengingat 
biayanya yang sangat besar. Di saat kegiatan-kegiatan ini tidak lagi 
bersifat sewaktu-waktu dan merupakan suatu sektor kegiatan yang 
terpisah dan berkembang secara berkelanjutan, maka diperlukan suatu 
sistem hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi yang 
ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut special bukan lagi satu atau dua 
negara saja dan kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan di 
ruang angkasa satu negara atau di atas wilayah negara-negara lain, tetapi 
juga telah berputar mengelilingi bumi. Oleh karena itu, dirasakan perlu 
untuk membuat suatu cabang baru hukum internasional. Memang ada 
Konvensi Chicago 1944, tetapi konvensi tersebut hanya mengatur 
kegiatan-kegiatan penerbangan di ruang udara dan tidak dapat 
diberlakukan pada angkasa luar, mengingat jenis udaranya yang berbeda 
serta terdapatnya masalah-masalah khusus yang menghendaki 
penyelesaian yang berbeda pula.  
2. Perkembangan Hukum Ruang Angkasa 
Laut bukanlah merupakan satu-satunya wilayah di mana kemajuan 
teknologi telah mendorong umat manusia untuk mencari jalan keluar bagi 
berbagai masalah yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan atau 
diramalkan sebelumnya.36 
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   Kasus kejatuhan benda angkasa di desa Blawu, Kecamatan Sumalaka, Kabupaten 
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Diruang udara manusia dihadapkan pada berbagai masalah yang 
menyangkut kedaulatan suatu negara. Di ruang angkasa pun manusia 
dihadapkan pada berbagai masalah yang dapat menimbulkan konflik 
kepentingan maupun kemungkinan untuk mencapai suatu ketertiban 
hukum. Teknologi ruang angkasa secara langsung berhuungan dengan 
kemakmuran suatu bangsa. Satelit penginderaan jarak jauh (earth remote 
sensing) misalnya, secara dramatis dapat membantu suatu negara dalam 
menilai dan mengembangkan sumber daya alamnya. 
Penggunaan satelit dalam bentuk siaran baik melalui radio maupun 
televisi (broadcast) merupakan suatu media untuk menyebarluaskan 
kesempatan menikmati pendidikan serta menumbuhkan pertukaran 
informasi atau opini. Namun di lain pihak, satelit penginderaan jarak jauh 
pun dapat digunakan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain, 
baik untuk mengetahui keunggulan milkiternya maupun untuk mengamati 
sumber daya alam strategis, seperti letak cadangan minyaknya dan lain 
sebagainya.  
Kita mungkin dengan mudah mengingatnya, bahwa kurang lebih 
dalam jangka waktu dua dasawarsa (20 tahun) setelah peluncuran satelit 
pertama, banyak kemajuan yang dicapai di bidang pengaturan ruang 
angkasa. Outer Space Treaty 1967 misalnya, menemptakan ruang angksa 
di luar kedaulatan suatu negara, dan melarang penggunaan persenjataan 
                                                                                                                                               
bahwa hal semacam ini belum terbayangkan sebelumnya, meskipun pada saat itu 
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dalam orbit yang dapat mengakibatkan kehancuran. Perjanjian ini 
menentukan pula, bahwa keuntungan yang didapat dari eksplorasi dan 
eksploitasi ruang angksa harus dinikmati bersama oleh segenap umat 
manusia di muka bumi ini.37 
Sementara itu, melalui berbagai perjanjian lain telah dapat dicapai 
kata saepakat tentang perlunya diadakan pencatatan (pendaftaran) setiap 
benda angkasa yang ditempatkan di ruang angkasa,38 untuk memudahkan 
apabila di kemudian hari terjadi sesuatu hal sebagai akibat jatuhnya 
benda-benda angkasa tersebut kembali ke planet bumi. Perjanjian lain 
yang tidak kalah pentingnya ialah antara lain perjanjian yang mengatur 
pemberian bantuan atau pertolongan bagi para antariksawan-antarisawati 
serta pesawat ruang angkasa yang kembali ke bumi,39 tentang tanggung 
jawab terhadap jatuhnya pesawat ruang angkasa tersebut, dan Resolusi 
PBB tentang berbagai kegiatan di ruang angkasa.40 
Satelit penginderaan jarak jauh dan satelit komunikasi serta 
berbagai persyaratan bagi penggunaannya merupakan suatu tantangan 
baru bagi hukum internasional. Untuk maksud tersebut PBB membentuk 
panitia penggunaan secara damai ruang angkasa.41 Meskipun kita tahu 
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   Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration 
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bahwa segala pengetahuan yang didapat dari ruang angkasa ini harus kita 
nikmati bersama. Kita pun harus sadar bahwa hal ini harus disertai 
dengan berbagai usaha melalui kerjasama internasional, sehingga setiap 
negara di dunia akan dapat merasakan kenikmatannya. 
Di samping berbagai masalah di atas, Sunarjati Hartono,42 pernah 
mengingatkan kita dalam salah satu tulisannya, bahwa masih terdapat 
beberapa masalah lain yang perlu dipelajari dalam studi ini, antara lain 
ialah masalah tanggung jawab ganti rugi, masalah kontrak jual beli satelit 
domestik, dan kontrak sewa-menyewa penggunaan transponden Satelit 
Palapa oleh negara-negara tetangga, serta masalah keberhasilan aktivitas 
kita di ruang angkasa tidak hanya bergantung kepada kemajuan tekni 
pengaturan hukum dan kemampuan ekonomi saja, tetapi juga pada 
kemampuan koordinasi dari lembaga-lembaga yang menangani berbagai 
masalah yang berkaitan dengan aktivitas tersebut di atas. 
3. Masalah Tanggungjawab dalam Hukum Ruang Angkasa 
Kiranya semua masalah ini perlu dipersoalkan dalam penyajian 
materi kuliah hukum internasional, khususnya hukum ruang udara dan 
angkasa di semua fakultas hukum di Nusantara, dan bahkan pula dengan 
materi kuliah ilmu tata negara mengenai teori kedaulatan negara dan 
segala aspeknya. Terlebih lagi masalah di atas merupakan persoalan 
hukum yang belum cukup diatur sepenuhnya oleh hukum internasional, 
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   Sunarjati Hartono, “Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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sehingga masih diharapkan peran serta para pakar hukum Indonesia 
dalan proses regulasi hukum baru dimaksud.  
Masalah pertama yang perlu dijelaskan di sini ialah tentang 
tanggungjawab ganti kerugian. Prinsip yang dianut dalam hukum 
indonesia ialah berdasarkan unsur kesalahan (pasal 1365 KUHPerdata) 
disertai beban pembuktian adanya unsur kesalahan oleh pihak yang 
dirugikan.43 Perkembangan mengenai kegiatan manusia di ruang angkasa 
membuktikan bahwa tuntutan ganti kerugian dapat timbul dalam berbagai 
kejadian atau kecelakaan, dan prinsip yang berlaku, di samping prinsip 
liability based on fault di atas, juga prinsip absolute liability.44 
Sebagai illustrasi disebutkan beberapa contoh; yaitu pada saat 
peluncuran Pesawat Antariksa “Challenger” (Februari 1986) yang tidak 
hanya menewaskan semua antariksawan-antarikasawatinya, tetapi juga 
semua peralatan objects shuttle-nya hancur berkeping-keping jatuh di 
Lautan Pasifik, (lokasi yang tepat sampai naskah ini ditulis masih 
dirahasiakan oleh tim penyelidik yang dibentuk oleh pemerintah Amerika 
Serikat), atau dapat pula terjadi radiasi karena kecelakaan dengan nuclear 
explosion, juga tabrakan antarpesawat angkasa atau antara pesawat 
                                                     
43
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angkasa dengan pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Juga 
tabrakan antarpesawat atau antara pesawat angkasa luar. Juga terjadi 
interference of communicatiton. Peristiwa yang terjadi di Canada pada 
tahun 1978, dengan jatuhnya benda angkasa milik Uni Soviet (Cosmos 
945) yang berisi bahan radioaktif, merupakan satu bukti nyata. Liability 
Convention 1972 walaupun tidak secara memuaskan mengatur masalah-
masalah pencemaraan yang disebabkan oleh bahan radioaktif, 
merupakan, mengatur masalah pencemaran yang disebabkan bahan 
radioaktif. Juga merupakan konvensi yang penting yang memuat dasar 
hukum bagi negatra-negara anggota untuk saling menuntut ganti 
kerugian, baik tuntutan tersebut dilakukan dengan cara diplomatik maupun 
melalui claim communication. Yang penting ialah bahwa prinsip ysng 
dianut dalam konvernsi ini ialah absolute liability.45  
Jika terjadi kerugian pada pihak ketiga, maka tidak memerlukan 
beban pembuktian kesalahan oleh pihak yang dirugikan, dan gantirugi 
akan dibayar sesuai dengan jumlah kerugian yang dideritanya. Sebagai 
contoh dalam kasus Canada di atas tercatat bahwa Canada telah 
mengeluarkan $11.000.000,00 untuk ongkos locating dan recovery 
radioactive debris, dan Amerika Serikat mengeluarkan $3.000.000,00 
                                                     
45
   Prinsip ―absolute liability‖ yang dipergunakan tidak mutlak seratus persen, karena 
masih ada kemungkinan untuk membebaskan diri apabila dapat dibuktikan bahwa 
kerugian baik seluruhnya maupun sebagian disebabkan oleh perbuatan sengaja 
atau kelalaian berat dari negara yang menuntut gantio kerugian atau orang yang 
diwakilinya, kecuali bila kerugian disebabkan karena kegiatan-kegiatan negara yang 
meluncurkan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional 
khsususnya Piagam PBB dan perjanjian tentang prinsip yang mengatur kegiatan 
negara-negara dalam mengekploitasi dan memenfaatkan ruang angkasa, termasuk 
bulan dan benda-benda langit lainnya. 63 Ny Mieke Komar Kantaatmadja, Op. Cit., 
hlm., 107 
34 
untuk membantu Canada. Klaim gantirugi Canada kepada pihak Uni 
Soviet sekitar $3.000.000,00 sampai dengan $4.000.000,00 untuk search 
dan recovery costs.46 
 
F. Aspek Hukum Ruang Angkasa Internasional  
Proses pembuatan hukum di bidang ruang angkasa memiliki 
karakteristik khusus. Sejak tahun 1958, dalam prakteknya, hal ini sudah 
diimplementasikan oleh badan khusus PBB, yakni UNCOPUOS dengan 
dua subkomite, yakni Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta 
Komisi Hukum. Mengenai administrasi tentang ruang angkasa (secretariat 
UNCOPUOS) berdomisili di Vienna. Berdasarkan fungsi konvensi 
tersebut, kerangka institusional hukum ruang angkasa luar dapat berlaku 
lebih konsisten daripada lapangan hukum internasional lainnya. 
UNCOPUOS, bagaimana pun keanggotaannya sangat terbatas, hanya 
seperempat dari total anggota PBB.  
Perlu dicatat, bahwa UNCOPUOS bukanlah satu-satunya badan 
dalam hukum ruang angkasa luar. Maka isu-isu penting mengenai 
penggunaan kekuatan militer di ruang angkasa dianggap sebagain suatu 
hal di luar mandat lembaga ini, sehingga dengan sendirinya berada di 
bawah forum-forum yang berkaitan dengan perlucutan senjata dan kontrol 
senjata. Lebin lanjut, sejak itu kontroversi sejak awal tentang kewenangan 
yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan frekuensi radio dan posisi 
satelit geostasioner di orbit (orbit yang sangat menguntungkan) adalah 
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36.000 km di atas garis khatulistiwa bumi untuk satelit komunikasi, melalui 
ITU dengan keanggotaan yang global, menjadi organsisasi internasional 
yang lebih sukses dengan mendasarkan atas kerjasama global di bidang 
jasa telekomunikasi.47 
Kebutuhan akan keterpaduan teknologi dan penggunaan sumber 
daya serta masalah keuangan dan teknologi sangat diperlukan untuk 
penyelenggaraan eksplorasi ruang angkasa, pentingnya kerjasama 
internasional bidang ini lebih dari lapangan ilmu hukum internasional 
lainnya, yang memerlukan pressure yang lebih kuat demi terciptanya 
solusi integratif daripada organisasi internasional dalam area ini. 
Pengaturan diperlukan, terutama pada bidang satelit komunikasi dan 
penginderaan jarak jauh. Perkembangan aspek substansi dan procedural 
dari hukum ruang angkasa luar disertai oleh penemuan-penemuan 
organisasi internasional yang memfokuskan dalam bidang eksplorasi dan 
penggunaan, khususnya dalam hal provider system satelit komunikasi, 
baik untuk jaringan global maupun regional (Intelsat, Inmarsat, Eutelsat, 
dan Arabsat). Akhir-akhir ini bahkan ada diskusi tentang bagaimana 
menciptakan agen ruang angkasa global.  
Dalam pembentukan awal, hukum ruang angkasa telah 
berkembang dalam mengantisipasi aktivitas ruang angkasa ketika 
beberapa aktivitas masih sangat terbatas dalam praktiknya. Proses ini 
begitu mulus sebab hanya ada dua pemain utama, yakni Amerika Serikat 
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dan Uni Soviet yang begitu intens dan aktif dalam optimalisasi kegiatan 
ruang angkasa, sementara negara-negara lain tidak mampu berbuat 
banyak untuk bersaing. Tetapi, pada akhirnya negara-negara berkembang 
juga mempunyai kepentingan dalam waktu dekat di masa yang akan 
datang. Sementara kekuatan launching state berusaha untuk menjaga 
hegemoni serta monopoli atas pengelolaan ruang angkasa semaksimal 
mungkin, akhirnya hal ini telah berubah. Negara-negara semakin terlibat, 
baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dan saatnya 
mengambil posisi untuk memperjuangkan hak ekonomi dan hak politik. 
Konflik kepentingan, khususnya antara negara industri maju dan negara-
negara berkembang telah mencapai konsensus dalam proses pembuatan 
hukum.  
Satu penekanannya yang janggal dari proses ini telah memulai 
sejak tahun 1976 melalui Deklarasi Bogota. Delapan negara khatulistiwa 
mengklaim hak kedaulatan dalam segmen orbit geostasioner di ketinggian 
36.000 kilometer di atas teritorial mereka yang telah ditolak oleh 
masyarakat internasional. Negara-negara khatulistiwa membebani 
untenable posisi, bagaimanapun isu kontroversial apakah diperlukan 
rezim khusus untuk orbit geostasioner, yang mana peraturan ITU yang 
sekarang harus mengakomodasi hak-hak khusus negara-negara 
berkembang dan ini masih dalam agenda UNCOPUOS. Sebagian besar 
instrument perjanjian mengatur masalah ini lebih berdasarkan konsensus 
daripada mendasarkan pada keputusan mayoritas untuk memastikan 
keikutsertaan sebagai space powers. 
37 
1. Batasan Hukum dan Ruang Lingkup Antariksa  
Beberapa pakar hukum internasional memberikan definisi yang 
berbeda tentang antariksa, antara lain Priyatna Abdurrasyid,48 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum antariksa adalah 
hukum yang mengatur ruang angkasa dengan segala isinya atau hukum 
yang mengatur ruang yang hampa udara (outer space). Sedangkan ruang 
lingkupnya meliputi tiga hal, yaitu: sifat luas wilayah ruang di antariksa di 
mana hukum antariksa diterapkan dan berlaku; bentuk kegiatan manusia 
yang diatur di ruang tersebut; bentuk kegiatan peralatan penerbangan 
(flight instrumentalities) dan alat-alat penunjangnya.  
Dalam pada itu, dua negara adidaya dalam teknologi 
kedirgantaraan, yaitu Rusia dengan MIR-nya, dan Amerika Serikat dengan 
NASA, yang sekaligus merupakan kebanggaan dan simbol prestise AS. 
Selain persaingan di bidang teknologi dirgantara, kedua negara ini pun 
bersaing ketat dalam pengembangan research ruang angkasa melalui 
pengiriman-pengiriman astronot mereka, bahkan berusaha memecahkan 
rekor terlama tinggal di zone hampa udara tersebut. Setelah Presiden JFK 
Kennedy berhasil meluncurkan Apollo 11 dan mendarat dengan sempurna 
di planet Bulan (1969), sejak itulah era baru petualangan ruang angkasa. 
Rusia pun tidak mau tinggal diam menjadi penonton, ia berusaha 
menandingi Amerika. Bahkan apabila dirunut ke belakang, perkembangan 
teknologi ruang angkasa, justru Rusialah yang pertama leading 
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Urgensinya, Rajawali Press, Jakarta, 2007, 183 
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melakukan pengiriman-pengiriman astronot secara periodik untuk 
melakukan research di stasiun MIR.  
2. Geo Stationary Orbit 
Sebagaimana telah diceritakan oleh penulis ternama Buku Pintar 
Seri Senior, IWAN GAYO, bahwa sejak peluncuran satelit PALAPA A-1 
pada tanggal 8 Juli 1976, yang diluncurkan oleh pesawat peluncur Delta 
2914, Bangsa Indonesia telah memasuki era pemanfaatan teknologi ruang 
angksa. Peluncuran ini sangat penting artinya sebagai bentuk perwujudan 
doktrin wawasan nusantara. Peluncuran satelit PALAPA selanjutnya yaitu 
peluncuran PALAPA A-2 tanggal 10 Maret 1977 oleh pesawat peluncur 
Delta 2914; PALAPA B-1 pada tanggal 19 Juni 1983, oleh pesawat 
peluncur STS; PALAPA B-2 pada tanggal 6 Februari 1984, oleh pesawat 
peluncur STS; PALAPA B-P pada tanggal 20 Maret 1987 oleh pesawat 
peluncur Delta 2930; PALAPA B-4 pada tanggal 7 Mei 1992 oleh pesawat 
peluncur Delta 7925; PALAPA C-1 pada tanggal 9 Mei 1995 oleh pesawat 
peluncur Arean.49 
Sedangkan PALAPA C-2 menurut rencana akan diluncurkan oleh 
pesawat peluncur (saat tulisan ini diturunkan masih dalam tender). Semua 
satelit tersebut diletakkan dalam suatu orbit, yaitu GSO, yang berbentuk 
cincin, mengelilingi bumi di atas khatulistiwa dengan ketinggian kurang 
lebih 36.000 km dari permukaan bumi. Orbit ini unit (sui generis), karena 
memungkinkan benda-benda angkasa buatan seperti satelit, sky-lab 
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(laboratorium ruang angkasa) yang ditempatkan pada orbit geostasioner 
berada pada posisi seolah-olah diam terhadap permukaan bumi 
(stationer).50 
Secara teknis, orbit geostasioner merupakan sumber daya alam 
yang terbatas (limited natural resources), karena hanya dapat ditempati 
oleh benda-benda angkasa dalam jumlah terbatas, sehingga jika 
penempatan satelit tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga melebihi 
daya dukung jalurnya, akan dapat menimbulkan kejenuhan (saturated). 
Hal ini secara tegas diperingatkan oleh International Telecommunication 
Convention (selanjutnya disebut ITC) 1973, di mana dalam Pasal 33 
berbunyi: 
“...the geostationary orbit are limited natural resources, that they 
must be uded efficiently and economically so that countries or 
group of countries may have equitable acces to both in conformity 
with the provisions of the Radio Regulations according to their 
needs and the technical facilities at their disposal.‖ 
 
Bagi Indonesia yang telah memanfaatkan orbit ini, setiap upaya 
pengaturannya dalam forum internasional akan secara langsung 
menyangkut kepentingan nasional Indonesia, yaitu jaminan terhadap 
kelangsungan penempatan satelit komunikasinya. Kepentingan ini juga 
tersirat dalam UU No, 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertahanan-Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan 
pasal 30 (3) ditegaskan bahwa pengertian dirgantara mencakup ruang 
udara dan antariksa termasuk GSO yang merupakan sumber daya alam 
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terbatas. Perkembangan teknologi satelit memberikan dampak positif 
terhadap terbatasnya ruang angkasa di orbit geostationer. Menyadari 
pentingnya telekomunikasi yang didukung oleh satelit komunikasi bagi 
bangsa Indonesia, pada tahun 1969, pemerintah Republik Indonesia telah 
memanfaatkan satelit International Telecomunication Satellite (selanjutnya 
disebut INTELSAT) untuk hubungan komunikasi satelit domestik PALAPA 
mulai beroperasi pada tanggal 8 Juli 1976. 
Meskipun demikian, kenyataannya dewasa ini, pendayagunaan 
orbit geostasioner ini masih didasarkan atas prinsip first come first served, 
sehingga sangat merugikan negara-negara berkembang, khususnya 
negara-negara khatulistiwa yang terletak di bawah orbit geostasioner 
terpanjang, pasti sangat merugikan.51 
a. Gambaran Umum Tentang Geo Stationary Orbit 
GSO atau dalam bahasa Indonesia disebut orbit geostasioner, 
mempunyai banyak pengertian, antara lain: orbit, lingkaran, garis 
perjalanan bintang (mengitari yang lain) dan garis perjalanan satelit.  
Orbit geostasioner juga dikenal sebagai orbit penempatan satelit, 
yaitu suatu lingkaran berbentuk cincin tiga dimensi yang mengelilingi bumi 
di atas khatulistiwa pada ketinggian kurang lebih 36.000 km, dan berjarak 
kurang lebih 42 km dari pusat gaya tarik bumi, serta ditegaskan dalam 
Pasal 33 Konvensi Telekomunikasi Internasional 1973.52  
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Orbit ini unik, karena memungkinkan benda-benda angkasa buatan 
seperti satelit, laboratorium ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit 
geostasioner berada pada posisi seoilah-olah diam terhadap permukaan 
bumi (stationer). Sehingga antene di bumi yang diarahkan ke satelit tidak 
perlu digeser-geser mengikuti satelit. Hal ini sangat menguntungkan, 
misalnya bagi telekomunikasi, karena sekali antene di bumi diarahkan 
pada satelit dalam GSO, tidak usah mengikuti lagi lintasan satelit.53 
Sehubungan dengan pengertioan orbit geostasioner ini, Prof. Dr. 
Priyatna Abdurrasyid (pakar hukum udara dan ruang angkasa dari 
Indonesia) memberikan pengertian tentang GSO dengan merumuskan:  
“Orbit geostasioner adalah suatu jalur orbit di atas padang 
khatulistiwa pada jarak ketinggian lebih kurang 36.000 km dari 
permukaan bumi di mana sebuah benda (misalnya satelit) yang 
ditempatkan di orbit ini memiliki waktu putaran yang sama dengan 
waktu rotasi (putaran bumi) dan bergerak searah dengan bumi.”54  
 
Orbit geostasioner merupakan suatu ruang yang berbentuk temu 
gelang melingkari bumi pada padang khatulistiwa, dan merupakan suatu 
jalur atau tempat kedudukan satelit buatan yang posisinya relatif tetap 
terhadap permukaan bumi.55 
GSO telah diakui oleh dunia internasional sebagai sumber daya 
alam terbatas, yang sebagian besar digunakan untuk komunikasi, dan 
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juga sangat cocok untuk penempatan satelit orbit. Pertumbuhan teknologi 
ruang angkasa menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan orbit 
gesostasioner dengan prinsip first come first served. Hal ini merupakan 
hambatan bagi negara-negara berkembang yang teknologinya belum 
maju. Sedangkan orbit geostasioner adalah sumber daya alam yang 
terbatas, langka dan sangat penting bagi semua negara. Kemajuan 
teknologi khususnya teknologi penerbangan, telah membawa pengaruh 
(akibat) bagi kehidupan manusia yang kini telah mampu melakukan 
penerbangan ke dan di ruang angkasa. Berbagai bentuk pesawat ruang 
angkasa dan berbagai jenis satelit telah diciptakan, terutama oleh negara 
maju. Kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat 
manusia. Semua usaha ini mencapai puncaknya setelah Rusia pada 
tanggal 4 Oktober 1957 berhasil meluncurkan Sputnik I yang mengorbit 
mengelilingi bumi, dan seterusnya APOLLO 11 menjelajahi ruang angkasa 
dan melakukan pendaratan di bulan.56 
Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang membangun, 
telah menikmati kemajuan teknologi ruang angkasa ini sejak tahun 1976, 
yaitu dengan dimiliki dan dioperasikannya satelit PALAPA A-1. Satelit ini 
diluncurkan dan dioperasikan di suatu orbit yaitu orbit geostasioner. Orbit 
ini dinilai sangat menguntungkan dibandingkan dengan orbit lainnya, 
seperti orbit rendah, orbit medium dan orbit tinggi. 
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Kemudian timbul pertanyaan di benak kita, mengapa harus memilih 
peluncuran satelit di orbit gesostasioner daripada orbit rendah ? Adapun 
alasan peluncuran dan pengoperasian satelit di orbit geostasioner 
dimaksudkan  Gelang GSO adalah bagian dari alam yang unik, karena 
memungkinkan benda-benda angkasa buatan manusia, seperti satelit, 
laboratorium ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit ini akan 
mengitari bumi secepat putaran bumi, sehingga berada pada posisi 
seolah-olah diam terhadap permukaan bumi. Walaupun satelit yang 
secara teoritis diam di tempat, dalam kenyataannya bergerak juga, 
sehingga membuat gerakan berpola hurup B. 
Hal ini disebabkan adanya variasi terpaan gaya matahari, gaya 
bulan dan gaya bumi serta gaya alam lainnya. Tetapi masih diperlukan 
juga stasiun pengendalian satelit bumi. Stasiun ini berfungsi menjaga 
jangan sampai satelit melanggeng keluar dari arah antene (seperti pernah 
terjadi pada satelit PALAPA B-2 tahun 1984). Oleh stasiun ini satelit 
diperintahkan kembali ke tempatnya dengan menggunakan roket kecil 
yang dipasang pada badan satelit. Dan karena pengendalian ini harus 
dilakukan secara teratur, maka pemakaian roket serta persediaan bahan 
sangat menentukan masa edar (life time) berfungsinya satelit itu. 
Orbit ini mempunyai sifat bahwa satelit yang ditempatkan di 
dalamnya berputar sinkron dengan kecepatan perputaran bumi (suatu 
geosynchronus orbit), dan karenanya dapat dilihat dari suatu titik bumi, 
satelit tersebut tetap berada pada posisi yang sama (geostasioner), 
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sehingga antene di bumi tidak perlu terus menerus mengikuti satelit, 
seperti halnya pada satelit dalam orbit biasa yang jauh lebih rendah.57 
b.  Kerangka Hukum Pemanfaatan Geo Stationary Orbit 
Pelaksanaan peraturan hukum atas pemanfaatan GSO terbagi 
menjadi: Pertama, GSO sebagai wilayah strategi bagi penempatan satelit 
komunikasi. GSO adalah suatu jalur yang sangat potensial untuk 
penempatan satelit-satelit khususnya satelit komunikasi. GSO merupakan 
suatu orbit yang berbentuk cincin yang terletak pada enam radian bumi di 
atas garis khatulistiwa, dimana satelit komunikasi harus ditempatkan 
dalam orbit tersebut agar berada pada posisi tetap di ruang angkasa 
terhadap bumi. Suatu perbandingan antara sistem komunikasi stationary 
dengan sistem komunikasi lain seperti system microwave dan sistem 
kabel ialah bahwa sistem komunikasi satelit yang diletakkan di jalur GSO 
tidak terpengaruh oleh bencana alam di bumi seperti gempa bumi, badai 
dan bencana alam lainnya.  
Jalur GSO merupakan jalur potensial bagi penempatan satelit 
komunikasi itu hanya terdapat atas negara-negara khatulistiwa saja 
seperti Kolombia, Kongo, Ekuador, Kenya, Uganda, Zaire, Brasil dan 
Indonesia. Dari negara-negara khatulistiwa tersebut maka Indonesia 
adalah satu-satunya negara yang memiliki jalur GSO terpanjang di atas 
wilayah territorial yakni 13 persen dari panjang GSO seluruhnya atau 
sepanjang 34.000 km.58  
                                                     
57
   Endang Suherman, Wilayah Urada... Op.Cit., hlm., 157, et-seq. 
58
   Juajir Sumardi, Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar), Penerbit: Pradnya 
Paramita, 1996, hlm. 105. 
45 
Dengan melihat kondisi objektif dari GSO yang hanya dimiliki oleh 
negara-negara khatulistiwa saja maka jelaslah bahwa GSO ini merupakan 
salah satu sumber daya alam yang terbatas. Secara yuridis, status GSO 
sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dijumpai pada pasal 33 
(2) dari ITU Convention tahun 1973 sebagai berikut:  
―In using frequency bands for souce radio services members shall 
bear in mind that radio frequencies and the Goestationary satellites 
orbit are limited natural resources, that they must be used efficienly 
and economically.‖ 
 
Secara yuridis, pemanfatan GSO oleh negara-negara dewasa ini 
masih mendasarkan diri pada prinsip ketentuan yang terkandung dalam 
Space Treaty 1967 artikel 2. Walaupun pada artikel tersebut dikatakan 
bahwa ruang angkasa yang termasuk pula GSO karena berada dalam 
hampa udara, juga bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh 
dijadikan sebagai objek pemilikan nasional dengan jalan klaim kedaulatan 
terhadap objek tersebut. Dalam kenyataannya tampak bahwa seolah-olah 
negara maju adalah negara yang memiliki jalur tersebut. Prinsip first come 
first served, telah membawa suasana kompetisi serta mengakibatkan 
lahirnya technological appropriation. Hal ini menambah keadaan kelompok 
negara-negara khatulistiwa dan negara berkembang lainnya semakin 
dirugikan. Hal inilah yang menjadikan pertentangan antara negara-negara 
maju khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan negara-negara 
ekuator dan negara-negara berkembang lainnya di sisi lain. 
Negara-negara khatulistiwa menginginkan adanya suatu 
pengaturan Hukum Internasional yang tidak merugikan posisi mereka 
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dalam rangka pemanfaatan sumber daya GSO tersebut. Sejak awal 
negara khatulistiwa tersebut mencoba memperjuangkan penempatan 
GSO lebih adil sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Bogota tahun 
1976. Namun demikian negara-negara maju terutama Amerika Serikat 
dengan kemampuan teknologinya selalu menekankan efisiensi 
penggunaan GSO sebagai hal utama yang harus ditempuh dalam 
pemecahan masalah, dan tidak tertarik untuk melakukan suatu pe-
mecahan melalui jalur hukum. 
Masalah GSO masih menjadi masalah pokok di dalam sidang 
Subkomite Hukum. Pada sidang ke 28 di New York, negara-negara 
menyampaikan statementnya mengenai GSO, dan setelah 
mengemukakan pernyataan-pernyataannya, dalam suatu pembahasan 
dalam kelompok kerja dihasilkan 5 prinsip mengenai GSO yang pokok-
pokoknya adalah sebagai berikut:59 
a) GSO is a limited natural resource 
b) The development of space science and technology applied in the 
utilization of GSO;  
c) GSO should be used exclusively for peaceful purposes;  
d) GSO is an orbit which lies in the plane of Earth`s equator; 
e) All States should be guaranteed in practice equitable access to the 
GSO. 
 
Pengaturan mengenai aspek teknis penggunaan GSO dibahas dan 
dikeluarkan oleh ITU. Pengaturan aspek teknis ini selalu dimutakhirkan 
sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan 
negara-negara, dengan maksud untuk dapat mengakomodasikan 
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kepentingan semua negara penyelenggara dan penggunaan jasa 
telekomunikasi. Dalam Konvensi ITU Tahun 1973 (Malaga, Torremolinos), 
dimuat ketentuan yang berkaitan dengan GSO, sebagai berikut: (a). GSO 
merupakan sumber alam terbatas, karena itu harus digunakan secara 
ekonomis dan efisien; (b). Penggunaan secara equitable disesuaikan 
dengan kebutuhan dan fasilitas teknis yang dimilikinnya.  
Sebagaimana telah disinggung di atas, dengan rumusan butir b. 
tersebut, maka berlaku prinsip first come first served yang hanya 
menguntungkan negara-negara yang memiliki kemampuan ilmiah dan 
teknologi, karena hanya kelompok negara-negara inilah yang dapat 
menggunakan GSO. Pada Sidang ITU Tahun 1977 di Jenewa, untuk 
pertama kalinya Deklarasi Bogota 1976 diumumkan dan diperjuangkan, 
namun dalam forum ini negara khatulistiwa tidak berhasil memasukkan ke 
dalam agenda sidang. Putusan sidang akhirnya menyatakan bahwa 
UNCOPUOS yang berwenang membahas tuntutan negara khatulistiwa 
tersebut. Namun dalam pertemuan Nairobi (Kenya) tahun 1982, tuntutan 
negara khatulistiwa dan hasil UNISPACE 1982 telah mempengaruhi 
rumusan ketentuan ITU sebagaimana tercermin dari rumusan Pasal 33 
ayat (2) Konvensi ITU yang diubah menjadi “all countries have equal 
access for space radio communication services and position in the GSO.” 
Dengan rumusan baru ini, semua negara mendapatkan kesempatan 
akses secara adil untuk menggunakan GSO.  
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Pada pertemuan WARC (World Administrative Radio Conference 
1985), telah diajukan prinsip apriori planning, yaitu sebagai upaya yang 
memungkinkan setiap negara memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemanfaatan GSO tanpa memandang tingkat perkembangan kemampuan 
ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologinya. Rencana apriori 
planning tersebut membawa implikasi yang luas, terutama terhadap 
tuntutan kedaulatan yang diajukan oleh negara khatulistiwa, karena 
berdasarkan apriori planning, maka slot orbit di GSO telah direncanakan 
terlebih dahulu penggunaannya, termasuk GSO yang berada di atas 
wilayah negara khatulistiwa.  
Pada WARC 1998, ketentuan first come first served diganti menjadi 
Allotment Plan, yang berisi pengalokasian jalur spectrum frekuensi 
tertentu bagi Fised Satellite Services (FSS) dan rezim pengaturan 
terhadap Unplanned Bands. Dengan Allotment Plan pada dasarnya 
semua negara mendapatkan minimal satu slot orbit GSO, baik untuk 
kepentingan telekomunikasi maupun penyiaran. Unplanned Bands 
dimaksudkan untuk menampung jasa-jasa yang belum direncanakan dan 
ditempuh berdasarkan prosedur frequency assignment sesuai dengan 
Pasal 11, 12, 13, dan 14 Radio Regulation, yaitu melalui tiga tahap: (1). 
advance publication; (2). coordination; and (3). notifation and recording in 
MIFR (Master International Frequency Register). 
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Dalam perkembangan selanjutnya beberapa pasal penting yang 
mengatur GSO dimuat di dalam Konstitusi ITU 1994 dan Radio 
Regulation. Pasal-pasal tersebut meliputi:  
a. Konstitusi ITU 1994, Kyoto.  
Dalam pasal 1 (butir 11a) dan Pasal 44, Nomor 196 Paragraf 2 
Konstitusi ITU 1994, Kyoto yang menyatakan bahwa spectrum 
frekuensi radio dan GSO adalah sumber alam terbatas dan harus 
digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, agar negara atau 
kelompok negara mempunyai persamaan akses terhadap sumber 
alam tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus 
negara berkembang dan situasi geografis negara-negara tertentu.  
b. Radio Regulation.  
Edisi tahun 1993 Pasal 11, 12, 13 dan 14 yang mengatur mengenai 
prosedur koordinasi penentuan penggunaan spectrum frekuensi 
termasuk slot orbit di GSO. 
Maksud ITU membuat pengaturan tersebut di atas adalah untuk 
dapat mengakomodasikan kepentingan semua negara yang mempunyai 
jangkauan jauh ke depan. Namun dalam kenyataannya telah menim-
bulkan masalah baru, antara lain munculnya pengajuan “paper satellites” 
oleh berbagai negara, yaitu pengajuan penggunaan slot-slot tertentu untuk 
satelit-satelit yang belum jelas rencana peluncuran. Adanya paper satellite 
tersebut dipandang dapat mengurangi optimalisasi pemanfaatan GSO, di 
samping menutup peluang negara-negara lain yang lebih membutuhkan. 
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Forum lain yang dapat dicatat dalam kaitan dengan pembahasan 
masalah GSO di forum internasional adalah UNISPACE 1982 di Wina. 
Dalam konferensi tersebut secara khusus telah dipertimbangkan implikasi 
penggunaan GSO. Kebutuhan dan kemungkinan mengoptimumkan 
penggunaannya, dan guna menetapkan tindakan-tindakan yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini negara-
negara khatulistiwa kembali mengusulkan pembentukan suatu rezim 
hukum sui generis bagi GSO.  
Demikian juga kepentingan-kepentingan dasar negara khatulistiwa 
yang mempunyai special geographical situation telah mulai diperhatikan. 
negara-negara yang termasuk dalam Kelompok 77, berhasil 
memperjuangkan suatu deklarasi tentang GSO yang menyatakan:  
a) Increasing members of satellite are being use of various 
porpuses by different contries. 
b) Desirable that member states, within the ITU:  
(1) Continue to evolve some criteria for the mostequitable and 
efficient usesage of GSO and the RF spectrum;  
(2) To develop planning methods/arrangements that are based 
on the genuine needs both present and future;  
(3) Such a planning method should take into account the 
specific needs of the developing countries as well as the 




c. Kepentingan Nasional Indonesia atas GSO  
Kepentingan Nasional Indonesia sesungguhnya secara eksplisit 
sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Khusus 
menyangkut pemanfaatan GSO, maka terkait erat dengan dukungan 
untuk komunikasi melalui satelit komunikasi untuk kepentingan Indonesia.  
Kepentingan mendasar setiap bangsa dan negara adalah 
kelangsungan hidupnya yang harus diisi dengan suatu perjuangan untuk 
mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dalam kaitan ini kepentingan 
nasional mendasar yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan oleh 
bangsa Indonesia, antara lain adalah: (i) terlindungnya bangsa Indonesia 
dan keutuhan wilayah nasional Republik Indonesia dari setiap tantangan, 
ancaman, hambatan dan gangguan baik yang dating dari luar maupun 
dari dalam, (ii) tercipta dan terpeliharanya stabilitas nasional, serta ter-
jadinya stabilitas regional dan internasional demi keberhasilan 
pembangunan nasional Indonesia selanjutnya, dan (iii) terjaganya 
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi serta 
keadilan sosial.  
Kepentingan Indonesia tersebut di atas dapat diwujudkan, antara 
lain melalui penggunaan GSO, yaitu dengan memanfaatkan hasil 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta potensi GSO seoptimal 
mungkin untuk mendukung pembangunan nasional, di dalam rangka 
mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana terkandung dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
52 
Putusan Indonesia untuk memiliki sendiri satelit komunikasi 
merupakan suatu putusan yang sangat strategis, karena telah bersama-
sama dirasakan bukan saja manfaatnya sebagai alat pemersatu bangsa 
dan negara, tetapi juga dapat memacu kemampuan teknologi 
telekomunikasi antariksa Indonesia pada khususnya, dan teknologi an-
tariksa pada umumnya. Selain penggunaan GSO melalui pemanfaatan 
satelit-satelit yang memiliki dan dioperasikan sendiri, Indonesia juga 
memanfaatkan satelit-satelit negara lain atau organisasi internasional 
yang ditempatkan di GSO untuk keperluan pengamatan cuaca, 
pemantauan lingkungan serta navigasi lalu lintas udara dan lautan. 
Menyadari bahwa GSO juga potensial untuk digunakan bagi 
keperluan-keperluan lainnya, maka tidak tertutup kemungkinan dimasa 
mendatang Indonesia akan ikut memanfaatkan GSO untuk keperluan 
diluar bidang-bidang aplikasi tersebut di atas. Dengan kondisi dan status 
pemanfaatan GSO untuk berbagai keperluan tersebut, maka GSO telah 
menjadi kawasan kepentingan Indonesia yang sangat vital. 
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka kepentingan 
Indonesia atas GSO baik saat ini maupun di masa mendatang adalah: (a). 
Terjaminnya kesinambungan penggunaan GSO oleh Indonesia untuk 
keperluan telekomunikasi, penyiaran, dan meteorologi serta kemungkinan 
pengembangan bidang lainnya; (b). Terjaminnya satelit-satelit Indonesia 
dari segala macam ancaman dan gangguan pihak-pihak lain yang dapat 
merugikan Indonesia; (c). Terjaminnya GSO dari penggunaan yang dapat 
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membawa dampak negatif baik terhadap lingkungan GSO itu sendiri mau-
pun bumi, khususnya terhadap wilayah Indonesia; (c). Adannya peluang 
bagi Indonesia untuk setiap saat dapat menggunakan slot orbit dan 
spektrum frekuensi di GSO apabila sewaktu-waktu diperlakukan Indonesia 
bagi kepentingan nasionalnya; (d). Dapat dihindarkan penggunaan GSO 







A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian penelitian ini, salah satu tahap yang harus 
dilakukan penulis adalah penelitian. Dalam hal ini, penulis akan 
melakukan penelitian kepustakaan dan akan melakukan penelitian 
diberbagai tempat yang menyediakan literatur-literatur yang diperlukan. 
Maka dengan begitu, penulis memilih empat lokasi penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin. 
2. Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional. 
3. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik 
Indonesia. 
4. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, 
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau 
pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari konvensi, buku-
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buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini 
kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis 
dampak komersialisasi GSO ditinjau dari aspek hukum ruang angkasa. 
 
2. Sumber Data 
Adapun yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Kovensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini 
b. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini 
c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi 
lainnya baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang 
didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari 
internet. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literature (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan 
relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-
buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya 
seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang 
relevan. 
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Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk pmemperoleh 
informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan kosep 
yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai analisis dampak 
komersialisasi GSO ditinjau dari aspek hukum ruang angkasa. 
 
D. Analisis Data 
Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan 
bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepusstakaan yang bersumber 
dari buku-buku dan literature-literatur lain yang berhubungan dengan judul 














A. Pengaturan Hukum Ruang Angkasa Terhadap Komersialisasi 
Geo Stationary Orbit 
Ketika manusia membuat objek yang dapat dikirim ke luar dari 
atsmosphere bumi, berputar mengelilingi bumi karena kekuatan alam 
(termasuk gaya gravitasi bumi), itu disebut satelit bumi buatan. Jalur 
perputarannya adalah orbitnya, jika periode revolusi satelitte adalah sama 
dengan periode rotasi bumi, itu disebut satelit geosynchronous. 
Sementara satelit geostasioner adalah satelit geosynchronous yang 
mengitari bumi pada orbit yang terletak sejajar dengan garis katulistiwa 
bumi. GSO adalah orbit di mana satelit harus ditempatkan menjadi satelit 
geostasioner. Dengan kata lain, GSO adalah orbit satelit yang berputar 
dengan kecepatan rotasi bumi dan dengan demikian tampaknya tetap 
diam. Hal tersebut penting untuk dicatat bahwa untuk semua tujuan 
praktis orbit geostasioner menjadi berguna hanya dengan menggunakan 
satelit, atau ketika satelit ditempatkan di dalamnya. Ini adalah mengapa 








Sumber: paper work, Typical Satellite Orbit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Hlm. 1. 
 
GSO merupakan orbit yang melingkar dan memiliki kemiringan nol 
derajat, yang berarti berada tepat diatas garis katulistiwa bumi. GSO 
memiliki ketinggian sejauh kurang lebih 36.000km dan satelit yang 
ditempatkan pada orbit ini dapat bergerak pada kecepatan 3km/s. Periode 
orbit satelit ini hampir sama dengan periode rotasi bumi, yakni 24 jam. 
Dari bumi satelit yang ditempatan pada orbit ini tampaknya stasioner 
makanya disebut dengan orbit geostationer. Ada banyak satelit 




Sumber: paper work, Typical Satellite Orbit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Hlm. 2. 
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GSO merupakan salah satu jenis dari Synchronous orbit. Orbit 
satelit tersebut melengkapi satu sirkuit di sekitar bumi dalam satu hari, 
kemudian muncul di posisi yang sama di atas permukaan bumi. Orbit ini 
biasa dikenal dengan “orbit sinkron.” Durasi orbit ini sama seperti GSO 
yakni sama dengan periode rotasi bumi. Hal yang membedakan antara 
GSO dan synchronous orbit adalah kecenderungan orbital tidak selalu nol 
dan bentuknya mungkin elips. Peran khas untuk satelit yang ditempatkan 
pada orbit ini adalah pemantauan dan komunikasi untuk wilayah di lintang 
yang lebih tinggi dimana cakupan satelit pada GSO sulit capai. 
Gambar 3 
 
Sumber: paper work, Typical Satellite Orbit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Hlm. 3. 
 
Sebuah orbit berulang (recurrent orbit) adalah orbit satelit yang 
membuat satelit yang berada di orbit ini kembali ke posisi yang sama 
diatas permukaan bumi dalam waktu 24 jam, terlepas dari berapa banyak 
orbit yang dibuatnya saat itu. Periode orbit satelit merupakan draksi yang 
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tidak terpisahkan dari periode rotasi bumi. Jika jaraknya sekitar 600km 
dan puncaknya 40.000km, orbit satelit akan memanjang. Orbit elips 
dengan jangka waktu 12 jam, kembali ke titik alih posisi yang sama dua 
kali sehari. Sebuah satelit di orbit seperti ini cocok untuk komunikasi dan 




Sumber: paper work, Typical Satellite Orbit, Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional, Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan. Hlm. 3. 
 
Dalam Sub-recurrent orbit satelit kembali ke titik yang sama di atas 
permukaan bumi beberapa hari kemudian. Meskipun mengorbit 
beberapakali dalam sehari, satelit yang ditempatkan pada orbit ini akan 
kembali secara teratur setelah waktu yang ditetapkan untuk posisi awal 
diatas permukaan bumi. Untuk jangka panjang, pemantauan rutin 
permukaan bumi akan menjadi misi cocok untuk satelit di obit seperti ini. 
Banyaknya manfaat dari berbagai orbit yang tersedia 
meniscayakan dibutuhkannya suatu regulasi dalam mengatur tiap 
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perbuatan subjek hukum internasional dalam pemanfaatan orbit-orbit 
tersebut. Melalui komunikasi radio terhadap GSO, yang merupakan 
fenomena natural di ruang angkasa, menjadi salah satu sumber 
eksploitasi manusia di bumi. Oleh karena itu penggunaannya harus diatur 
oleh hukum internasional secara umum dan hukum ruang angkasa serta 
hukum telekomunikasi radio pada khususnya. Hal ini terlihat pada aktivitas 
perjuangan penegakan hukum ruang angkasa yang dilakukan para subjek 
internasional di forum-forum internasional, yang dibuktikan melalui 
deklarasi bogota pada tahun 1976 yang menimbulkan pertanyaan serius 
mengenai kegiatan eksplorasi di ruang angkasa khususnya pada GSO. 
Pada tanggal 3 Desember 1976 negara katulistiwa tertentu 
menandatangani deklarasi bogota dengan maksud mengklaim kedaulatan 
terhadap GSO. Hadirnya deklarasi ini disebabkan oleh kontroversi 
internasional sehubungan dengan kegiatan eksplorasi di GSO yang 
sekiranya dapat dilakukan secara bebas oleh semua negara. Namun 
ternyata maksud dari penandatanganan deklarasi ini nyatanya merupakan 
pernyataan perlawanan keras oleh negara-negara penandatangan 
terhadap kegiatan-kegiatan eksplorasi di GSO yang bertentangan dengan 
kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan ini diukur dari 
segi ekonomi dan aspirasi terhadap perkembangan sebuah negara. Outer 
Space Treaty 1967 merupakan landasan hukum internasional (ruang 
angkasa) atas pemanfaatan dan eksploitasi ruang angkasa termasuk 
bulan dan benda-benda angkasa lainnya. Pemanfaatan dan eksploitasi 
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ruang angkasa tersebut dalam kenyataannya hanya mungkin dilakukan 
secara optimal oleh negara-negara maju yang memiliki sumber daya dan 
kemampuan teknologi maju.60 
GSO merupakan salah satu sumber daya alam terbatas yang 
merupakan tempat strategis untuk penempatan satelit komunikasi. Satelit 
komunikasi pada dasarnya menjadi wahana utama dan sangat penting 
dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dunia umumnya dan 
kepentingan nasional Indonesia pada khususnya meliputi aspek ekonomi, 
politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.  
Dengan dilandasi semangat kerjasama internasional dalam 
memanfaatkan GSO untuk tujuan bersama bagi kemanusian dan 
perdamaian, disepakati prinsip kesetaraan akses di antara negara-negara. 
Perjuangan Indonesia bersama negara-negara katulistiwa lainnya melalui 
berbagai fora internasional terus dilanjutkan agar bisa mencapai 
pengaturan internasional atas pemanfaatan GSO lebih mencerminkan 
keadilan mengingat letak GSO berada pada posisi di atas ruang angkasa 
negara-negara katulistiwa. 
Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama 
kepada hukum internasional. Oleh karena itu, peranan hukum 
internasional sangat menentukan. Hukum internasional yang berlaku 
diterapkan pada bagian-bagian yang masih kurang atau belum diatur 
                                                     
60
  Agus Pramono, Orbit Geostasioner (GSO) dalam Hukum Internasional dan 
Kepentingan Nasional Indonesia, Semarang: Pandecta, Research Law Journal. 
Volume 6 No. 2, Juli 2011. Hlm. 1. 
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mengenai pihak-pihak yang berhubungan atas suatu kepentingan 
tertentu.61 Proses pembentukan hukum ruang angkasa bergerak ke arah 
dua tahap. Tahap pertama ditandai oleh pengajuan serentetan resolusi 
oleh Majelis Umum. Resolusi ini meliputi petunjuk-petunjuk dan cara-cara 
meningkatkan kerja sama internasional serta penetapan prinsip-prinsip 
dasar tentang pengaturannya.  
Sebagai tahapan selanjutnya dari pembentukan hukum ruang 
angkasa ini adalah dengan diterimanya deklarasi prinsip-prinsip hukum 
untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara di ruang angkasa yang 
berhubungan dengan penyelidikan dan penggunaan ruang angkasa.
 
hukum udara dan ruang angkasa merupakan bagian komponen dari 
hukum antariksa, untuk itu perlu diteliti apa-apa saja yang merupakan 
bagian dari/ruang lingkup dari hukum ruang angkasa, yakni:62 
1. Sifat dan luas wilayah di ruang angkasa dimana Hukum Angkasa 
diterapkan dan berlaku.  
2. Bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang tersebut.  
3. Bentuk peralatan penerbangan (flight instrumentalities) seperti 
pesawat udara dalam penerbangan di ruang udara dan pesawat 
ruang angkasa untuk ruang angkasa yang mempunyai sangkut-
paut dan diatur oleh hukum angkasa, atau dengan perkataan lain 
segala peralatan penerbangan yang menjadi objek Hukum 
Angkasa.  
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  Priyatna Abdurrasyid, Loc.Cit, Hlm. 15   
62
  Priyatna Abdurrasyid, Hukum Antariksa Nasional, Jakarta: Rajawali. 1989. Hlm. 4-5. 
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Hukum angkasa sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum yang 
relatif muda, oleh para ahli hukum maupun masyarakat internasional 
dirasakan perlu untuk lebih dikembangkan. Pengembangan yang 
dilakukan bertujuan agar hukum angkasa dapat menjadi cabang ilmu 
hukum yang mantap dan mapan terutama dalam mengantisipasi 
kemajuan teknologi yang sangat pesat. Berbagai upaya telah dilakukan 
dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dengan mengidentifikasi 
berbagai permasalahan yang timbul dari ditemukannya dimensi ruang 
angkasa hingga menelaah berbagai dampak hukum atas 
dimanfaatkannya dimensi tersebut oleh manusia. Hal inilah yang 
mendasari adanya pembagian hukum angkasa itu sendiri secara umum 
pada saat ini. 
Ernest NYS merupakan orang pertama yang menggunakan istilah 
khusus bagi bidang ilmu hukum untuk ruang udara ini. Istilah yang ia 
gunakan ialah “Droit Aerien” dan dipakainya di dalam laporan-laporannya 
kepada Institute de Droit Internationale pada rapat di tahun 1902 dan 
kemudian di dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, istilah-istilah 
yang ditemukan sebelum tahun 50-an dan sesudahnya ialah misalnya 
istilah “Luchtrecht, Luftrecht atau Air Law” yang banyak digunakan orang. 
Di Indonesia sendiri dipakai istilah Hukum Udara, istilah yang telah 
membaku di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran sejak tahun 1963. 
Setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buatannya yang pertama 
maka timbullah istilah hukum yang lebih luas lagi, yakni Air and Space 
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Law, Lucht en Ruimte Recht atau Hukum Angkasa. Ada pula digunakan 
orang istilah Aerospace Law. Semua istilah ini memang menunjukkan 
adanya suatu bidang ilmu hukum yang mempersoalkan berbagai macam 
pengaturan terhadap medium ruang. 
Istilah Hukum Ruang Angkasa dianggap lebih tepat daripada 
penggunaan istilah Hukum Antariksa, satu sama lain karena masih belum 
jelas apa yang dimaksud dengan antariksa. Secara garis besar dapat 
dikatakan, untuk ilmu hukum ini dipakai istilah “Hukum Angkasa”, “Air and 
Space Law” di Kanada, “Aerospace Law” di Amerika Serikat, “Lucht en 
Ruimte Recht” di Belanda, “Droit Aerien et de l’espace” di Perancis, “Luft 
und Weltraumrecht” di Jerman, yang mencakup dua bidang ilmu hukum 
dan mengatur dua sarana wilayah penerbangan yakni hukum udara yang 
mengatur sarana penerbangan di ruang udara yaitu ruang di sekitar bumi 
yang berisi gas-gas udara. Kemudian Hukum Ruang yakni hukum yang 
mengatur ruang yang hampa udara (outer space).
 
Istilah Hukum Angkasa 
(yang terdiri dari Hukum Udara dan Ruang Angkasa) telah dipergunakan 
di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Sesko AU di Bandung 
sejak tahun 1963. Seringkali istilah ruang angkasa ini (outer space) 
dicampuradukkan dengan istilah angkasa luar atau antariksa. Secara 
legalistis, dapat disimpulkan bahwa antariksa itu ialah ruang angkasa 
dengan segala isinya.  
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Tata surya kita secara geografis yuridis dapat kita klasifikasikan 
sebagai berikut:63 
1. Ruang udara ialah ruang di sekitar bumi yang berisikan gas-gas 
udara yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidupnya.  
2. Antariksa mempunyai arti sebagai berikut:  
1) Ruang angkasa yakni ruang yang kosong/hampa udara 
(aero space) dan berisikan langit.  
2) Bulan dan benda-benda (planet-planet) lainnya.  
3) Orbit geostasioner (GSO).  
Hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk 
mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktifitas yang tertuju kepada 
ruang angkasa dan di ruang angkasa aktifitas itu demi kepentingan 
seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap 
kehidupan, terrestrial dan non terrestrial, dimana pun aktifitas itu 
dilakukan.  
Dalam definisi yang terakhir itu ruang angkasa dipandang sebagai 
suatu keseluruhan yang utuh, yang dalam lingkupnya mencakup benda-
benda langit lainnya. Juga terdapat definisi hukum angkasa (aerospace 
law) yang berusaha untuk mencakup kedua bidang ilmu hukum itu, secara 
gabungan menjadi bagian hukum tunggal. Karena itulah, dalam sebuah 
glossary yang diterbitkan tahun 1955 oleh Research Studies Institutes 
pada Maxwell Air Force Base, dapat ditemui sebuah definisi istilah 
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“aerospace”. Istilah tersebut didukung oleh mereka yang berkeyakinan 
bahwa hukum udara dan ruang angkasa hanya disatukan dalam suatu 
cabang hukum tunggal, karena bidang tersebut mewakili bidang hukum 
yang secara langsung maupun tidak langsung berlaku pada penerbangan-
penerbangan yang dilakukan manusia.  
1. Perkembangan Hukum Ruang Angkasa Internasional 
1.1. Treaty on Principles Governing the Activities in the 
Exploration and Use of Outer Space, Including Moon and 
other Celestial Bodies 1967 
Perjanjian mengenai hukum ruang angkasa ini lebih 
dikenal sebagai Outer Space Treaty 1967 yang ditandatangani 
pada tanggal 27 Januari 1967 dan berlaku sejak 10 Oktober 
1967. Pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang 
penerbangan mendorong adanya keinginan negara-negara 
maju untuk melakukan penerbangan lintas wilayah udara yakni 
ruang angkasa, yang kemudian diikuti oleh pesawat ruang 
angkasa Amerika Serikat. Namun, usaha-usaha yang dilakukan 
oleh negara-negara maju tersebut, kemudian dianggap sebagai 
ancaman oleh negara-negara lain terhadap keamanan mereka. 
Oleh karenanya dibentuklah sebuah komite melalui PBB guna 
merancang peraturan-peraturan bagi semua kegiatan dalam 
bidang ruang angkasa ini.64 
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Setelah beberapa resolusi disahkan oleh PBB, maka 
sebuah traktat khusus mengenai ruang angkasa  dibentuk pada 
tahun 1967, tepatnya sepuluh tahun setelah peluncuran Sputnik 
milik Rusia. Perjanjian yang diprakarsai oleh PBB didasarkan 
atas konsep bahwa ruang angkasa (outer space) harus 
dipertahankan sebagai milik seluruh umat manusia dan harus 
dieksplorasi dan digunakan bagi keuntungan serta kepentingan 
semua negara. Definisi yang lebih spesifik tidak berhasil 
disepakati di dalam Outer Space Treaty 1967 ini. Adapun tujuan 
utama dari perjanjian ini adalah untuk mencegah tuntutan-
tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara 
secara individu dan untuk membuat ketentuan-ketentuan bagi 
penggunaan secara damai ruang angkasa tersebut.  
Menurut Outer Space Treaty 1967 bahwa seluruh 
aktifitas-aktifitas keruangangkasaan hanya dapat dilakukan 
sesuai dengan UN Charter (Piagam PBB) dan Prinsip-prinsip 
Hukum Internasional, namun demikian masalah kedaulatan 
sangat erat kaitannya dengan beberapa aktifitas 
keruangangkasaan.65 
Karena dalam hukum ruang angkasa kita menghadapi 
suatu fakta bahwa kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan 
ruang angkasa berada dalam lingkup hubungan antar negara 
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yang berkedaulatan sama atas wilayah ruang angkasa itu
 
di 
dalam Pasal 266 Outer Space Treaty 1967 secara khusus 
terdapat adanya suatu larangan bagi semua negara, terhadap 
pemilikan secara nasional atas wilayah ruang angkasa oleh 
suatu negara melalui tuntutan-tuntutan kedaulatan, pemakaian 
atau pendudukan atau dengan cara-cara lainnya. Dengan kata 
lain bahwa yang dinamakan sebagai wilayah ruang angkasa 
tersebut adalah milik semua negara yang tidak dapat dikuasai 
secara sepihak dengan alasan apa pun juga oleh suatu negara 
tertentu. 
1.2. International Telecommunication Convention 1973 
Suatu badan bersama yang sifatnya internasional yakni 
International Telecommunication Union (ITU) yang bertugas 
menjaga dan mengembangkan kerjasama internasional untuk 
peningkatan dan pemakaian berbagai sarana telekomunikasi 
internasional, menandatangani suatu perjanjian bersama di 
Malaga, Toremolinos pada tahun 1973.  
Didasari oleh perkembangan teknologi satelit yang telah 
dimiliki oleh negara-negara maju, sebagai salah satu sarana 
yang vital bagi perkembangan telekomunikasi dunia, maka 
secara khusus dalam Pasal 33 ayat (2)67 Konvensi ITU 1973 
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dipandang oleh banyak negara, terutama oleh negara 
berkembang, lebih mengakomodasikan kepentingan-
kepentingan negara-negara maju yang telah memiliki teknologi 
dan kemampuan di bidang satelit saja. Maka, pada pertemuan 
ITU pada tahun 1982 di Nairobi (Kenya) dibuat suatu perubahan 
yaitu di dalam Pasal 10 3c (mod 67), ditetapkan bahwa dalam 
rangka pemanfaatan GSO secara lebih efektif dan ekonomis 
harus senantiasa diperhatikan negara-negara yang 
membutuhkan bantuan, demikian juga bagi negara-negara yang 
sedang berkembang serta negara yang mempunyai keadaan 
geografis yang khusus (negara-negara khatulistiwa). 
Ketentuan-ketentuan ITU tersebut oleh negara-negara 
maju dianggap cukup memadai untuk mengatur pemanfaatan 
GSO, di samping kemajuan teknologi akan mampu mengatasi 
kejenuhan yang dikhawatirkan akan terjadi dalam 
pengembangan sistem telekomunikasi khususnya bidang satelit 
ruang angkasa.  
1.3. The Convention on International Liability for Damage 
Caused by Space Objects 1973  
Perkembangan pemanfaatan wilayah ruang angkasa 
khususnya wilayah orbit geostasioner, menimbulkan kesadaran 
masyarakat internasional akan timbulnya suatu malapetaka 
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yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Malapetaka itu 
yakni, kemungkinan jatuhnya benda angkasa buatan manusia 
itu kembali ke bumi, yang membawa dampak buruk bagi negara 
yang lain karena terjadinya hal tersebut.  
Maka, sejak tahun 1960 sebuah badan khusus PBB 
mengenai ruang angkasa yakni United Nations Committee on 
The Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS), telah mulai 
membicarakan hal tersebut dalam forum PBB karena telah ada 
contoh-contoh kejadian yang nyata dan tidak dapat disangkal 
lagi oleh masyarakat internasional. 
Amerika Serikat kemudian mengusulkan agar bahaya 
jatuhnya benda buatan manusia dari ruang angkasa itu dapat 
diselesaikan secara tuntas. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 
1972 PBB mensahkan “Convention on International Liability 
Damage Caused by Space Objects”, setelah lebih dari lima 
negara (yang merupakan syarat dapat berlakunya konvensi ini) 
meratifikasinya dan hingga tahun 1976 jumlah negara yang 
telah meratifikasi berjumlah 40 negara. 
Konvensi yang didasari oleh beberapa Pasal Outer 
Space Treaty 1967 mempunyai tujuan sebagai berikut:  
a) Untuk membentuk kaidah hukum tentang tanggung jawab 
internasional terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh 
benda-benda angkasa.  
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b) Memberikan tata cara penggantian kerugian secara seketika 
(prompt) dan setimpal (equitable) kepada korban kerusakan 
(damage).  
Hal tersebut didasari adanya kemungkinan yang besar 
jatuhnya (kembali ke permukaan bumi) benda-benda yang 
diluncurkan ke ruang angkasa. Maka, bila terjadi, sistem ganti 
rugi ditetapkan secara “absolute liability”, dimana merupakan 
suatu usaha hukum yang berlaku mutlak tanpa pembuktian 
yang ketat. Dan beberapa tahun kemudian dibuat suatu aturan 
mengenai cara pengidentifikasian benda-benda angkasa (yang 
mungkin jatuh), yang diusahakan melalui “Convention on 
Registration of Objects Launched into Outer Space” pada tahun 
1976.” 
1.4. The Declaration of Bogota 1976  
Pada tahun 1976 di dalam suatu pertemuan yang 
membahas secara khusus mengenai GSO diadakan di Bogota. 
Tujuh negara yang wilayahnya tepat berada di bawah garis 
khatulistiwa, yakni: Brazil, Kolombia, Ekuador, Kongo, Kenya, 
Zaire dan Indonesia, menuangkan gagasannya di dalam 
kesepakatan/deklarasi tentang tuntutan atas orbit geostasioner 
yang memang tepat berada di atas wilayah kedaulatan mereka.  
Adapun yang menjadi tuntutan dari negara-negara 
khatulistiwa tadi bukanlah suatu tuntutan mengenai penguasaan 
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atas wilayah (territorial claim), namun hal tersebut didasarkan 
oleh karena adanya ketidakadilan dalam pemanfaatan orbit 
geostasioner yang sebelumnya berdasar pada prinsip 
kebebasan untuk memanfaatkan bagi semua negara (first come 
first served)68.
 
Sebagai akibatnya pemanfaatan orbit 
geostasioner hanya didominasi oleh negara-negara maju karena 
memiliki kemampuan untuk itu, baik dari segi teknologi maupun 
finansialnya. Dan dirasakan pemanfaatan orbit geostasioner itu 
telah menjadi suatu usaha komersialisasi oleh negara-negara 
maju tersebut sehiungga cenderung merugikan negara-negara 
lain yang belum mampu memanfaatkannya. Deklarasi Bogota 
1976 ini banyak mendapat reaksi yang luas oleh banyak negara, 
namun negara-negara maju menentang isi dari gagasan yang 
terkandung di dalamnya karena bertentangan dengan 
kepentingan mereka. Hal itu juga dianggap dapat menimbulkan 
adanya monopoli dalam pemanfaatan orbit geostasioner 
(larangan pada Pasal 33 ayat (2) Konvensi ITU 1973), dan 
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1.5. Convention on Registration of Objects Launched into 
Outer Space 1975  
Registration Convention berakar kepada ketentuan yang 
ditetapkan bagi International Geophysical Year, dalam suatu 
periode selama 18 bulan dimulai dari tanggal 1 Juli 1957 sampai 
dengan 31 Desember 1958. Dimana masyarakat ilmiah 
melakukan kajian-kajian di seluruh dunia mengenai lingkungan 
manusia dengan bumi dan lautan, atmosfir dan ruang angkasa. 
Peluncuran satelit-satelit bumi buatan merupakan salah satu 
dari proyek-proyek yang direncanakan, dan untuk hal tersebut 
maka Manual on Rockets and Satellites menetapkan ketentuan-
ketentuan mengenai pendaftaran objek-objek yang diluncurkan 
ke wilayah ruang angkasa. 
Di awal tahun 1961 Majelis Umum PBB meminta agar 
negara-negara yang meluncurkan objek-objek ke dalam atau di 
luar orbit dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya 
kepada Committee on The Peaceful Uses of Outer Space, 
melalui Sekretaris Jenderal PBB dengan tujuan untuk 
melakukan pendaftaran peluncuran-peluncuran ini. Sekretaris 
Jenderal PBB dengan permohonan diminta untuk mengurus 
suatu daftar umum informasi tersebut. Tidak ada kewajiban 
mengikat di pihak negara-negara peluncur, akibatnya sistem 
tersebut berjalan hanya berdasarkan kesukarelaan semata-
mata. Dan pada umumnya dikatakan bahwa sistem sukarela itu 
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berjalan cukup baik dan hal ini terlihat dari hampir semua 
negara yang berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas 
keruangangkasaan telah memberikan informasi mengenai 
peluncuran-peluncuran yang mereka lakukan. 
Di dalam Hukum Ruang Angkasa terdapat ketentuan 
penting dalam Registration Convention berkenaan dengan 
situasi dimana dua negara atau lebih bersama-sama 
berpartisipasi dalam suatu peluncuran khusus. Pada Pasal 21 
Registration Convention menyerahkan penandaan nomor 
pendaftaran sebuah objek ruang angkasa yang dapat 
dipergunakan kembali setelah pendaratannya dan akan 
didaftarkan berdasarkan pada Registration Convention sebagai 
sebuah objek yang diluncurkan ke ruang angkasa dan bukan 
sebagai pesawat udara seperti ketentuan di dalam Konvensi 
Chicago 1967. 
Pada tahun 1975 Convention on Registration of Objects 
into Outer Space ditandatangani dan mulai berlaku pada tanggal 
15 Desember 1976 setelah masuknya lima ratifikasi dari negara-
negara yang menandatangani sebelumnya. Pada bulan Maret 
1981 lebih dari 30 negara telah menandatangani konvensi ini. 
Hal ini membuat ketentuan mengajukan informasi mengenai 
pendaftaran telah menjadi suatu kewajiban untuk negara 
peserta konvensi ini. Tujuan dari konvensi ini adalah :  
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1) Membuat ketentuan untuk mendaftar objek-objek ruang 
angkasa oleh negara-negara peluncur.  
2) Menyediakan suatu daftar terpusat mengenai objek-objek ruang 
angkasa yang akan ditetapkan serta diurus atas dasar 
kewajiban oleh PBB. 
3) Membuat ketentuan tentang cara-cara tambahan untuk 
membantu mengidentifikasi objek-objek ruang angkasa.  
Konvensi ini memakai prinsip penunjukan yurisdiksi atas 
dasar pendaftaran nasional (national registry). Prinsip ini akan 
memungkinkan pengidentifikasian yang tepat atas objek-objek 
ruang angkasa, yang pada gilirannya akan membantu dalam 
menentukan tanggung jawab dan menjamin hak untuk memperoleh 
kembali objek-objek tersebut. Pada Pasal IV Registration 
Convention menetapkan bahwa pendaftaran/pemberitahuan harus 
dilakukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan bukan kepada 
ICAO69 
2. Perkembangan Hukum Udara dan Ruang Angkasa Indonesia 
Hukum udara dan ruang angkasa di Indonesia tidak dapat terlepas 
dari kaedah hukum udara dan ruang angkasa internasional. Apabila 
diwilayah ruang udara terdapat adanya prinsip kedaulatan mutlak masing-
masing negara (complete and excusive sovereignty rights), namun 
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wilayah ruang angkasa terdapat pula prinsip kepemilikan bersama semua 
negara atas ruang angkasa (province of mankind). 
Pemanfaatan ruang udara Indonesia mewajibkan untuk 
megembangkan kekuatan negara di udara dengan maksimal   sehingga 
efektif dan dapat diandalkan. Angkatan udara adalah salah satu faktor 
penting dari kekuatan negara di ruang udara, dan bukan sebagai sarana 
untuk tujuan komersial semata sehingga hukum yang mengatur mutlak 
harus dibentuk sesuai dengan kondisi dan kepentingan bangsa. Sebagai 
sarana untuk mempersatukan bangsa, sarana untuk membantu 
kelancaran efektifitas pemerintah, dan sarana untuk mendorong lajunya 
pembangunan, maka hukum udara Indonesia haruslah menjunjung tinggi 
kedaulatan Indonesia dalam mempertahankan wilayah udaranya. 
Seperti aturan yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang Negara 
Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1958 yakni larangan melakukan 
penerbangan dengan pesawat udara selain dengan pesawat udara yang 
mempunyai kebangsaan Indonesia, pada pasal 8 menetapkan bahwa 
wilayah Indonesia haruslah dengan konsesi (penetapan ijin) dari Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia. Juga terdapat aturan berupa larangan 
bagi pendaftaran pesawat udara milik bangsa lain/asing di Indonesia pada 
Pasal 12 ayat 1 Undang-undang 83 tahun 1958. 
Didalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara 
Republik Indonesia, dalam penjelasan Pasal 30 ayat 3 yang menyatakan 
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bahwa pengertian “dirgantara” mencakup ruang udara dan antariksa, 
termasuk GSO yang merupakan sumber daya alam yang terbatas70. Maka 
mungkin dapat disebut bahwa Hukum Udara Dan Ruang Angkasa 
Indonesia itu sebagai Hukum Kedirgantaraan Indonesia yang berwawasan 
Nusantara. 
Wawasan Nusantara, seperti tercamtum di dalam Garis-Garis 
Besar Haluan Negara (GBHN) kita, menghendaki perwujudan Kepulauan 
Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan 
demikian jelas bahwa diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tahun 1973 tentang Wawasan Nusantara mengenai bangsa, 
wilayah dan Negara dan yang memandang Indonesia sebagai satu 
kesatuan yang meliputi tanah (daratan sebagai dimensi pertama), air (laut 
atau perairan wilayah sebagai dimensi kedua), dan ruang udara (ruang 
udara nasional yang tidak terpisahkan dari ruang angkasa sebagai 
dimensi ketiga). Namun mengenai dimensi ketiga ini kedaulatan negara 
atas ruang angkasa di atur melalui prisip kepemilikan bersama seluruh 
umat manusia di dunia. 
Demi menjamin suatu keutuhan wilayah dirgantara nasional yang 
dimiliki Indonesia, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pelaksanaan maksud tersebut, yakni: 
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1. Merupakan hak Indonesia untuk ikut serta di dalam kegiatan 
eksplorasi (melakukan penelitian) dan eksploitasi (melakukan 
pemanfaatan) ruang angksa. 
2. Bahwa dalam hak ini termasuk juga hak untuk memupuk 
potensi nasional (sebagai salah satu faktor ketahanan 
nasional demi perdamaian) dan memupuk kekuatan 
pertahanan keamanan di kawasan dirgantara (demi 
kenyamanan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara) 
3. Sebaliknya juga, merupakan kewajiban setiap negara (tidak 
membedakan negara maju atau bukan) untuk menjaga, agar 
didalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi ruang 
angkasa itu, tidak mengganggu kenyaman dan keamanan 
bangsa dan negara lain. 
Dengan adanya berbagai perkembangan kegiatan keantariksaan 
yang di lakukan oleh Indonesia dan menimbang bahwa peraturan 
perundang-undangan keantariksaan saat ini belum mengatur secara 
terpadu dan komprehensif serta belum menjadi landasan hukum bagi 
penyelenggaraan keantariksaan. Maka terciptalah Undang-undang 
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Undang-
undang inilah yang diharapkan menjadi Indonesian National Space Policy 
yang di banyak negara menjadi acuan kebijakan nasional dan menjadi 
pendorong kemajuan kegiatan keantariksaan nasional. 
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Di dalam Undang-undang ini sendiri, terdapat tujuh pokok tujuan, 
diantaranya: 
1. Mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing 
bangsa dan negara dalam penyelenggaraan keantariksaan. 
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan keantariksaan untuk 
kesejahteraan. 
3. Menjamin keberlanjutan penyelenggaraan keantariksaan untuk 
kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 
4. Memberikan landasan dan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan keantariksaan. 
5. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan 
keantariksaan. 
6. Melindungi negara dan warga negaranya dari dampak negatif 
yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan keantariksaan. 
7. Mengoptimalkan penerapan perjanjian internasional 
keantariksaan. 
Berdasarkan dua prinsip dasar kegiatan keantariksaan yang harus 
dipegang oleh aktor-aktor pelaksana kegiatan keantariksaan yakni, 
antariksa merupakan wilayah bersama umat manusia yang dimanfaatkan 
bagi kepentingan semua negara tanpa memandang tingkat 
perkembangan ekonomi atau ilmu pengetahuan dan antariksa bebas 
untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara, tanpa diskriminasi 
berdasarkan asas persamaan dan sesuai dengan hukum internasional. 
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Maka, para aktor seharusnya tidak mengenal batas wilayah negara di 
antariksa dan kerjasama internasional menjadi hal penting dalam 
pengembangannya. Dengan prinsip ini pula, negara berkembang 
mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat eksplorasi antariksa oleh 
negara-negara maju sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional, 
termasuk Indonesia. 
Adapun lima kegiatan pokok keantariksaan yang diatur dalam 
Undang-undang Keantariksaan:71 
1. Sains antariksa. 
2. Penginderaan jauh. 
3. Penguasaan teknologi keantariksaan. 
4. Peluncuran. 
5. Kegiatan komersial keantariksaan. 
Lima kegiatan pokok tersebut dapat dirangkum menjadi empat kata 
kunci “memahami, memanfaatkan, menguasai, dan melindungi”  dalam 
Undang-undang Keantariksaan. Dengan sains antariksa, kita dipacu untuk 
memahami fenomena fisis antariksa dan segala potensi dampaknya bagi 
bumi. Badai matahari dan benda jatuh antariksa adalah contoh fenomena 
yang menjadi perhatian dunia saat ini yang harus kita pahami betul 
hakikatnya. Teknologi satelit yang bisa mempermudah kehidupan 
manusia dalam pemantauan cuaca dan lingkungan untuk peringatan dini 
bencana, pemantauan sumber daya alam untuk mendukung 
                                                     
71  Lihat pasal 7 ayat 1, Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 
tentang Keantariksaan. 
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kesejahteraan masyarakat, serta penggunaan satelit komunikasi adalah 
upaya memanfaatkan teknologi antariksa yang saat tersedia. Kita pun 
tidak ingin sekadar memanfaatkan fasilitas asing dalam teknologi 
antariksa, kita pun harus menguasai teknologinya karena teknologi roket 
dan satelit serta aeronautika (penerbangan) yang terkait mempunyai 
manfaat jamak (multiple effect) bila dikembangkan, antara lain dalam 
mendukung industri pertahanan dan penerbangan. Pengembangan 
teknologi antariksa dikenal sebagai upaya yang “high tech, high cost, dan 
high risk” (berteknologi tinggi, berbiaya mahal, dan berisiko tinggi). Maka 
Undang-undang Keantariksaan juga mengatur upaya-upaya melindungi 
berbagai pihak atas segala kemungkinan dampak kerugian dari kegiatan 
keantariksaan, khususnya kegiatan peluncuran wahana antariksa. 
Dalam lingkup lima kegiatan keantariksaan tersebut, Undang-
Undang Keantariksaan juga merinci beberapa aspek yang harus ada 
regulasi sebagai payung hukumnya. Beberapa aspek yang diatur secara 
khusus adalah delapan aspek berikut:72 
1. kepentingan nasional;  
2. Keamanan dan Keselamatan; 
3. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
4. sumber daya manusia Keantariksaan yang profesional; 
5. manfaat, efektivitas, dan efisiensi; 
6. keandalan sarana dan prasarana Keantariksaan;  
                                                     
72 Lihat pasal 7 ayat 2, Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 tentang 
Keantariksaan. 
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7. pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan 
lingkungan Antariksa; dan  
8. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan 
perjanjian internasional yang Indonesia menjadi negara 
pihak.  
 
3. Kerangka Hukum Pemanfaatan GSO  
GSO adalah suatu jalur yang sangat potensial untuk penempatan 
satelit-satelit khususnya satelit komunikasi. GSO merupakan suatu orbit 
yang berbentuk cincin yang terletak pada enam radian bumi di atas garis 
khatulistiwa, dimana satelit komunikasi harus ditempatkan dalam orbit ter-
sebut agar berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi. 
Suatu perbandingan antara sistem komunikasi stasionary dengan 
sistem komunikasi lain seperti system microwave dan sistem kabel ialah 
bahwa sistem komunikasi satelit yang diletakkan di jalur GSO tidak 
terpengaruh oleh bencana alam di bumi seperti gempa bumi, badai dan 
bencana alam lainnya.  
Jalur GSO merupakan jalur potensial bagi penempatan satelit 
komunikasi itu hanya terdapat atas negara-negara khatulistiwa saja 
seperti Kolombia, Kongo, Ekuador, Kenya, Uganda, Zaire, Brasil dan 
Indonesia. Dari negara-negara khatulistiwa tersebut maka Indonesia 
adalah satu-satunya negara yang memiliki jalur GSO terpanjang di atas 
wilayah territorial yakni 13 persen dari panjang GSO seluruhnya atau 
sepanjang 34.000 km. 
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Dengan melihat kondisi objektif dari GSO yang hanya dimiliki oleh 
negara-negara khatulistiwa saja maka jelaslah bahwa GSO ini merupakan 
salah satu sumber daya alam yang terbatas. Secara yuridis, status GSO 
sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dijumpai pada pasal 33 
(2) dari ITU Convention tahun 1973 sebagai berikut:  
―In using frequency bands for souce radio services members shall 
bear in mind that radio frequencies and the Goestationary satellites 
orbit are limited natural resources, that they must be used efficienly 
and economically.‖73 
 
Secara yuridis, pemanfatan GSO oleh negara-negara dewasa ini 
masih mendasarkan diri pada prinsip ketentuan yang terkandung dalam 
Outer Space Treaty 1967 artikel II. Walaupun pada artikel tersebut 
dikatakan bahwa ruang angkasa yang termasuk pula GSO karena berada 
dalam hampa udara, juga bulan dan benda-benda langit lainnya tidak 
boleh dijadikan sebagai objek pemilikan nasional dengan jalan klaim 
kedaulatan terhadap objek tersebut. Dalam kenyataannya tampak bahwa 
seolah-olah negara maju adalah negara yang memiliki jalur tersebut. 
Prinsip first come first served, telah membawa suasana kompetisi serta 
mengakibatkan lahirnya technological appropriation. Hal ini menambah 
keadaan kelompok negara-negara khatulistiwa dan negara berkembang 
lainnya semakin dirugikan. Hal inilah yang menjadikan pertentangan 
antara negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet 
dengan negara-negara ekuator dan negara-negara berkembang lainnya di 
sisi lain. 
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 Article 33 Paragraph 2 of International Telecommunication Convention. 
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Negara-negara khatulistiwa menginginkan adanya suatu 
pengaturan Hukum Internasional yang tidak merugikan posisi mereka 
dalam rangka pemanfaatan sumber daya GSO tersebut. Sejak awal 
negara khatulistiwa tersebut mencoba memperjuangkan penempatan 
GSO lebih adil sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Bogota tahun 
1976. Namun demikian negara-negara maju terutama Amerika Serikat 
dengan kemampuan teknologinya selalu menekankan efisiensi 
penggunaan GSO sebagai hal utama yang harus ditempuh dalam 
pemecahan masalah, dan tidak tertarik untuk melakukan suatu pe-
mecahan melalui jalur hukum. 
Masalah GSO masih menjadi masalah pokok di dalam siding 
Subkomite Hukum. Pada sidang ke 28 di New York, negara-negara 
menyampaikan statementnya mengenai GSO, dan setelah 
mengemukakan pernyataan-pernyataannya, dalam suatu pembahasan 
dalam kelompok kerja dihasilkan 5 prinsip mengenai GSO yang pokok-
pokoknya adalah sebagai berikut:74  
a. GSO is a limited natural resource;  
b. The development of space science and technology applied in 
the utilization of GSO;  
c. GSO should be used exclusively for peaceful purposes;  
d. GSO is an orbit which lies in the plane of Earth`s equator;  
e. All States should be guaranteed in practice equitable access to 
the GSO.  
 
Pengaturan mengenai aspek teknis penggunaan GSO dibahas dan 
dikeluarkan oleh ITU. Pengaturan aspek teknis ini selalu dimutakhirkan 
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 Juajir Sumardi, Op. Cit., hlm. 111 
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sejalan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan kebutuhan 
negara-negara, dengan maksud untuk dapat mengakomodasikan 
kepentingan semua negara penyelenggara dan penggunaan jasa 
telekomunikasi. 
Dalam Konvensi ITU Tahun 1973 (Malaga, Torremolinos), dimuat 
ketentuan yang berkaitan dengan GSO, sebagai berikut: 
a) GSO merupakan sumber alam terbatas, karena itu harus 
digunakan secara ekonomis dan efisien; 
b) Penggunaan secara equitable disesuaikan dengan kebutuhan 
dan fasilitas teknis yang dimilikinnya.  
Sebagaimana telah disinggung di atas, dengan rumusan butir b 
tersebut, maka berlaku prinsip first come first served yang hanya 
menguntungkan negara-negara yang memiliki kemampuan ilmiah dan 
teknologi, karena hanya kelompok negara-negara inilah yang dapat 
menggunakan GSO. Pada Sidang ITU Tahun 1977 di Jenewa, untuk 
pertama kalinya Deklarasi Bogota 1976 diumumkan dan diperjuangkan, 
namun dalam form ini negara khatulistiwa tidak berhasil memasukkan ke 
dalam agenda sidang. Putusan sidang akhirnya menyatakan bahwa 
UNCOPUOS yang berwenang membahas tuntutan negara khatulistiwa 
tersebut. Namun dalam pertemuan Nairobi (Kenya) tahun 1982, tuntutan 
negara khatulistiwa dan hasil Unispace 1982 telah mempengaruhi 
rumusan ketentuan ITU sebagaimana tercermin dari rumusan Pasal 33 
ayat (2) Konvensi ITU yang diubah menjadi “all countries have equal 
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access for space radio communication services and position in the GSO”. 
Dengan rumusan baru ini, semua negara mendapatkan kesempatan 
akses secara adil untuk menggunakan GSO.  
Pada pertemuan WARC (World Administrative Radio Conference 
1985), telah diajukan prinsip apriori planning, yaitu sebagai upaya yang 
memungkinkan setiap negara memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemanfaatan GSO tanpa memandang tingkat perkembangan kemampuan 
ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologinya. Rencana apriori 
planning tersebut membawa implikasi yang luas, terutama terhadap 
tuntutan kedaulatan yang diajukan oleh negara khatulistiwa, karena 
berdasarkan apriori planning, maka slot orbit di GSO telah direncanakan 
terlebih dahulu penggunaannya, termasuk GSO yang berada di atas 
wilayah negara khatulistiwa. 
Pada WARC 1998, ketentuan first come first served diganti menjadi 
Allotment Plan, yang berisi pengalokasian jalur spectrum frekuensi 
tertentu bagi Fised Satellite Services (FSS) dan rejim pengaturan 
terhadap Unplanned Bands. Dengan Allotment Plan pada dasarnya 
semua negara mendapatkan minimal satu slot orbit GSO, baik untuk 
kepentingan telekomunikasi maupun penyiaran. Unplanned Bands 
dimaksudkan untuk menampung jasa-jasa yang belum direncanakan dan 
ditempuh berdasarkan prosedur frequency assignment sesuai dengan 
Pasal 11, 12, 13, dan 14 Radio Regulation, yaitu melalui tiga tahap: (1). 
advance publication; (2). coordination; and (3). notifation and recording in 
MIFR (Master International Frequency Register).  
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Dalam perkembangan selanjutnya beberapa pasal penting yang 
mengatur GSO dimuat di dalam Konstitusi ITU 1994 dan Radio 
Regulation. Pasal-pasal tersebut meliputi:  
a) Konstitusi ITU 1994, Kyoto.  
Dalam pasal 1 (butir 11a) dan Pasal 44, Nomor 196 Paragraf 2 
Konstitusi ITU 1994, Kyoto yang menyatakan bahwa spectrum 
frekuensi radio dan GSO adalah sumber alam terbatas dan harus 
digunakan secara rasional, efisien dan ekonomis, agar negara 
atau kelompok negara mempunyai persamaan akses terhadap 
sumber alam tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan 
khusus negara berkembang dan situasi geografis negara-negara 
tertentu.  
b) Radio Regulation.  
Edisi tahun 1993 Pasal 11, 12, 13 dan 14 yang mengatur 
mengenai prosedur koordinasi penentuan penggunaan spectrum 
frekuensi termasuk slot orbit di GSO.  
Maksud ITU membuat pengaturan tersebut di atas adalah untuk 
dapat menPandectagakomodasikan kepentingan semua negara yang 
mempunyai jangkauan jauh ke depan. Namun dalam kenyataannya telah 
menimbulkan masalah baru, antara lain munculnya pengajuan “paper 
satellites” oleh berbagai negara, yaitu pengajuan penggunaan slot-slot 
tertentu untuk satelit-satelit yang belum jelas rencana peluncuran. Adanya 
paper satellite tersebut dipandang dapat mengurangi optimalisasi 
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pemanfaatan GSO, di samping menutup peluang negara-negara lain yang 
lebih membutuhkan. 
Rezim peraturan ITU memperlakukan semua negara sama; dasar 
untuk digunakan adalah beberapa untuk semua Negara bahkan berpikir 
semua negara mungkin tidak dapat mengambil keuntungan atas 
kesempatan tersebut. Dengan kata lain, kesetaraan hukum ada, meskipun 
kesetaraan faktual tidak mungkin 
Masalah pengajuan paper satellite tersebut diatas, telah mulai 
dibahas pada Plenipotentiary Conference Tahun 1994 di Kyoto dan 
dilanjutkan di Genewa pada tahun 1997 yang lalu dan telah diajukan 
beberapa usul untuk mengantisipasinya. Usul-usul tersebut antara lain 
dengan mengharuskan negara yang mengajukan permohonan slot orbit 
dan penggunaan spectrum frekuensi mendepositkan sejumlah dana 
kepada ITU sebagai suatu jaminan bahwa negara tersebut benar-benar 
berniat meluncurkan satelitnya ke GSO, atau menggunakan pendekatan 
procedural teknis (tehnical monitoring) untuk mengetahui perkembangan 
atau kemajuan teknologi yang akan direncanakan dan diluncurkan. Di 
samping itu, sejak tanggal 22 November 1997 diberlakukan syarat 
“Administrative Due Diligence” yaitu suatu persyaratan administratif dalam 
penggunaan spektrum frekuensi dan orbit satelit. Persyaratan ini adalah 
berupa pemberian laporan pada biro yang berisikan informasi tentang 
negara yang meluncurkan, operator, kontrak dengan pembuat stelit, 
kontrak dengan kendaran peluncur dan lain sebagainya. Selain itu, hal-hal 
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penting yang dipandang masih memerlukan pengaturan dalam 
penyelenggaran Sistem Komunikasi Satelit adalah pengaturan yang 
terkait dengan prosedur pemanfatan lokasi, slot orbit di GSO dan 
penggunaan spectrum frekuensi.  
Forum lain yang dapat dicatat dalam kaitan dengan pembahasan 
masalah GSO di fora internasional adalah UNISPACE 1982 di Wina. 
Dalam konferensi tersebut secara khusus telah dipertimbangkan implikasi 
penggunaan GSO. Kebutuhan dan kemungkinan mengoptimumkan 
penggunaannya, dan guna menetapkan tindakan-tindakan yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada kesempatan ini negara-
negara khatulistiwa kembali mengusulkan pembentukan suatu rezim 
hukum sui generis bagi GSO. Demikian juga kepentingan-kepentingan 
dasar negara khatulistiwa yang mempunyai special geographical 
situatioan telah mulai diperhatikan. Negara-negara yang termasuk dalam 
Kelompok 77, berhasil memperjuangkan suatu deklarasi tentang GSO 
yang menyatakan:  
a. Increasing members of satellite are being use of various 
porpuses by different contries.  
b. Desirable that member states, within the ITU:  
(1) Continue to evolve some criteria for the mostequitable and 
efficient usesage of GSO and the RF spectrum;  
(2) To develop planning methods/arrangements that are based on 
the genuine needs both present and future; 
(3) Such a planning method should take into account the specific 
needs of the developing countries as well as the special 






4. Delimitasi Ruang Angkasa  
Ruang merupakan dasar untuk menentukan suatu sistem hukum. 
Sehubungan dengan ini ruang angkasa merupakan jenis ruang yang baru 
dikenal dan yang paling menonjol ialah luas yang pada kenyataannya 
melampaui segala ukuran yang ada di dalam suatu kerangka hukum dan 
hubungan fisiknya dengan bumi kita. Teori delimitasi ini lahir untuk 
memperkuat argumentasi klaim batas kedaulatan sebuah negara atas 
ruang udara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum udara internasional. 
Namun teori ini juga dapat diterapkan untuk mengetahui batas ketinggian 
jelajah pesawat udara komersial. Sehingga apabila terjadi kecelakaan 
pesawat udara dapat dipakai sebagai dasar argumentasi yuridisnya. 
Permasalahan mengenai sampai sejauh mana suatu negara berdaulat 
atas ruang udara diatas wilayahnya mulai muncul sejak Perang Dunia I, 
namun pasca Perang Dunia II persoalan justru mengarah ke arah yang 
lebih jauh, yakni ruang angkasa. Dalam hukum ruang angkasa berlaku 
prinsip kebebasan yang tercantum dalam Outer Space Treaty 1967 . 
Traktat Ruang Angkasa 1967 ini disahkan sepuluh tahun setelah Uni 
Soviet mengorbitkan Sputnik I.  
Prinsip kebebasan dalam Outer Space Treaty 1967 itu terangkum 
dalam kalimat: 
“Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lain, 
bebas untuk dieksplorasi dan pemanfaatan oleh setiap negara dan 
ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya itu 
tidak dapat dimiliki oleh negara-negara manapun juga, dengan 
alasan pemakaian atau pendudukan atau dengan cara apapun.”75 
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Hal ini berarti bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda-
benda langit lainnya bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kepemilikan 
atas ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya tidak dibenarkan. 
Hukum udara internasional mengenal beberapa teori delimitasi ruang 
udara dan ruang angkasa. Antara lain Schater Air Space Theory 
diperkenalkan oleh Oscar Scahater. Jenks Free Space Theory (teori ruang 
angkasa bebas) diperkenalkan oleh C Wilfred Jenks, Haley’s International 
Unanimity Theory (teori persetujuan internasional) diperkenalkan oleh 
Andrew G. Haley dan Cooper’s Control Theory (teori pengawasan) 
diperkenalkan oleh John Cobb Cooper. 
Banyaknya para ahli memberikan argumentasi keilmuan tentang 
delimitasi ruang udara dan ruang angksa. Mereka memberikan warna 
tersendiri dan pemahaman yang mendalam serta teliti. Pendapat mereka 
dijadikan sebagai doktrina (pendapat para ahli hukum) sebagaimana 
tertera dalam Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional yang dijadikan 
sebagai sumber hukum formil bagi para hakim dalam memutus sebuah 
perkara hukum. Namun ada juga beberapa teori yang dilahirkan dari 
organisasi internasional, perjanjian internasional, cara bekerja sebuah 
pesawat angkasa, cara bekerja transmisi gelombang radio, teori orbit 
satelit, antara lain sebagai berikut: 
1) Teori ICAO (International Civil Aviation Organization). Teori ini 
berdasarkan pada bunyi konvensi Chicago tahun 1944 dengan 
segenap annex-nya yang menggunakan batas berlakunya 
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ketentuan hukum udara internasional. Dimulai batas maksimum 
yang dapat dipakai oleh pesawat udara (aircraft) dengan 
mendefinisikan pesawat udara sebagai”. Setiap alat yang 
mendapat gaya angkat aerodinamis di atmosfir karena reaksi 
udara (any machine can derive support in the atmosphere from 
the reaction of the air). Konvensi ini tidak menyebutkan secara 
jelas dan pasti batas ketinggian kedaulatan suatu negara atas 
ruang udaranya. Dapat dikatakan bahwa ruang angkasa dimulai 
pada saat tidak ada reaksi udara menurut teknologi penerbangan 
berkisar 25 mil sampai 30 mil dari permukaan bumi atau sekitar 
60.000 kaki.  
2) Teori Transmisi Radio. Teori ini didasarkan pada sifat gelombang 
yang memancar melalui perantaraan konduktor atmosfir udara 
dapat ditentukan bahwa batas ruang angkasa dimulai dari batas 
maksimum udara dimana gelombang radio tidak dapat 
menembus batas tersebut melainkan kembali memantul ke bumi 
ketinggian berdasarkan teori berkisar 150 mil sampai 300 mil dari 
permukaan bumi. 
3) Teori Outer Space Treaty 1967. Teori ini memberi batas antara 
ruang udara dan ruang angkasa berdasarkan teori titik terendah 
orbit suatu satelit atau suatu space objects. Pembatasan teori 
Outer Space Treaty bersifat tidak pasti. Hal ini bergantung pada 
karakteristik suatu satelit buatan dan kepadatan atmosfir di suatu 
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orbit pada waktu tertentu. Menurut teori ini, ruang angkasa 
dimulai pada ketinggian 80 Km diatas permukaan bumi yang 
merupakan batas ketinggian minimum (lower limit) dari suatu orbit 
satelit. 
4) Teori GSO (Geo Stationary Orbit). Teori ini dipakai oleh negara-
negara “kolong” dimana negaranya dilalui garis khatulistiwa 
termasuk Indonesia untuk memperjuangkan klaim hak-hak 
berdaulat, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di 
ruang angkasa yang berbentuk cincin ketinggian berkisar 36.000 
km dari permukaan bumi. Teori ini lahir dari kegigihan perjuangan 
negara-negara equator (khatulistiwa) untuk memperoleh 
preferential rights atas GSO (Ida Bagus Rahmadi Supancana, E 
Saefullah Wiradipradja, Mieke Komar Kantaatmadja, 1988). Ide ini 
diusulkan pada sidang ke-22 sub komite hukum UNCOPOUS 
(United Nations Committee of Peacefull of Outer Space) untuk 
memperkuat argumentasi yuridis atas kekayaan alam ruang 
angkasa bagi negara-negara khatulistiwa. 
5) Teori Pesawat Lockheed U-2 Milik Amerika Serikat dengan 
kemampuan terbang berkisar 78. 000 kaki. Pesawat LU-2 jenis 
pengintai ini ditembak jatuh oleh USSR. Sehingga menimbulkan 
perang argumentasi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pihak 
Uni Soviet memprotes Amerika karena pesawat udaranya telah 
memasuki wilayah udara Uni Soviet. Sebaliknya, Amerika 
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berdalih bahwa pesawatnya terbang pada ketinnggian yang 
dikategorikan sebagai wilayah ruang angkasa yang bebas dari 
klaim kedaulatan dari negara manapun. Pihak USSR berpegang 
pada Air Code Soviet yang berbunyi: 
―The Complete and exclusive sovereignity over the airspace 
of USSR shall be long to the USSR.Air space of USSR shall 
be deemed to be the air space above the land and water 
territory of the USSR including the space above territorial 
waters as determined by laws of USSR and by international 
treaties‖ 
 
6) Teori Space Shuttle atau teori Orbiter. Dilahirkan dari pemikiran 
penulis untuk,memperkuat argumentasi yuridis masalah status 
hukum pesawat ulang-alik yang banyak menimbulkan silang 
pendapat di kalangan ilmuan hukum udara. Beberapa ilmuan 
hukum udara masih belum bisa menarik kesimpulan tentang 
penundukan hukum atas pesawat ulang alik. Di satu sisi tunduk 
pada hukum ruang angkasa dan di sisi lain tunduk pada hukum 
udara internasional. Karena sifat-sifat kendaraan tersebut selalu 
berubah-ubah, kadang sifatnya sebagai pesawat angkasa dan 
juga sebagai pesawat udara biasa76. Untuk memperkuat argumen 
yuridis terhadap teori yang penulis lahirkan berkenaan dengan 
batas delimitasi ruang udara dan ruang angkasa dapat dilihat dari 
proses kerja pesawat ulang alik pada saat menjalankan misinya. 
Meluncur ke ruang angkasa melalui tiga tahapan yakni tahap 
ascend/launching (peluncuran), tahap orbital (penempatan ke 
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orbit), dan tahap descend (pulang turun kembali ke bumi 
memasuki atmosfir). Turunnya pesawat dengan gaya aerodinamis 
menggunakan reaksi udara mirip pesawat udara komersial biasa. 
Dari proses kerja pesawat ini dapat diambil teori penentuan 
delimitasi ruang udara dan ruang angkasa. Teori tersebut adalah 
batas ruang udara berlaku pada saat tangki luar bahan bakar 
pecah dan terbakar disusul dua roket pendorong lepas pada 
ketinggian 50 mil dari permukaan bumi. Teori baru dari hasil 
pemikiran penulis ini mudah-mudahan dapat menambah 
khasanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
hukum udara dan ruang angkasa. 
 
B. Bentuk Pemanfaatan dan Komersialisasi Geo Stationary Orbit 
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa pada 
umumya menggunakan sarana satelit yang ditempatkan di orbit sekeliling 
bumi. Penggunaan GSO perlu mendapat perhatian yang khusus, hal ini 
terkait dengan “limited natural resources.” Dengan sifat yang terbatas, 
maka sudah tentu GSO mempunyai daya tampung satelit dan benda 
lainnya dengan jumlah yang terbatas.  
Berbagai bentuk dan ketinggian orbit satelit telah ditentukan sesuai 
dengan misi dan kepentingan negara dari diluncurkannya satelit, misalnya 
untuk kepentingan komunikasi, penginderaan jarak jauh, penelitian ruang 
angkasa, mata-mata, maupun kepentingan lainnya seperti Solar Power 
Satellite.  
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Penempatan satelit di atas GSO dengan tujuan tidak damai akan 
merugikan negara-negara katulistiwa terutama negara Indonsia yang 
teritorial wilayahnya tepat berada di bawahnya. Hal ini berkaitan dengan 
kedaulatan yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang 
memiliki wilayah kedaulatan yang meliputi wilayah daratan, perairan 
(kepulauan dan laut teritorial) dan dimensi ketiga yaitu ruang udara yang 
kesemuanya merupakan satu kesatuan geografis yang penuh dan utuh.  
Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan 
tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak 
mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya 
sendiri. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-
batasnya.77 Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas 
wilayah negara itu, artinya negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di 
dalam batas wilayahnya. Jadi pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan 
tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:78 
(1) Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki 
kekuasaan itu; 
(2) Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain 
dimulai. 
Suatu akibat paham kedaulatan dalam arti yang terbatas ini selain 
kemerdekaan (independence) juga paham persamaan derajat (equality). 
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Artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing 
merdeka, artinya yang satu bebas dari yang lainnya, juga sama derajatnya 
satu sama lainnya. Kegiatan antariksa dengan menempatkan satelit di 
atas wilayah GSO yang dapat menimbulkan masalah kedaulatan suatu 
negara antara lain dalam pemanfaatan antariksa untuk: 
(1) Penggunaan antariksa untuk kegiatan militer; 
(2) Penginderaan jarak jauh (remote sensing by satellite); 
(3) Siaran langsung melalui satelit (direct broadcasting by satellite).  
Sejak diluncurkannya satelit pertama hingga saat ini berbagai 
macam satelit telah diorbitkan dan diperkirakan 75% dari berbagai satelit 
yang diorbitkan itu merupakan satelit untuk kepentingan militer. Dari 
berbagai sistem satelit untuk kepentingan militer dapat disebutkan tiga 
macam satelit, yang terpenting yaitu satelit komunikasi, satelit navigasi 
dan satelit mata-mata.79 
Sistem sensor untuk mengamati bumi yang ditempatkan di 
antariksa dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai data, dan data 
tersebut perlu ditransmisikan melalui suatu sistem komunikasi yang harus 
dapat diandalkan. Pengumpulan data, khususnya untuk kepentingan 
militer sangat diperlukan, demikian pula sistem komunikasi yang andal 
sangat penting, oleh sebab itu ± 80 % sistem komunikasi untuk 
kepentingan militer menggunakan sarana satelit komunikasi. 
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Sebagai contoh dapat dikemukakan sistem komunikasi untuk 
kepentingan militer yang dipergunakan Amerika Serikat, yang pada 
dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:80 
(1) Sebuah satelit yang dipakai untuk memberikan komando, 
komunikas dan kontrol; 
(2) Sebuah satelit yang mempunyai sistem yang berkapasitas tinggi 
untuk komunikasi dan dipergunakan untuk memberi komando oleh 
para pemimpin nasional dan pimpinan militer di Markas Besar 
diseluruh dunia dan dikenal sebagai ”the World Wide Militery 
Command and Control System,‖ 
(3) Komunikasi untuk wahana yang bersifat bergerak seperti kapal 
terbang, kapal laut dan kapal selam.  
Untuk sistem persenjataan perlu diketahui ketepatan posisi dari 
suatu sasaran dan kecepatan sebuah roket. Kapal laut termasuk kapal 
selam, kapal udara dan roket ditentukan posisi dan kecepatannya oleh 
sinyal dari sebuah satelit yang dipancarkan secara terus-menerus. 
Sedangkan penggunaan satelit navigasi untuk kepentingan militer dapat 
mencapai ketetapan 20m dengan menggunakan 18 buah satelit. 
Sebuah satelit yang dipergunakan untuk suatu sistem persenjataan 
yang mempunyai fungsi mata-mata dapat dibagi dalam empat jenis, yaitu 
satelit fotographi, satelit elektronik, satelit pengintaian laut dan sebuah 
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satelit yang dapat memberikan peringatan dini. Orbit yang dipergunakan 
untuk keperluan setiap jenis satelit sebagaimana disebutkan diatas 
tergantung dari misi yang diembannya, seperti:81 
(1) Satelit mata-mata yang menggunakan sistem fotographi. Pada 
dasarnya terdapat dua jenis misi mata-mata yang dilakukan. 
Pertama sebuah satelit dipakai untuk memotret secara luas daerah 
suatu negara untuk mendapatkan obyek militer yang penting 
dengan menggunakan sistem lensa ”wide angle” dengan sebuah 
kamera yang mempunyai resolusi rendah. Kedua, satelit 
diperlengkapi dengan sebuah kamera yang mempunyai resolusi 
tinggi, akan tetapi cakupan pemotretan yang lebih sempit dengan 
maksud untuk memotret tempat-tempat yang khusus dalam 
melakukan misi mata-mata. Kemudian dikembangkan sistem baru, 
yaitu dengan menggabungkan kedua sistem tersebut dalam 
sebuah satelit; 
(2) Satelit mata-mata yang menggunakan sistem elektronik. Satelit 
mata-mata yang menggunakan sistem elektronik biasa dikenal 
sebagai telinga di antariksa (ears in space). Satelit ini membawa 
peralatan yang dapat mendeteksi dan memonitor sinyal radio dari 
pihak musuh. Satelit semacam ini dapat mendeteksi sinyal 
komunikasi antara dua basis militer, radar yang dapat memberi 
isyarat dini, radar pertahanan udara, radar pertahanan roket atau 
radar yang dipergunakan untuk mengontrol roket; dan 
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(3) Satelit yang dipergunakan untuk mengawasi lautan dan satelit 
oceanografi. Pada periode tahun tujuh puluhan, dua jenis satelit 
telah dikembangkan untuk memonitor lautan. Pertama, satelit 
untuk pengawasan lautan, yang tugasnya adalah mengawasi kapal 
laut militer yang berada di permukaan laut, sedangkan yang kedua 
adalah satelit oceanografi, dipergunakan untuk menentukan 
kekayaan lautan. Alat tersebut dapat juga dipakai untuk sebuah 
satelit, seperti satelit mata-mata, satelit komando dan satelit-satelit 
lain yang mempunyai strategi militer vital.  
Dengan pengembangan sistem persenjataan semacam ini, 
dikuatirkan akan terjadi perang di antariksa, seperti program yang pernah 
dirancang oleh negara-negara adi kuasa mengenai perang bintang atau 
‖star wars.‖ Penggunaan satelit untuk kegiatan mata-mata jelas melanggar 
kedaulatan negara. Seringkali negara-negara maju memanfaatkan 
teknologi mereka dengan menempatkan satelit untuk memata-matai 
kegiatan negara yang berada di bawahnya. Sebagai negara kolong, 
Indonesia jelas rawan untuk terjadinya pelanggaran kedaulatan negara. 
Suatu era baru telah dimulai di dalam perkembangan kegiatan 
keantariksaan. Kegiatan keruangangkasaan itu meliputi semua hal 
mengenai eksploitasi bulan beserta benda langit lainnya, dan 
pemanfaatan ruang angkasa sebagai suatu ruang. Kegiatan itu antara lain 
meliputi proses penempatan peralatan eksploitasi, kegiatan eksploitasi 
dan pengangkutan ke bumi hasil eksploitasi, kemudian kegiatan ruang 
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angkasa itu meliputi proses penempatan dan pengoperasian benda-benda 
angkasa ke ruang angkasa. Kini pada abad modern ini, telah berkembang 
dan meningkat pesat salah satu bentuk kegiatan keruangangkasaan yakni 
komersialisasi ruang angkasa. Letak ruang angkasa yang jauh dari 
daratan bumi tidak menghalangi manusia untuk melakukan aktivitas yang 
memberikan keuntungan yanag berlipat ganda. Bukti-bukti yang terus 
bertambah, terutama di negara-negara industri maju, telah menyangkal 
kebenaran sindiran ―outer space is a waste of taxpayers’ money.‖ 
Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam aktivitas komersial 
ruang angkasa adalah sebagai berikut:82 
1. Telekomunikasi dan Informasi  
Kegiatan telekomunikasi dan informasi ini pada awalnya menitik 
beratkan untuk kepentingan pelayanan dan search rescue. 
Namun dalam perkembangannya kemudian memperluas 
pelayanan jasa-jasanya menjadi suatu jaringan komunikasi global 
untuk pelayanan mobile communication, misalnya untuk mereka 
yang bergerak di bidang penerbitan, pengelolaan, data, hukum, 
tata buku, periklanan dan peningkatan secara tajam jenis-jenis 
space communication dari hanya voice menjadi bentuk jasa-jasa 
lain seperti navigation, direct broadcasting, messages, digital 
radio, multimedia. Kemudian juga perluasan pemanfaatan orbit 
bumi dan pengembangan jasa jaringan infrastruktur informasi 
global.   
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2. Transportasi Ruang Angkasa  
Kegiatan transportasi ruang angkasa mengalami peningkatan 
frekuensi peluncuran secara drastis, klasifikasi jenis flight 
intrumentalifies pun semakin bervariasi. Yang termasuk kegiatan 
transportasi ruang angkasa adalah penempatan/peluncuran 
satelit-satelit pada orbitnya, pemasokan akomodasi stasiun ruang 
angkasa, wisata di ruang angkasa, pembangunan instalasi bagi 
industri di bidang ruang angkasa, kemudian bahkan ada suatu 
kemungkinan dibuatnya pemukiman di ruang angkasa  
3. Penginderaan Jauh (Remote Sensing)  
Teknologi satelit penginderaan jauh telah mengalami suatu 
kemajuan yang pesat sehingga mampu menghasilkan citra 
dengan resolusi yang sangat tinggi, demikian juga perangkatnya 
yang makin bervariasi. Pemanfaatan hasil citra dari penginderaan 
jauh juga semakin bervariasi, antara lain seperti: 
a. Untuk kepentingan-kepentingan sumber daya alam hayati 
dan non hayati. 
b. Pertanian, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, tata 
kota, pelestarian hujan, kehutanan, pencegahan bencana 
alam dan lain-lain.  
Hasil dari penginderaan jauh ini sangat berguna dan dibutuhkan 
untuk menunjang upaya pembangunan bagi negara-negara 
khususnya Negara berkembang.  
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4. Penyiaran Langsung (Direct Broadcasting)  
Dengan adanya penyiaran langsung ini, prospek dari 
penyelenggaraan jasa satelit langsung juga melonjak dengan 
pesat, baik untuk kepentingan televise (signal TV) maupun 
kepentingan radio (digital radio). Melalui jasa satelit penyiaran 
langsung ini maka daerah-daerah yang selama ini tidak dapat 
dijangkau dengan siaran TV dan radio akan mulai dapat 
terjangkau sehingga informasi dapat disebarluaskan ke seluruh 
daerah.  
5. Penambangan di Ruang Angkasa (Mining)  
Salah satu yang mendorong penambangan di ruang angkasa 
adalah semakin berkurangnya cadangan sumber daya alam di 
bumi, ditemukannya kandungan sumber daya mineral yang cukup 
besar seperti besi, alumunium dan titanium di bulan dan asteroid-
asteroid tertentu.  
6. Industri Fabrikan 
Dari kegiatan industri fabrikan telah dikembangkan penelitian bagi 
kemungkinan-kemungkinan pengkajian usaha produksi logam 
mulia, semi konduktor dan obat-obatan. Selain itu telah disiapkan 
suatu rangkaian percobaan untuk menghasilkan produk seperti 
nikel dan semi nikel dalam kondisi tanpa bobot yang dikenal 
dengan program TT 500A.  
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7. Stasiun Ruang Angkasa  
Kegiatan-kegiatan stasiun ruang angkasa yang dilakukan seperti 
merakit bangunan besar di ruang angkasa, penelitian micrograviti 
untuk kepentingan industri informasi, pengembangan ilmu 
pengetahuan tentang atmosfir dan kehidupan, kegiatan perbaikan 
dan pemeliharaan satelit di ruang angkasa, pemeliharaan plat 
form ruang angkasa. 
1. Aspek-aspek dalam pemanfaatan GSO 
Adapun dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh subjek hukum 
internasional dalam pemanfaatan GSO terdapat dua aspek yang penting 
yang harus diperhatikan, yaitu: 
a. Mengenai akses dan kesempatan yang sama bagi semua negara 
untuk memanfaatkan orbit geostasioner tersebut. 
b. Mengenai beban keuangan yang harus ditanggung untuk 
memenuhi standar teknis peluncuran satelit-satelit dan 
pembuatan stasiun-stasiun bumi.83 
Namun selain dua aspek di atas masih ada beberapa aspek lain 
yang juga penting yaitu: mengenai aspek pertanggungjawaban (liability) 
dari negara-negara yang telah melakukan pemamfaatan, dan mengenai 
aspek hukum internasional yang mengatur pemamfaatan GSO itu sendiri. 
Akibat perkembangan ilmu penetahuan dan teknologi keruang 
angkasa yang pesat oleh negara-negara maju, kini aplikasi pemanfaatan 
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raung angkasa (khususnya GSO) diarahakan untuk memenuhi kebutuhan 
praktis ummat manusia, seperti pemanfaatan satelit untuk keperluan 
telekomunikasi, pengineraan jarak jauh (remote sensing), navigasi, 
pengamatan iklim dan cuaca, transportasi (space shuttle), dan lain 
sebagainya. 
Didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat dunia akan 
informasi yang cepat da akurat, maka prospek komersialisasi di bidang 
telekomunikasi internasional melalui pengunaan satelit semakin 
berkembang dan dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk mendapat 
keuntungan yang besar. Bidang ini boleh dikatakan sebagai kegiatan 
pemanfaatan ruang angkasa pertama yang dioperasikan secara komersil 
karena memang secara teknis dan ekonomi menguntungkan.84 
Demikian juga dengan penggunaan satelit penginderaan jarak jauh 
(remote sensing satellite) yang dapat mendeteksi, memotret, dan 
menganalisa keadaan bumi dan lingkungannya, secara khusus mengenai 
sumber daya alam bumi. Potensi komersialisasi pemanfaatan ruang 
angkasa (khususya GSO) juga dapat kita lihat dalam bidang transportasi 
seperti: peluncuran dan penempatan satelit pada orbitnya, pembangunan 
instalasi bagi kepentingan industri di ruang angkasa, perbaikan atau 
pemeliharaan satelit atau stasiun ruang angkasa, navigasi penerbangan 
dan pelayaran melalui satelit, wisata ruang angkasa, dan lain-lain. 
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2. Bentuk Komersialisasi oleh Aktor Negara Berkembang 
Adanya aturan-aturan yang dibuat oleh ITU membuka peluang bagi 
negara-negara berkembang untuk melakukan kegiatan komersial 
terhadap sumber daya alam terbatas, yakni GSO.85 Ini dibuktikan dengan 






Sumber: File Presentasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika, Kementerian dan Informatika Republik Indonesia. 
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Indonesia sendiri memiliki 8 slot orbit dengan 6 satelit yang telah 
yakni TELKOM-1, INDOSTAR-2, PALAPA-D, TELKOM2, GARUDA-1, dan 
PSN VR terpasang dan 2 satelit yang akan ditempatkan yakni PSN Vi dan 
BRISAT. Dari jumlah satelit yang dimiliki Indonesia, dapat terlihat pada 
Gambar 5 bahwa filing satelit yang dimiliki Indonesia telah banyak 
digunakan oleh perusahaan negara maupun swasta. Melalui filing-filing 
inilah Indonesia melakukan aktivitas komersil dibuktikan dengan 
penjualan/penyewaan terhadap transponder yang dimiliki oleh satelit-





Sumber: File Presentasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika, Kementerian dan Informatika Republik Indonesia. 
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Bukan hanya perusahaan negara maupun swasta yang berada di 
Indonesia yang menggunakan jasa satelit-satelit milik Indonesia, tetapi 
dapat dilihat juga pada Gambar 7 dan Tabel 1 mengenai layanan satelit 
asing di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara 
berkembang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan komersial ruang 






Sumber: File Presentasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan 
Informatika, Kementerian dan Informatika Republik Indonesia. 
 
Sebagaimana yang termaktub pada penjelasan pasal 7 ayat (1) 
huruf e Undang-undang Keantariksaan bahwa yang dimaksud dengan 
“kegiatan komersial” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi. Sehingga Indonesia dalam hal ini telah memperoleh 
keuntungan dari bisnis keantariksaan yang telah dilakukan sejak 
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Tidak hanya negara Indonesia saja, yang merupakan negara 
berkembang, yang melakukan kegiatan komersial terhadap orbit GSO, 
melainkan ada beberapa negara yang telah melakukan hal serupa untuk 
mendapatkan manfaat dari penggunakan limited natural resource ini. 





Pantai Gading88, Singapura89, dan Tonga90.  
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Banyaknya manfaat dari berbagai orbit yang tersedia 
meniscayakan dibutuhkannya suatu regulasi dalam mengatur tiap 
perbuatan subjek hukum internasional dalam pemanfaatan orbit-orbit 
tersebut. Melalui komunikasi radio terhadap GSO, yang merupakan 
fenomena natural di ruang angkasa, menjadi salah satu sumber 
eksploitasi manusia di bumi. Oleh karena itu penggunaannya harus diatur 
oleh hukum internasional secara umum dan hukum ruang angkasa serta 
hukum telekomunikasi radio pada khususnya. Hal ini terlihat pada aktivitas 
perjuangan penegakan hukum ruang angkasa yang dilakukan para subjek 
internasional di forum-forum internasional, yang dibuktikan melalui 
deklarasi bogota pada tahun 1976 yang menimbulkan pertanyaan serius 
mengenai kegiatan eksplorasi di ruang angkasa khususnya pada GSO. 
Meskipun telah mencakup segala bentuk eksplorasi dan aktifitas 
ruang angkasa yang bisa dilakukan oleh manusia, Outer Space Treaty 
1967 kemudian menghasilkan beberapa perjanjian internasional dan 
prinsip internasional lainnya, guna memperjelas status hukum ruang 
angkasa. Perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum ruang 
angkasa setelah Space Treaty 1967 diantaranya adalah; Agreement on 
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the Rescue of Astronauts, the Return of Astronouts, and the Return of 
Objects Launched into Outer Space 1968 (Traktat Penyelematan 1968), 
The Convention on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects 1972 (Konvensi Kewajiban 1972), The Convention on Registration 
of Objects Launched into Outer Space 1975 (Konvensi Registrasi 1975), 
dan The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and 
Other Celestial Bodies  1979 (Traktat Bulan 1979).91 Semua traktat 
internasional diatas memiliki tujuan yang dikhususkan untuk mengatur 
berbagai aspek hukum ruang angkasa yang tidak dijelaskan secara 
spesifik dalam Space Treaty 1967. Meskipun demikian, pengembangan 
hukum ruang angkasa terus berkembang dalam bentuk traktat 
internasional, dan prinsip internasional (deklarasi) yang bertujuan untuk 
menutupi aspek-aspek yang dianggap perlu, dalam bidang hukum yang 
tergolong muda ini. Di Indonesia sendiri, regulasi terbaru mengenai 
aktivitas keantariksaan diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2013 
tentang Keantariksaan. 
Komersialisasi di ruang angkasa merupakan kegiatan implikatif dari 
pemanfaatan ruang angkasa. Secara prinsipil, setiap negara berhak 
memanfaatkan ruang angkasa, khususnya GSO. Namun pemanfaatan 
GSO mensyaratkan adanya kemajuan teknologi tertentu dari suatu 
negara. Pada faktanya tidak semua negara memiliki kemampuan 
teknologi yang sama. Hal ini lah yang menjadi landasan dari terciptanya 
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komersialisasi di GSO. Selain itu, kesadaran akan kebutuhan mengenai 
pemanfaatan GSO menjadi landasan terhadap penerimaan negara-
negara dengan kemampuan teknologi yang masih belum mapan untuk 
melakukan transaksi dalam komersialisasi GSO. 
Pemanfaatan satelit di wilayah GSO yang diatur dalam hukum 
internasional dan hukum nasional Indonesia antara lain untuk kepentingan 
komunikasi, meteorologi, navigasi, penelitian dan observasi. Pemanfaatan 
satelit di wilayah GSO harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada 
dalam Outer Space Treaty 1967, antara lain menghormati kadaulatan 
yang dimiliki negara lain, digunakan untuk maksud damai dan 
kemakmuran umat manusia. Namun bisa jadi pemanfaatan satelit di 
wilayah GSO melanggar prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Outer 
Space Treaty 1967. Pemanfaatan satelit di wilayah GSO yang dapat 
menimbulkan masalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan 
hukum nasional Indonesia, termasuk didalamnya kedaulatan Indonesia, 
terutama dalam kegiatan antariksa untuk: (1). Kegiatan mata-mata melalui 
satelit; (2). Penginderaan jarak jauh melalui satelit yang dilakukan tanpa 
ijin dari negara yang diindera; (3). Siaran langsung melalui satelit yang 
bersifat propaganda atau hasutan yang dapat mengancam stabilitas 
negara Indonesia. 
GSO merupakan sumber daya alam terbatas dan kenyataan bahwa 
Indonesia dilingkari GSO dan Indonesia merupakan negara katulistiwa 
terpanjang yang didunia sehingga mempunyai kepentingan yang vital atas 
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wilayah ini, maka penulis menyarankan perlunya dibentuk Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur mengenai delimitasi ruang udara 
dan ruang angkasa dalam suatu Hukum Internasional maupun hukum 
nasional Indonesia khususnya pengaturan mengenai GSO. Hal ini 
dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum terutama dalam 
pemecahan masalah GSO. 
 
B. Saran 
Dalam bagian akhir tulisan ini, maka penulis ingin memberikan 
saran yang berhubungan dengan seluruh isi dari tulisan ini. Mengingat 
perkembangan hukum angkasa internasional yang masih relative muda, 
dan belum dikenal secara luas bila dibandingkan bagian-bagian lain dari 
hukum internasional itu sendiri, maka dirasakan perlu adanya suatu 
proses internasionalisasi lebih lanjut lagi atas segala aspek-aspek yang di 
anutnya. 
Dan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam hukum ruang angkasa 
internasional pun dirasakan belum menjamin suatu kepastian dalam hal 
penegakannya. Hal ini sangat berpengaruh dalm pengaruh segala aktifitas 
pemanfaatan ruang angkasa umumnya, dan khusunya pemanfaatan 
GSO. 
Oleh karena itu, maka peranan PBB sebagai wakil dari masyarakat 
internasional diharapkan dapat lebih dominan dan lebih mengedepankan 
kepentingan dan mayoritas negara-negara di dunia dalam membuat suatu 
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ketentuan peraturan internasional mengenai pemanfaatan ruang angkasa 
dalam segala aktivitas, khususnya aktivitas komersial dan obyek-obyek 
yang di aturnya. Dan dengan demikian maka usaha untuk mencapai suatu 
kemakmuran bersama dan perdamaian dunia yaang dicita-citakan oleh 
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LAMPIRAN 1: Spaces Services Department (SSD) Azerbaijan 
SNL - PART B 
 







Satellite name Earth station long_nom Date of receipt ssn_ref ssn_no ssn rev/ Sup ssn rev no Part/ Art. WIC/IFIC (ific.mdb) 
WIC/IFIC  
date 
 107540014  AZE    AZERSAT 7    7  19.01.2007  API/A  4466        2590  20.03.2007 
 107540015  AZE    AZERSAT 12    12  19.01.2007  API/A  4467        2590  20.03.2007 
 107540016  AZE    AZERSAT 17    17  19.01.2007  API/A  4468        2590  20.03.2007 
 107540017  AZE    AZERSAT 22    22  19.01.2007  API/A  4469        2590  20.03.2007 
 107540018  AZE    AZERSAT 23.2    23.2  19.01.2007  API/A  4470        2590  20.03.2007 
 107540019  AZE    AZERSAT 27    27  19.01.2007  API/A  4471        2590  20.03.2007 
 107540020  AZE    AZERSAT 32    32  19.01.2007  API/A  4472        2590  20.03.2007 
 107540021  AZE    AZERSAT 37    37  19.01.2007  API/A  4473        2590  20.03.2007 
 107540022  AZE    AZERSAT 42    42  19.01.2007  API/A  4474        2590  20.03.2007 
 107540023  AZE    AZERSAT 47    47  19.01.2007  API/A  4475        2590  20.03.2007 
 107540024  AZE    AZERSAT 52    52  19.01.2007  API/A  4476        2590  20.03.2007 
 107540025  AZE    AZERSAT 57    57  19.01.2007  API/A  4477        2590  20.03.2007 
 107540037  AZE    AZERSAT LSX 7    7  19.01.2007  API/A  4486        2590  20.03.2007 
 107540038  AZE    AZERSAT LSX 12    12  19.01.2007  API/A  4487        2590  20.03.2007 
 107540039  AZE    AZERSAT LSX 17    17  19.01.2007  API/A  4488        2590  20.03.2007 
 107540040  AZE    AZERSAT LSX 22    22  19.01.2007  API/A  4489        2590  20.03.2007 
 107540041  AZE    AZERSAT LSX 23.2    23.2  19.01.2007  API/A  4490        2590  20.03.2007 
 107540042  AZE    AZERSAT LSX 27    27  19.01.2007  API/A  4491        2590  20.03.2007 
 107540043  AZE    AZERSAT LSX 32    32  19.01.2007  API/A  4492        2590  20.03.2007 






 107540045  AZE    AZERSAT LSX 42    42  19.01.2007  API/A  4494        2590  20.03.2007 
 107540046  AZE    AZERSAT LSX 47    47  19.01.2007  API/A  4495        2590  20.03.2007 
 107540047  AZE    AZERSAT LSX 52    52  19.01.2007  API/A  4496        2590  20.03.2007 
 107540048  AZE    AZERSAT LSX 57    57  19.01.2007  API/A  4497        2590  20.03.2007 
 105558001  AZE    AZE00000    96  04.05.2005  AP30B/A7  2        2629  30.09.2008 
 107540022  AZE    AZERSAT A    43.2  06.11.2008  API/A  4474  M  1    2635  13.01.2009 
 107540025  AZE    AZERSAT B    58.5  14.01.2009  API/A  4477  M  1    2639  10.03.2009 
 108520283  AZE    AZERSAT A    43.2  06.11.2008  CR/C  2329        2639  10.03.2009 
 109520016  AZE    AZERSAT B    58.5  14.01.2009  CR/C  2366        2643  05.05.2009 
 109540400  AZE    AZERSAT A1    43.2  29.05.2009  API/A  5661        2648  14.07.2009 
 109540401  AZE    AZERSAT B1    58.5  29.05.2009  API/A  5662        2648  14.07.2009 
 105558001  AZE    AZE00000    96  04.05.2005  AP30B/A7  2  M  1    2649  28.07.2009 
 109540402  AZE    AZERSAT 96    96  29.06.2009  API/A  5663        2650  11.08.2009 
 107540014  AZE    AZERSAT 7    7  19.01.2009  API/A  4466  S      2659  15.12.2009 
 107540015  AZE    AZERSAT 12    12  19.01.2009  API/A  4467  S      2659  15.12.2009 
 107540016  AZE    AZERSAT 17    17  19.01.2009  API/A  4468  S      2659  15.12.2009 
 107540017  AZE    AZERSAT 22    22  19.01.2009  API/A  4469  S      2659  15.12.2009 
 107540018  AZE    AZERSAT 23.2    23.2  19.01.2009  API/A  4470  S      2659  15.12.2009 
 107540019  AZE    AZERSAT 27    27  19.01.2009  API/A  4471  S      2659  15.12.2009 
 107540020  AZE    AZERSAT 32    32  19.01.2009  API/A  4472  S      2659  15.12.2009 
 107540021  AZE    AZERSAT 37    37  19.01.2009  API/A  4473  S      2659  15.12.2009 
 107540023  AZE    AZERSAT 47    47  19.01.2009  API/A  4475  S      2659  15.12.2009 
 107540024  AZE    AZERSAT 52    52  19.01.2009  API/A  4476  S      2659  15.12.2009 
 107540037  AZE    AZERSAT LSX 7    7  19.01.2009  API/A  4486  S      2659  15.12.2009 
 107540038  AZE    AZERSAT LSX 12    12  19.01.2009  API/A  4487  S      2659  15.12.2009 
 107540039  AZE    AZERSAT LSX 17    17  19.01.2009  API/A  4488  S      2659  15.12.2009 






 107540041  AZE    AZERSAT LSX 23.2    23.2  19.01.2009  API/A  4490  S      2659  15.12.2009 
 107540042  AZE    AZERSAT LSX 27    27  19.01.2009  API/A  4491  S      2659  15.12.2009 
 107540043  AZE    AZERSAT LSX 32    32  19.01.2009  API/A  4492  S      2659  15.12.2009 
 107540044  AZE    AZERSAT LSX 37    37  19.01.2009  API/A  4493  S      2659  15.12.2009 
 107540045  AZE    AZERSAT LSX 42    42  19.01.2009  API/A  4494  S      2659  15.12.2009 
 107540046  AZE    AZERSAT LSX 47    47  19.01.2009  API/A  4495  S      2659  15.12.2009 
 107540047  AZE    AZERSAT LSX 52    52  19.01.2009  API/A  4496  S      2659  15.12.2009 
 107540048  AZE    AZERSAT LSX 57    57  19.01.2009  API/A  4497  S      2659  15.12.2009 
 109540402  AZE    AZERSAT 95.9    95.9  12.05.2010  API/A  5663  M  1    2672  29.06.2010 
 110520123  AZE    AZERSAT A1    43.2  06.04.2010  CR/C  2638        2675  10.08.2010 
 110520124  AZE    AZERSAT B1    58.5  06.04.2010  CR/C  2639        2675  10.08.2010 
 110520152  AZE    AZERSAT 95.9    95.9  12.05.2010  CR/C  2665        2678  21.09.2010 
 110540882  AZE    AZERSAT C7    7  02.11.2010  API/A  6521        2687  08.02.2011 
 110540917  AZE    AZERSAT C12    12  19.11.2010  API/A  6612        2688  22.02.2011 
 110540918  AZE    AZERSAT C17    17  19.11.2010  API/A  6613        2688  22.02.2011 
 110540919  AZE    AZERSAT C22    22  19.11.2010  API/A  6614        2688  22.02.2011 
 110540920  AZE    AZERSAT C27    27  19.11.2010  API/A  6615        2688  22.02.2011 
 110540921  AZE    AZERSAT C32    32  19.11.2010  API/A  6616        2688  22.02.2011 
 110540922  AZE    AZERSAT C37    37  19.11.2010  API/A  6617        2688  22.02.2011 
 110540923  AZE    AZERSAT C42    42  19.11.2010  API/A  6618        2688  22.02.2011 
 110540924  AZE    AZERSAT C47    47  19.11.2010  API/A  6619        2688  22.02.2011 
 110540925  AZE    AZERSAT C52    52  19.11.2010  API/A  6620        2688  22.02.2011 
 110540926  AZE    AZERSAT C57    57  19.11.2010  API/A  6621        2688  22.02.2011 
 110540927  AZE    AZERSAT C62    62  19.11.2010  API/A  6622        2688  22.02.2011 
 110540928  AZE    AZERSAT C67    67  19.11.2010  API/A  6623        2688  22.02.2011 
 110540929  AZE    AZERSAT C72    72  19.11.2010  API/A  6624        2688  22.02.2011 






 110540931  AZE    AZERSAT C82    82  19.11.2010  API/A  6626        2688  22.02.2011 
 110540932  AZE    AZERSAT C87    87  19.11.2010  API/A  6627        2688  22.02.2011 
 110540933  AZE    AZERSAT C92    92  19.11.2010  API/A  6628        2688  22.02.2011 
 110520123  AZE    AZERSAT A1    43.2  06.04.2010  CR/D  1806        2695  31.05.2011 
 110520124  AZE    AZERSAT B1    58.5  06.04.2010  CR/D  1807        2695  31.05.2011 
 110520152  AZE    AZERSAT 95.9    95.9  12.05.2010  CR/D  1825        2700  09.08.2011 
 110540927  AZE    AZERSAT C    62  28.12.2011  API/A  6622  M  1    2714  06.03.2012 
 111520481  AZE    AZERSAT C    62  28.12.2011  CR/C  3105        2722  26.06.2012 
 111520481  AZE    AZERSAT C    62  28.12.2011  CR/E  290        2734  11.12.2012 
 110540922  AZE    AZERSAT E    38  08.11.2012  API/A  6617  M  1    2736  22.01.2013 
 110540923  AZE    AZERSAT D    44  31.10.2012  API/A  6618  M  1    2736  22.01.2013 
 111520481  AZE    AZERSAT C    62  28.12.2011  CR/D  2246        2737  05.02.2013 
 112520446  AZE    AZERSAT D    44  31.10.2012  CR/C  3284        2739  05.03.2013 
 112520447  AZE    AZERSAT E    38  08.11.2012  CR/C  3290        2739  05.03.2013 
 111520481  AZE    AZERSAT C    62  28.12.2011  CR/E  290  M  1    2741  02.04.2013 
 112520446  AZE    AZERSAT D    44  31.10.2012  CR/E  476        2753  17.09.2013 
 112520447  AZE    AZERSAT E    38  08.11.2012  CR/E  481        2753  17.09.2013 
 110540882  AZE    AZERSAT C7    7  02.11.2012  API/A  6521  S      2754  01.10.2013 
 110540917  AZE    AZERSAT C12    12  19.11.2012  API/A  6612  S      2755  15.10.2013 
 110540918  AZE    AZERSAT C17    17  19.11.2012  API/A  6613  S      2755  15.10.2013 
 110540919  AZE    AZERSAT C22    22  19.11.2012  API/A  6614  S      2755  15.10.2013 
 110540920  AZE    AZERSAT C27    27  19.11.2012  API/A  6615  S      2755  15.10.2013 
 110540921  AZE    AZERSAT C32    32  19.11.2012  API/A  6616  S      2755  15.10.2013 
 110540924  AZE    AZERSAT C47    47  19.11.2012  API/A  6619  S      2755  15.10.2013 
 110540925  AZE    AZERSAT C52    52  19.11.2012  API/A  6620  S      2755  15.10.2013 
 110540926  AZE    AZERSAT C57    57  19.11.2012  API/A  6621  S      2755  15.10.2013 






 110540929  AZE    AZERSAT C72    72  19.11.2012  API/A  6624  S      2755  15.10.2013 
 110540930  AZE    AZERSAT C77    77  19.11.2012  API/A  6625  S      2755  15.10.2013 
 110540931  AZE    AZERSAT C82    82  19.11.2012  API/A  6626  S      2755  15.10.2013 
 110540932  AZE    AZERSAT C87    87  19.11.2012  API/A  6627  S      2755  15.10.2013 
 110540933  AZE    AZERSAT C92    92  19.11.2012  API/A  6628  S      2755  15.10.2013 
 112520446  AZE    AZERSAT D    44  31.10.2012  CR/D  2414        2755  15.10.2013 
 112520447  AZE    AZERSAT E    38  08.11.2012  CR/D  2419        2755  15.10.2013 
 107540022  AZE    AZERSAT A    43.2  19.01.2014  API/A  4474  S      2771  10.06.2014 
 107540025  AZE    AZERSAT B    58.5  19.01.2014  API/A  4477  S      2771  10.06.2014 
 108520283  AZE    AZERSAT A    43.2  19.01.2014  CR/C  2329  S      2771  10.06.2014 
 109520016  AZE    AZERSAT B    58.5  19.01.2014  CR/C  2366  S      2771  10.06.2014 
 114540295  AZE    AZERSAT 47E    47  19.05.2014  API/A  9217        2776  19.08.2014 
 114540307  AZE    AZERSAT 108E    108  19.05.2014  API/A  9218        2776  19.08.2014 
 114540286  AZE    AZERSAT 40W    -40  06.06.2014  API/A  9219        2776  19.08.2014 
 114540287  AZE    AZERSAT 34W    -34  06.06.2014  API/A  9220        2776  19.08.2014 
 114540288  AZE    AZERSAT 28W    -28  20.06.2014  API/A  9221        2776  19.08.2014 
 114540289  AZE    AZERSAT 22W    -22  06.06.2014  API/A  9222        2776  19.08.2014 
 114540290  AZE    AZERSAT 16W    -16  06.06.2014  API/A  9223        2776  19.08.2014 
 114540291  AZE    AZERSAT 10W    -10  06.06.2014  API/A  9224        2776  19.08.2014 
 114540292  AZE    AZERSAT 1W    -1  06.06.2014  API/A  9225        2776  19.08.2014 
 114540293  AZE    AZERSAT 38E    38  06.06.2014  API/A  9226        2776  19.08.2014 
 114540294  AZE    AZERSAT 43.5E    43.5  06.06.2014  API/A  9227        2776  19.08.2014 
 114540296  AZE    AZERSAT 50.5E    50.5  06.06.2014  API/A  9228        2776  19.08.2014 
 114540297  AZE    AZERSAT 55E    55  06.06.2014  API/A  9229        2776  19.08.2014 
 114540298  AZE    AZERSAT 60.5E    60.5  06.06.2014  API/A  9230        2776  19.08.2014 
 114540299  AZE    AZERSAT 65E    65  06.06.2014  API/A  9231        2776  19.08.2014 






 114540301  AZE    AZERSAT 74.5E    74.5  06.06.2014  API/A  9233        2776  19.08.2014 
 114540302  AZE    AZERSAT 80.5E    80.5  06.06.2014  API/A  9234        2776  19.08.2014 
 114540303  AZE    AZERSAT 85E    85  06.06.2014  API/A  9235        2776  19.08.2014 
 114540304  AZE    AZERSAT 90E    90  06.06.2014  API/A  9236        2776  19.08.2014 
 114540305  AZE    AZERSAT 96E    96  06.06.2014  API/A  9237        2776  19.08.2014 
 114540306  AZE    AZERSAT 102E    102  06.06.2014  API/A  9238        2776  19.08.2014 
 114540308  AZE    AZERSAT 114E    114  06.06.2014  API/A  9239        2776  19.08.2014 
 114540309  AZE    AZERSAT 120E    120  06.06.2014  API/A  9240        2776  19.08.2014 
 114540310  AZE    AZERSAT 126E    126  06.06.2014  API/A  9241        2776  19.08.2014 
 114540311  AZE    AZERSAT 132E    132  06.06.2014  API/A  9242        2776  19.08.2014 
 114540312  AZE    AZERSAT 138E    138  06.06.2014  API/A  9243        2776  19.08.2014 
 114540313  AZE    AZERSAT 144E    144  06.06.2014  API/A  9244        2776  19.08.2014 
 114540314  AZE    AZERSAT 154E    154  06.06.2014  API/A  9245        2776  19.08.2014 
 114540315  AZE    AZERSAT 160E    160  06.06.2014  API/A  9246        2776  19.08.2014 
 114540316  AZE    AZERSAT 166E    166  06.06.2014  API/A  9247        2776  19.08.2014 
 114540317  AZE    AZERSAT 172E    172  06.06.2014  API/A  9248        2776  19.08.2014 
 114540318  AZE    AZERSAT 178E    178  06.06.2014  API/A  9249        2776  19.08.2014 
 114540294  AZE    AZERSAT 45E    45  11.12.2014  API/A  9227  M  1    2786  20.01.2015 








LAMPIRAN 2: Spaces Services Department (SSD) Pakistan 
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 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  12.08.1983  AR11/A  90        1592  25.10.1983 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  12.08.1983  AR11/A  91        1592  25.10.1983 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  27.09.1984  AR11/A  90  A  1    1649  04.12.1984 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  27.09.1984  AR11/A  91  A  1    1649  04.12.1984 
   PAK    PAKSAT-1    38  02.05.1985  AR11/B  63        1682  30.07.1985 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  05.08.1985  AR11/A  90  A  1    1702  17.12.1985 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  05.08.1985  AR11/A  91  A  1    1702  17.12.1985 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  18.12.1985  AR11/A  90  A  2    1715  25.03.1986 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  18.12.1985  AR11/A  91  A  2    1715  25.03.1986 
   PAK    PAKSAT-1    38  06.04.1987  AR11/B  63  A  1    1772  05.05.1987 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  06.06.1988  AR11/C  1367        1858  10.01.1989 
   PAK    BANDAR-1    N-GSO  14.06.1988  AR11/A  471        1860  24.01.1989 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  23.01.1989  AR11/C  1367  C  1    1870  04.04.1989 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  24.07.1989  AR11/A  90  C  1    1904  28.11.1989 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  24.07.1989  AR11/A  91  C  1    1904  28.11.1989 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38    AR11/A  90  S      2109  11.01.1994 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41    AR11/A  91  S      2109  11.01.1994 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  18.10.1993  AR11/A  1057        2123  19.04.1994 






 95520324  PAK    PAKSAT-1    38    AR11/C  1367  S      2124  26.04.1994 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38    AP30/A  284        2142  30.08.1994 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41    AP30/A  285        2142  30.08.1994 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  09.08.1994  AR11/A  1057  M  1    2162  31.01.1995 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  09.08.1994  AR11/A  1058  M  1    2162  31.01.1995 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38    AR11/C  1367  S      2195  19.09.1995 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  13.03.1995  AR11/A  1057  A  1    2200  24.10.1995 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  13.03.1995  AR11/A  1058  A  1    2200  24.10.1995 
   PAK    PAKSAT-1    38  11.09.1995  AR11/B  419        2200  24.10.1995 
   PAK    PAKSAT-2    41  11.09.1995  AR11/B  420        2200  24.10.1995 
 95540240  PAK    PAKSAT-C    30    AP30/A  460        2228  21.05.1996 
 95540098  PAK    PAKSAT-D    88    AP30/A  461        2228  21.05.1996 
 95540119  PAK    PAKSAT-E    101    AP30/A  462        2228  21.05.1996 
 93540064  PAK    PAKSAT-A    38  27.10.1995  AR11/A  1579        2228  21.05.1996 
 93540117  PAK    PAKSAT-B    41  27.10.1995  AR11/A  1580        2228  21.05.1996 
 95540240  PAK    PAKSAT-C    30  27.10.1995  AR11/A  1581        2228  21.05.1996 
 95540098  PAK    PAKSAT-D    88  27.10.1995  AR11/A  1582        2228  21.05.1996 
 95540119  PAK    PAKSAT-E    101  27.10.1995  AR11/A  1583        2228  21.05.1996 
 96540270  PAK    BADR-B    N-GSO  19.03.1996  AR11/A  1782        2250  22.10.1996 
 96540270  PAK    BADR-B    N-GSO  22.10.1996  AR11/A  1782  A  1    2252  05.11.1996 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  09.02.1995  AR11/C  2600        2253  12.11.1996 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  09.02.1995  AR11/C  2601        2253  12.11.1996 
 96540168  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  26.04.1996  AR11/A  1847        2256  03.12.1996 
 96540169  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  26.04.1996  AR11/A  1848        2256  03.12.1996 
 96540170  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  26.04.1996  AR11/A  1849        2256  03.12.1996 
 96540171  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  26.04.1996  AR11/A  1850        2256  03.12.1996 






 96540168  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  26.04.1996  RES33/A  91        2256  03.12.1996 
 96540169  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  26.04.1996  RES33/A  92        2256  03.12.1996 
 96540170  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  26.04.1996  RES33/A  93        2256  03.12.1996 
 96540171  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  26.04.1996  RES33/A  94        2256  03.12.1996 
 96540172  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  26.04.1996  RES33/A  95        2256  03.12.1996 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  07.02.1995  AR11/C  2600        2265  18.02.1997 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  09.02.1995  AR11/C  2600  M  1    2265  18.02.1997 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  08.02.1995  AR11/C  2601        2265  18.02.1997 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  09.02.1995  AR11/C  2601  M  1    2265  18.02.1997 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  13.09.1995  AR11/C  2600  M  2    2274  22.04.1997 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  13.09.1995  AR11/C  2601  M  2    2274  22.04.1997 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30/E  81      A  2286  15.07.1997 
 95554022  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30A/E  77      A  2286  15.07.1997 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30/E  82      A  2287  22.07.1997 
 95552028  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30/E  83      A  2287  22.07.1997 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30/E  84      A  2287  22.07.1997 
 95554023  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30A/E  78      A  2287  22.07.1997 
 95554024  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30A/E  79      A  2287  22.07.1997 
 95554025  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30A/E  80      A  2287  22.07.1997 
 96540270  PAK    BADR-B    N-GSO  05.08.1997  AR11/A  1782  M  1    2297  30.09.1997 
 96520179  PAK    PAKSAT-A    38  27.04.1996  AR11/C  2864        2299  14.10.1997 
 96520180  PAK    PAKSAT-B    41  27.04.1996  AR11/C  2865        2299  14.10.1997 
 96520181  PAK    PAKSAT-C    30  27.04.1996  AR11/C  2866        2299  14.10.1997 
 96520182  PAK    PAKSAT-D    88  27.04.1996  AR11/C  2867        2299  14.10.1997 
 96520183  PAK    PAKSAT-E    101  27.04.1996  AR11/C  2868        2299  14.10.1997 
 96520179  PAK    PAKSAT-A    38  27.04.1996  RES46/C  296        2299  14.10.1997 






 96520182  PAK    PAKSAT-D    88  27.04.1996  RES46/C  299        2299  14.10.1997 
 96520183  PAK    PAKSAT-E    101  27.04.1996  RES46/C  300        2299  14.10.1997 
   PAK    PAKSAT-C    30    AP30/C  56        2303  11.11.1997 
   PAK    PAKSAT-D    88    AP30/C  57        2303  11.11.1997 
   PAK    PAKSAT-E    101    AP30/C  58        2303  11.11.1997 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30/E  84  M  1  A  2303  11.11.1997 
 95554024  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30A/E  79  M  1  A  2303  11.11.1997 
 95554025  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30A/E  80  M  1  A  2303  11.11.1997 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  24.10.1997  AR11/A  1057  M  2    2324  21.04.1998 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  24.10.1997  AR11/A  1058  M  2    2324  21.04.1998 
 93540064  PAK    PAKSAT-A    38  24.10.1997  AR11/A  1579  M  1    2324  21.04.1998 
 93540117  PAK    PAKSAT-B    41  24.10.1997  AR11/A  1580  M  1    2324  21.04.1998 
 95540240  PAK    PAKSAT-C    30  24.10.1997  AR11/A  1581  M  1    2324  21.04.1998 
 95540098  PAK    PAKSAT-D    88  24.10.1997  AR11/A  1582  M  1    2324  21.04.1998 
 95540119  PAK    PAKSAT-E    101  24.10.1997  AR11/A  1583  M  1    2324  21.04.1998 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38    AR11/C  2600  M  3    2329  26.05.1998 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  27.04.1996  AR11/C  2600  M  4    2329  26.05.1998 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41    AR11/C  2601  M  3    2329  26.05.1998 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  27.04.1996  AR11/C  2601  M  4    2329  26.05.1998 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38    RES46/C  296  M  1    2330  02.06.1998 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41    RES46/C  297  M  1    2330  02.06.1998 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30/E  81      A  2356  01.12.1998 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30/E  82      A  2356  01.12.1998 
 95552028  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30/E  83      A  2356  01.12.1998 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30/E  84      A  2356  01.12.1998 
 95554022  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30A/E  77      A  2356  01.12.1998 






 95554024  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30A/E  79      A  2356  01.12.1998 
 95554025  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30A/E  80      A  2356  01.12.1998 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  24.10.1997  API/A  653        2385  06.07.1999 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  24.10.1997  API/A  654        2385  06.07.1999 
 97520237  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  18.11.1997  AR11/C  3257        2393  31.08.1999 
 97520238  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  18.11.1997  AR11/C  3258        2393  31.08.1999 
 97520239  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  18.11.1997  AR11/C  3259        2393  31.08.1999 
 97520240  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  18.11.1997  AR11/C  3260        2393  31.08.1999 
 97520241  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  18.11.1997  AR11/C  3261        2393  31.08.1999 
 97520237  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  18.11.1997  RES33/C  76        2393  31.08.1999 
 97520238  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  18.11.1997  RES33/C  77        2393  31.08.1999 
 97520239  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  18.11.1997  RES33/C  78        2393  31.08.1999 
 97520240  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  18.11.1997  RES33/C  79        2393  31.08.1999 
 97520241  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  18.11.1997  RES33/C  80        2393  31.08.1999 
 96540168  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  11.12.1998  API/A  818        2394  07.09.1999 
 96540169  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  11.12.1998  API/A  819        2394  07.09.1999 
 96540170  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  11.12.1998  API/A  820        2394  07.09.1999 
 96540171  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  11.12.1998  API/A  821        2394  07.09.1999 
 96540172  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  11.12.1998  API/A  822        2394  07.09.1999 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30/E  81  C  1  A  2399  12.10.1999 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30/E  82  C  1  A  2399  12.10.1999 
 95552028  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30/E  83  C  1  A  2399  12.10.1999 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30/E  84  C  1  A  2399  12.10.1999 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO    PART I-S          2404  16.11.1999 
   PAK    PAKSAT-C    30    AP30/C  56  M  1    2411  25.01.2000 
   PAK    PAKSAT-D    88    AP30/C  57  M  1    2411  25.01.2000 






 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO   
 PART III-
S 
         2415  21.03.2000 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO    PART II-S          2415  21.03.2000 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38    RES46/D  306        2439  06.03.2001 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41    RES46/D  307        2439  06.03.2001 
 96520181  PAK    PAKSAT-C    30    RES46/D  308        2439  06.03.2001 
 96520182  PAK    PAKSAT-D    88    RES46/D  309        2439  06.03.2001 
 96520183  PAK    PAKSAT-E    101    RES46/D  310        2439  06.03.2001 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  APS30/E  81      A  2448  10.07.2001 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  APS30/E  82      A  2448  10.07.2001 
 95552028  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  APS30/E  83      A  2448  10.07.2001 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  APS30/E  84      A  2448  10.07.2001 
 95554022  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  APS30A/E  77      A  2448  10.07.2001 
 95554023  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  APS30A/E  78      A  2448  10.07.2001 
 95554024  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  APS30A/E  79      A  2448  10.07.2001 
 95554025  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  APS30A/E  80      A  2448  10.07.2001 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  APS30/E  81  C  1  A  2452  04.09.2001 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  APS30/E  82  C  1  A  2452  04.09.2001 
 95554023  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  APS30A/E  78  C  1  A  2452  04.09.2001 
 96520181  PAK    PAKSAT-C    30  24.10.1997  AP30/C  56  M  2    2456  30.10.2001 
 96520182  PAK    PAKSAT-D    88  24.10.1997  AP30/C  57  M  2    2456  30.10.2001 
 96520183  PAK    PAKSAT-E    101  24.10.1997  AP30/C  58  M  2    2456  30.10.2001 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  27.04.1996  AP30/C  297        2456  30.10.2001 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  27.04.1996  AP30/C  298        2456  30.10.2001 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  27.04.1996  AR11/C  2600  M  5    2458  27.11.2001 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  27.04.1996  AR11/C  2601  M  5    2458  27.11.2001 
 96520181  PAK    PAKSAT-C    30  24.10.1997  AR11/C  2866  M  1    2458  27.11.2001 






 96520183  PAK    PAKSAT-E    101  24.10.1997  AR11/C  2868  M  1    2458  27.11.2001 
 95554023  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  APS30A/E  78  C  2  A  2459  11.12.2001 
   PAK    PAKSAT-1    38  08.03.2003  RES49  735        2492  22.04.2003 
   PAK    PAKSAT-2    41  07.04.2003  RES49  743        2492  22.04.2003 
 103500088  PAK    PAKSAT-2    41  07.04.2003  PART I-S          2501  26.08.2003 
 103500080  PAK    PAKSAT-1    38  27.03.2003  PART I-S          2504  07.10.2003 
 104540363  PAK    PAKSAT-1R    38  31.05.2004  API/A  3212        2523  13.07.2004 
 104540364  PAK    PAKSAT-2R    41  31.05.2004  API/A  3213        2523  13.07.2004 
 104540365  PAK    PAKSAT-CR    30  31.05.2004  API/A  3214        2523  13.07.2004 
 104540366  PAK    PAKSAT-DR    88  31.05.2004  API/A  3215        2523  13.07.2004 
 104540367  PAK    PAKSAT-ER    101  31.05.2004  API/A  3216        2523  13.07.2004 
 104540368  PAK    PAKSAT-FR    56  31.05.2004  API/A  3217        2523  13.07.2004 
 95552026  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30/E  81      C  2535  11.01.2005 
 95552027  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30/E  82      C  2535  11.01.2005 
 95552028  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30/E  83      C  2535  11.01.2005 
 95552029  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30/E  84      C  2535  11.01.2005 
 95554022  PAK    PAKSAT-BSS-30E    30  16.10.1995  AP30A/E  77      C  2535  11.01.2005 
 95554023  PAK    PAKSAT-BSS-38E    38  16.10.1995  AP30A/E  78      C  2535  11.01.2005 
 95554024  PAK    PAKSAT-BSS-88E    88  16.10.1995  AP30A/E  79      C  2535  11.01.2005 
 95554025  PAK    PAKSAT-BSS-101E    101  16.10.1995  AP30A/E  80      C  2535  11.01.2005 
 96540168  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  21.11.2004  API/A  818  S      2551  23.08.2005 
 96540169  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  21.11.2004  API/A  819  S      2551  23.08.2005 
 96540170  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  21.11.2004  API/A  820  S      2551  23.08.2005 
 96540171  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  21.11.2004  API/A  821  S      2551  23.08.2005 
 96540172  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  21.11.2004  API/A  822  S      2551  23.08.2005 
 95540240  PAK    PAKSAT-C    30  21.11.2004  AR11/A  1581  S      2551  23.08.2005 






 95540119  PAK    PAKSAT-E    101  21.11.2004  AR11/A  1583  S      2551  23.08.2005 
 96520181  PAK    PAKSAT-C    30  21.11.2004  AR11/C  2866  S      2551  23.08.2005 
 96520182  PAK    PAKSAT-D    88  21.11.2004  AR11/C  2867  S      2551  23.08.2005 
 96520183  PAK    PAKSAT-E    101  21.11.2004  AR11/C  2868  S      2551  23.08.2005 
 97520237  PAK    PAKSAT-HDTV-A    38  21.11.2004  AR11/C  3257  S      2551  23.08.2005 
 97520238  PAK    PAKSAT-HDTV-B    41  21.11.2004  AR11/C  3258  S      2551  23.08.2005 
 97520239  PAK    PAKSAT-HDTV-C    30  21.11.2004  AR11/C  3259  S      2551  23.08.2005 
 97520240  PAK    PAKSAT-HDTV-D    88  21.11.2004  AR11/C  3260  S      2551  23.08.2005 
 97520241  PAK    PAKSAT-HDTV-E    101  21.11.2004  AR11/C  3261  S      2551  23.08.2005 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  20.12.2004  CR/C  1517        2553  20.09.2005 
 103500080  PAK    PAKSAT-1    38  27.03.2003  PART III-S          2570  30.05.2006 
 103500080  PAK    PAKSAT-1    38  27.03.2003  PART I-S          2570  30.05.2006 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  07.12.2005  CR/C  1517  M  1    2572  27.06.2006 
 106540164  PAK    PAKSAT-22.5E    22.5  22.06.2006  API/A  4115        2574  25.07.2006 
 106540165  PAK    PAKSAT-58.5E    58.5  22.06.2006  API/A  4116        2574  25.07.2006 
 106540166  PAK    PAKSAT-81.5E    81.5  22.06.2006  API/A  4117        2574  25.07.2006 
 106540167  PAK    PAKSAT-98.5E    98.5  22.06.2006  API/A  4118        2574  25.07.2006 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO  21.10.2005  PART II-S          2574  25.07.2006 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO  21.10.2005  RES4  225        2574  25.07.2006 
 106552002  PAK    PAKSAT 1R-BSS-38E    38  13.02.2006  AP30/E  423      A  2575  08.08.2006 
 103500088  PAK    PAKSAT-2    41  07.04.2003  PART III-S          2578  19.09.2006 
 103500088  PAK    PAKSAT-2    41  07.04.2003  PART I-S          2578  19.09.2006 
 106520096  PAK    PAKSAT-CR    30  30.05.2006  CR/C  1833        2580  17.10.2006 
 106520097  PAK    PAKSAT-DR    88  30.05.2006  CR/C  1834        2580  17.10.2006 
 106520098  PAK    PAKSAT-ER    101  30.05.2006  CR/C  1835        2580  17.10.2006 
 106520099  PAK    PAKSAT-FR    56  30.05.2006  CR/C  1836        2580  17.10.2006 






 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  03.11.2006  PART I-S          2584  12.12.2006 
 104540363  PAK    PAKSAT-1R    38  31.05.2006  API/A  3212  M  1    2585  09.01.2007 
 104540364  PAK    PAKSAT-2R    41  31.05.2006  API/A  3213  M  1    2585  09.01.2007 
 104540365  PAK    PAKSAT-CR    30  31.05.2006  API/A  3214  M  1    2585  09.01.2007 
 104540366  PAK    PAKSAT-DR    88  31.05.2006  API/A  3215  M  1    2585  09.01.2007 
 104540367  PAK    PAKSAT-ER    101  31.05.2006  API/A  3216  M  1    2585  09.01.2007 
 104540368  PAK    PAKSAT-FR    56  31.05.2006  API/A  3217  M  1    2585  09.01.2007 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  07.12.2005  CR/D  906        2585  09.01.2007 
 106552002  PAK    PAKSAT 1R-BSS-38E    38  13.02.2006  AP30/E  423      D  2587  06.02.2007 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  07.12.2005  CR/D  1033        2597  26.06.2007 
 107500341  PAK    PAKSAT-2    41  07.08.2007  PART I-S          2602  04.09.2007 
 106520096  PAK    PAKSAT-CR    30  30.05.2006  CR/D  1112        2603  18.09.2007 
 106520097  PAK    PAKSAT-DR    88  30.05.2006  CR/D  1113        2603  18.09.2007 
 106520098  PAK    PAKSAT-ER    101  30.05.2006  CR/D  1114        2603  18.09.2007 
 106520099  PAK    PAKSAT-FR    56  30.05.2006  CR/D  1115        2603  18.09.2007 
 106520095  PAK    PAKSAT-2R    41  30.05.2006  CR/D  1116        2603  18.09.2007 
 107552004  PAK    PAK12712    38  04.07.2007  AP30/E  441      A  2604  02.10.2007 
 107552005  PAK    PAKSAT-1R-BSS-38EA    38  04.07.2007  AP30/E  442      A  2604  02.10.2007 
 107552006  PAK    PAKSAT-1R-BSS-38.2EA    38.2  04.07.2007  AP30/E  443      A  2604  02.10.2007 
 107554004  PAK    PAK12712    38  04.07.2007  AP30A/E  441      A  2604  02.10.2007 
 107554005  PAK    PAKSAT-1R-BSS-38EA    38  04.07.2007  AP30A/E  442      A  2604  02.10.2007 
 107554006  PAK    PAKSAT-1R-BSS-38.2EA    38.2  04.07.2007  AP30A/E  443      A  2604  02.10.2007 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  13.08.2007  CR/C  1517  M  2    2609  11.12.2007 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO  04.10.2007  RES4  361        2614  04.03.2008 
 107552004  PAK    PAK12712    38  04.07.2007  AP30/E  441      D  2619  13.05.2008 
 107552005  PAK   
 PAKSAT-1R-BSS-
38EA 
   38  04.07.2007  AP30/E  442      D  2619  13.05.2008 







 107554004  PAK    PAK12712    38  04.07.2007  AP30A/E  441      D  2619  13.05.2008 
 107554005  PAK   
 PAKSAT-1R-BSS-
38EA 
   38  04.07.2007  AP30A/E  442      D  2619  13.05.2008 
 107554006  PAK   
 PAKSAT-1R-BSS-
38.2EA 
   38.2  04.07.2007  AP30A/E  443      D  2619  13.05.2008 
 108540427  PAK    PAKSAT-1R1    38  16.07.2008  API/A  5270        2627  02.09.2008 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  13.08.2007  CR/D  906  M  1    2630  14.10.2008 
 108540493  PAK    PAKSAT-2R1    41  04.09.2008  API/A  5326        2631  28.10.2008 
 93540064  PAK    PAKSAT-1    38  21.05.2005  API/A  653  M  1    2641  07.04.2009 
 93540117  PAK    PAKSAT-2    41  21.05.2005  API/A  654  M  1    2641  07.04.2009 
 95520324  PAK    PAKSAT-1    38  21.05.2005  CR/C  2351        2641  07.04.2009 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  21.05.2005  CR/C  2352        2641  07.04.2009 
 109520006  PAK    PAKSAT-1R1    38  16.01.2009  CR/C  2369        2643  05.05.2009 
 106512066  PAK    PAKSAT-1    38  03.11.2006 
 PART III-
S 
         2644  19.05.2009 
 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  03.11.2006  PART II-S          2644  19.05.2009 
 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  25.06.2009  PART I-S          2650  11.08.2009 
 107500341  PAK    PAKSAT-2    41  07.10.2009  PART I-S    S      2656  03.11.2009 
 95520326  PAK    PAKSAT-2    41  07.10.2009  CR/C  2352  S      2657  17.11.2009 
 106540164  PAK    PAKSAT-22.5E    22.5  22.06.2008  API/A  4115  S      2658  01.12.2009 
 106540166  PAK    PAKSAT-81.5E    81.5  22.06.2008  API/A  4117  S      2658  01.12.2009 
 106540167  PAK    PAKSAT-98.5E    98.5  22.06.2008  API/A  4118  S      2658  01.12.2009 
 106540165  PAK    PAKSAT-58.5E    58.5  22.06.2008  API/A  4116  S      2659  15.12.2009 
 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  25.06.2009  PART II-S          2660  12.01.2010 
 109520274  PAK    PAKSAT-2R1    41  25.11.2009  CR/C  2502        2665  23.03.2010 
 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  08.08.2007  PART I-S          2670  01.06.2010 
 106500372  PAK    PAKSAT-1    38  08.08.2007 
 PART III-
S 






 110540720  PAK    PRSS-O1    N-GSO  22.09.2010  API/A  6507        2684  14.12.2010 
 109520274  PAK    PAKSAT-2R1    41  25.11.2009  CR/D  1675        2684  14.12.2010 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  08.10.2010  CR/C  1517  M  3    2687  08.02.2011 
 109520006  PAK    PAKSAT-1R1    38  08.10.2010  CR/C  2369  M  1    2687  08.02.2011 
 110500335  PAK    PAKSAT-1R    38  27.12.2010  PART I-S          2689  08.03.2011 
 110540720  PAK    PRSS-O1    N-GSO  22.09.2010  API/B  201        2695  31.05.2011 
 110500335  PAK    PAKSAT-1R    38  29.04.2011  PART I-S    S      2695  31.05.2011 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  08.10.2010  CR/E  15        2699  26.07.2011 
 109520006  PAK    PAKSAT-1R1    38  08.10.2010  CR/E  16        2699  26.07.2011 
 111590036  PAK    PAKSAT-1R    38  23.05.2011  RES49  1490        2699  26.07.2011 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  27.12.2010  PART I-S          2700  09.08.2011 
 111500072  PAK    PAKSAT-1R1    38  08.10.2010  PART I-S          2700  09.08.2011 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  08.10.2010  CR/D  1900        2706  01.11.2011 
 109520006  PAK    PAKSAT-1R1    38  08.10.2010  CR/D  1901        2706  01.11.2011 
 104540364  PAK    PAKSAT-2R    41  31.05.2011  API/A  3213  S      2707  15.11.2011 
 104540365  PAK    PAKSAT-CR    30  31.05.2011  API/A  3214  S      2707  15.11.2011 
 104540366  PAK    PAKSAT-DR    88  31.05.2011  API/A  3215        2707  15.11.2011 
 104540367  PAK    PAKSAT-ER    101  31.05.2011  API/A  3216  S      2707  15.11.2011 
 104540368  PAK    PAKSAT-FR    56  31.05.2011  API/A  3217  S      2707  15.11.2011 
 106520096  PAK    PAKSAT-CR    30  31.05.2011  CR/C  1833  S      2708  29.11.2011 
 106520097  PAK    PAKSAT-DR    88  31.05.2011  CR/C  1834  S      2708  29.11.2011 
 106520098  PAK    PAKSAT-ER    101  31.05.2011  CR/C  1835  S      2708  29.11.2011 
 106520099  PAK    PAKSAT-FR    56  31.05.2011  CR/C  1836  S      2708  29.11.2011 
 106520095  PAK    PAKSAT-2R    41  31.05.2011  CR/C  1837  S      2708  29.11.2011 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  27.12.2010  PART II-S          2709  13.12.2011 
 104520327  PAK    PAKSAT-1R    38  31.05.2011  CR/C  1517  M  4    2711  24.01.2012 






 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  11.04.2011 
 PART III-
S 
         2722  26.06.2012 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  11.04.2011  PART II-S          2722  26.06.2012 
 111512034  PAK    PAKSAT-1R1    38  10.05.2011 
 PART III-
S 
         2725  07.08.2012 
 111500072  PAK    PAKSAT-1R1    38  10.05.2011  PART II-S          2725  07.08.2012 
 112540921  PAK    ICUBE-1    N-GSO  17.08.2012  API/A  7920        2729  02.10.2012 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  13.07.2012  PART I-S          2729  02.10.2012 
 111500072  PAK    PAKSAT-1R1    38  18.09.2012  PART I-S          2735  08.01.2013 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  13.07.2012  PART II-S          2738  19.02.2013 
 112540921  PAK    ICUBE-1    N-GSO  17.08.2012  API/B  317        2739  05.03.2013 
 112541254  PAK    PAKSAT-MM1-38.2E    38.2  03.12.2012  API/A  8119        2740  19.03.2013 
 112541377  PAK    PAKTES-1    N-GSO  27.12.2012  API/A  8249        2740  19.03.2013 
 111500072  PAK    PAKSAT-1R1    38  18.09.2012  PART II-S          2742  16.04.2013 
 112541377  PAK    PAKTES-1    N-GSO  27.12.2012  API/B  348        2751  20.08.2013 
 113500155  PAK    ICUBE-1    N-GSO  13.09.2013  PART I-S          2757  12.11.2013 
 113500155  PAK    ICUBE-1    N-GSO  13.09.2013  PART II-S          2764  04.03.2014 
 106552002  PAK    PAKSAT 1R-BSS-38E    38  13.02.2006  AP30/E  423      C  2766  01.04.2014 
 97500282  PAK    BADR-B    N-GSO  12.03.2014  PART I-S    S      2767  15.04.2014 
 96540270  PAK    BADR-B    N-GSO  12.03.2014  AR11/A  1782  S      2768  29.04.2014 
 110540720  PAK    PRSS-O1    N-GSO  12.03.2014  API/A  6507  M  1    2769  13.05.2014 
 113520316  PAK    PAKSAT-MM1-38.2E    38.2  26.12.2013  CR/C  3530        2772  24.06.2014 
 113523094  PAK   
 PAKSAT-MM1-
38.2E_1 
   38.2  26.12.2013  CR/F  120        2772  24.06.2014 
 110540720  PAK    PRSS-O1    N-GSO  12.03.2014  API/B  442        2780  14.10.2014 
 114540582  PAK    PAKTES-1B    N-GSO  02.09.2014  API/A  9517        2781  28.10.2014 
 113520316  PAK    PAKSAT-MM1-38.2E    38.2  26.12.2013  CR/E  723        2784  09.12.2014 






 113520316  PAK    PAKSAT-MM1-38.2E    38.2  26.12.2013  CR/D  2657        2787  03.02.2015 
 110500363  PAK    PAKSAT-1R    38  17.03.2013  PART II-S          2789  03.03.2015 
 115545001  PAK    PNSS-1    N-GSO  12.01.2015  API/A  9832        2790  17.03.2015 








LAMPIRAN 3: Spaces Services Department (SSD) Pantai Gading 
SNL - PART B 
























 95540391  CTI    RASCOM-5.5E    5.5  16.08.1995  AR11/A  1445        2217  05.03.1996 
 95540387  CTI    RASCOM-18E    18  16.08.1995  AR11/A  1446        2217  05.03.1996 
 95540388  CTI    RASCOM-28E    28  16.08.1995  AR11/A  1447        2217  05.03.1996 
 95540390  CTI    RASCOM-37.5E    37.5  16.08.1995  AR11/A  1448        2217  05.03.1996 
 95540389  CTI    RASCOM-42.5E    42.5  16.08.1995  AR11/A  1449        2217  05.03.1996 
 95540391  CTI    RASCOM-5.5E    5.5  06.09.1996  AR11/A  1445  M  1    2283  24.06.1997 
 95540387  CTI    RASCOM-18E    18  06.09.1996  AR11/A  1446  M  1    2283  24.06.1997 
 95540388  CTI    RASCOM-28E    28  06.09.1996  AR11/A  1447  M  1    2283  24.06.1997 
 95540390  CTI    RASCOM-37.5E    37.5  06.09.1996  AR11/A  1448  M  1    2283  24.06.1997 
 95540389  CTI    RASCOM-42.5E    42.5  06.09.1996  AR11/A  1449  M  1    2283  24.06.1997 
 95540391  CTI    RASCOM-KU-5.5E    5.5  06.09.1996  AR11/A  1943        2283  24.06.1997 
 96540130  CTI    RASCOM-KU-18E    18  06.09.1996  AR11/A  1944        2283  24.06.1997 
 96540129  CTI    RASCOM-KU-28E    28  06.09.1996  AR11/A  1945        2283  24.06.1997 
 95540390  CTI    RASCOM-KU-37.5E    37.5  06.09.1996  AR11/A  1946        2283  24.06.1997 
 95540389  CTI    RASCOM-KU-42.5E    42.5  06.09.1996  AR11/A  1947        2283  24.06.1997 
 96540127  CTI    RASCOM-3.5W    -3.5    AP30/A  591        2284  01.07.1997 
 96540128  CTI    RASCOM-14.5E    14.5    AP30/A  592        2284  01.07.1997 
 95540391  CTI    RASCOM-EC-5.5E    5.5  06.09.1996  AR11/A  1948        2284  01.07.1997 






 96540125  CTI    RASCOM-EC-28E    28  06.09.1996  AR11/A  1950        2284  01.07.1997 
 95540390  CTI    RASCOM-EC-37.5E    37.5  06.09.1996  AR11/A  1951        2284  01.07.1997 
 95540389  CTI    RASCOM-EC-42.5E    42.5  06.09.1996  AR11/A  1952        2284  01.07.1997 
 96540127  CTI    RASCOM-3.5W    -3.5  06.09.1996  AR11/A  1953        2284  01.07.1997 
 96540128  CTI    RASCOM-14.5E    14.5  06.09.1996  AR11/A  1954        2284  01.07.1997 
 95540391  CTI    RASCOM-EC-5.5E    5.5  06.09.1996  RES46/A  251        2284  01.07.1997 
 96540126  CTI    RASCOM-EC-18E    18  06.08.1996  RES46/A  252        2284  01.07.1997 
 96540125  CTI    RASCOM-EC-28E    28  06.09.1996  RES46/A  253        2284  01.07.1997 
 95540390  CTI    RASCOM-EC-37.5E    37.5  06.09.1996  RES46/A  254        2284  01.07.1997 
 95540389  CTI    RASCOM-EC-42.5E    42.5  06.09.1996  RES46/A  255        2284  01.07.1997 
 96540127  CTI    RASCOM-3.5W    -3.5  06.09.1996  RES46/A  256        2284  01.07.1997 
 96540128  CTI    RASCOM-14.5E    14.5  06.09.1996  RES46/A  257        2284  01.07.1997 
 95540391  CTI    RASCOM-EC-5.5E    5.5    RES46/A  251  S      2331  09.06.1998 
 96540126  CTI    RASCOM-EC-18E    18    RES46/A  252  S      2331  09.06.1998 
 96540125  CTI    RASCOM-EC-28E    28    RES46/A  253  S      2331  09.06.1998 
 95540390  CTI    RASCOM-EC-37.5E    37.5    RES46/A  254  S      2331  09.06.1998 
 95540389  CTI    RASCOM-EC-42.5E    42.5    RES46/A  255  S      2331  09.06.1998 
 96540127  CTI    RASCOM-3.5W    -3.5    RES46/A  256  S      2331  09.06.1998 
 96540128  CTI    RASCOM-14.5E    14.5    RES46/A  257  S      2331  09.06.1998 
 95540390  CTI    RASCOM-B    14  08.10.1998  API/A  668        2386  13.07.1999 
 95540389  CTI    RASCOM-A    -9  08.10.1998  API/A  669        2386  13.07.1999 
 95540391  CTI    RASCOM-C    5.5  08.10.1998  API/A  670        2386  13.07.1999 
 96540127  CTI    RASCOM-3.5W    -3.5  08.10.1998  API/A  671        2386  13.07.1999 
 96540128  CTI    RASCOM-14.5E    14.5  08.10.1998  API/A  672        2386  13.07.1999 
 95540387  CTI    RASCOM-18E    18  08.10.1998  API/A  673        2386  13.07.1999 
 96540126  CTI    RASCOM-EC-18E    18  08.10.1998  API/A  674        2386  13.07.1999 






 95540388  CTI    RASCOM-28E    28  08.10.1998  API/A  676        2386  13.07.1999 
 96540125  CTI    RASCOM-EC-28E    28  08.10.1998  API/A  677        2386  13.07.1999 
 96540129  CTI    RASCOM-KU-28E    28  08.10.1998  API/A  678        2386  13.07.1999 
 99543658  CTI    RASCOM-D    5.5  10.09.1999  API/A  1072        2408  14.12.1999 
 98520120  CTI    RASCOM-A    -9  20.03.1998  AR11/C  3314        2411  25.01.2000 
 98520121  CTI    RASCOM-B    14  20.03.1998  AR11/C  3315        2411  25.01.2000 
 98520122  CTI    RASCOM-C    5.5  20.03.1998  AR11/C  3316        2411  25.01.2000 
 98520120  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  20.03.1998  AP30/C  427        2457  13.11.2001 
 98520121  CTI  RAS  RASCOM-B    14  20.03.1998  AP30/C  428        2457  13.11.2001 
 98520122  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  20.03.1998  AP30/C  429        2457  13.11.2001 
 100559001  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2000  AP30B  34      A6  2464  05.03.2002 
 101540026  CTI  RAS  RASCOM-9W-C    -9  06.12.2001  API/A  2183        2466  02.04.2002 
 101540027  CTI  RAS  RASCOM-9W-KU    -9  06.12.2001  API/A  2184        2466  02.04.2002 
 101540028  CTI  RAS  RASCOM-9W-KA    -9  06.12.2001  API/A  2185        2466  02.04.2002 
 101540029  CTI  RAS  RASCOM-9W-B    -9  06.12.2001  API/A  2186        2466  02.04.2002 
 101540030  CTI  RAS  RASCOM-14E-C    14  06.12.2001  API/A  2187        2466  02.04.2002 
 101540031  CTI  RAS  RASCOM-14E-KU    14  06.12.2001  API/A  2188        2466  02.04.2002 
 101540032  CTI  RAS  RASCOM-14E-KA    14  06.12.2001  API/A  2189        2466  02.04.2002 
 101540033  CTI  RAS  RASCOM-14E-B    14  06.12.2001  API/A  2190        2466  02.04.2002 
 101540034  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-C    37.5  06.12.2001  API/A  2191        2466  02.04.2002 
 101540035  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KU    37.5  06.12.2001  API/A  2192        2466  02.04.2002 
 101540036  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KA    37.5  06.12.2001  API/A  2193        2466  02.04.2002 
 101540037  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-B    37.5  06.12.2001  API/A  2194        2466  02.04.2002 
 100559001  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2000  AP30B  34  M  1  A6  2472  25.06.2002 
 98520120  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  10.09.1999  CR/C  335        2478  17.09.2002 
 98520121  CTI  RAS  RASCOM-B    14  10.09.1999  CR/C  336        2478  17.09.2002 






 103540477  CTI  RAS  RASCOM-9W-B-2    -9  03.06.2003  API/A  2768        2501  26.08.2003 
 103540476  CTI  RAS  RASCOM-9W-KA-2    -9  03.06.2003  API/A  2769        2501  26.08.2003 
 103540475  CTI  RAS  RASCOM-9W-KU-2    -9  03.06.2003  API/A  2770        2501  26.08.2003 
 103540474  CTI  RAS  RASCOM-9W-C-2    -9  03.06.2003  API/A  2771        2501  26.08.2003 
 103540481  CTI  RAS  RASCOM-14E-B-2    14  03.06.2003  API/A  2772        2501  26.08.2003 
 103540480  CTI  RAS  RASCOM-14E-KA-2    14  03.06.2003  API/A  2773        2501  26.08.2003 
 103540479  CTI  RAS  RASCOM-14E-KU-2    14  03.06.2003  API/A  2774        2501  26.08.2003 
 103540478  CTI  RAS  RASCOM-14E-C-2    14  03.06.2003  API/A  2775        2501  26.08.2003 
 103540485  CTI  RAS 
 RASCOM-37.5E-B-
2 
   37.5  03.06.2003  API/A  2776        2501  26.08.2003 
 103540484  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KA-2    37.5  03.06.2003  API/A  2777        2501  26.08.2003 
 103540483  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KU-2    37.5  03.06.2003  API/A  2778        2501  26.08.2003 
 103540482  CTI  RAS 
 RASCOM-37.5E-C-
2 
   37.5  03.06.2003  API/A  2779        2501  26.08.2003 
 103540477  CTI  RAS  RASCOM-9W-B-2    -9  03.06.2003  API/A  2768  S      2543  03.05.2005 
 103540476  CTI  RAS  RASCOM-9W-KA-2    -9  03.06.2003  API/A  2769  S      2543  03.05.2005 
 103540475  CTI  RAS  RASCOM-9W-KU-2    -9  03.06.2003  API/A  2770  S      2543  03.05.2005 
 103540474  CTI  RAS  RASCOM-9W-C-2    -9  03.06.2003  API/A  2771  S      2543  03.05.2005 
 103540481  CTI  RAS  RASCOM-14E-B-2    14  03.06.2003  API/A  2772  S      2543  03.05.2005 
 103540480  CTI  RAS  RASCOM-14E-KA-2    14  03.06.2003  API/A  2773  S      2543  03.05.2005 
 103540479  CTI  RAS  RASCOM-14E-KU-2    14  03.06.2003  API/A  2774  S      2543  03.05.2005 
 103540478  CTI  RAS  RASCOM-14E-C-2    14  03.06.2003  API/A  2775  S      2543  03.05.2005 
 103541093  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  03.06.2003  API/A  3570        2543  03.05.2005 
 103541098  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  03.06.2003  API/A  3571        2543  03.05.2005 
 105540193  CTI  RAS  RASCOM-C2    5.5  04.03.2005  API/A  3572        2543  03.05.2005 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  08.05.2002  PART I-S          2549  26.07.2005 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  08.05.2002  PART II-S          2550  09.08.2005 






 103540484  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KA-2    37.5  03.06.2005  API/A  2777  S      2555  18.10.2005 
 103540483  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KU-2    37.5  03.06.2005  API/A  2778  S      2555  18.10.2005 
 103540482  CTI  RAS 
 RASCOM-37.5E-C-
2 
   37.5  03.06.2005  API/A  2779  S      2555  18.10.2005 
 104590022  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  11.11.2004  RES49  1103        2556  01.11.2005 
 104590023  CTI  RAS  RASCOM-B    14  11.11.2004  RES49  1104        2556  01.11.2005 
 104590024  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  11.11.2004  RES49  1105        2556  01.11.2005 
 103541093  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  03.06.2005  API/A  3570  M  1    2557  15.11.2005 
 103541098  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  03.06.2005  API/A  3571  M  1    2557  15.11.2005 
 95540390  CTI  RAS  RASCOM-B    14  05.03.2005  API/A  668  M  1    2558  29.11.2005 
 95540389  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  05.03.2005  API/A  669  M  1    2558  29.11.2005 
 95540391  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  05.03.2005  API/A  670  M  1    2558  29.11.2005 
 105520085  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  23.05.2005  CR/C  1592        2559  13.12.2005 
 105520086  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  23.05.2005  CR/C  1593        2559  13.12.2005 
 98520120  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  05.03.2005  CR/C  335  M  1    2560  10.01.2006 
 98520121  CTI  RAS  RASCOM-B    14  05.03.2005  CR/C  336  M  1    2560  10.01.2006 
 98520122  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  05.03.2005  CR/C  337  M  1    2560  10.01.2006 
 105520087  CTI  RAS  RASCOM-C2    5.5  04.09.2005  CR/C  1664        2563  21.02.2006 
 96540130  CTI  RAS  RASCOM-KU-18E    18  22.11.1999  API/A  675  S      2565  21.03.2006 
 96540129  CTI  RAS  RASCOM-KU-28E    28  22.11.1999  API/A  678  S      2565  21.03.2006 
 102559002  CTI  RAS  RASCOM-2F    2.9  19.12.2002  AP30B  82      A6  2574  25.07.2006 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  17.03.2006  PART II-S          2581  31.10.2006 
 105520085  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  23.05.2005  CR/D  944        2586  23.01.2007 
 105520086  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  23.05.2005  CR/D  945        2586  23.01.2007 
 106500175  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  11.05.2006  PART I-S          2588  20.02.2007 
 106500176  CTI  RAS  RASCOM-B    14  11.05.2006  PART I-S          2588  20.02.2007 
 106500177  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  11.05.2006  PART I-S          2588  20.02.2007 






 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  30.10.2006  PART I-S          2590  20.03.2007 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  30.10.2006  PART I-S          2595  29.05.2007 
 101540026  CTI  RAS  RASCOM-9W-C    -9  06.12.2003  API/A  2183  S      2597  26.06.2007 
 101540027  CTI  RAS  RASCOM-9W-KU    -9  06.12.2003  API/A  2184  S      2597  26.06.2007 
 101540028  CTI  RAS  RASCOM-9W-KA    -9  06.12.2003  API/A  2185  S      2597  26.06.2007 
 101540029  CTI  RAS  RASCOM-9W-B    -9  06.12.2003  API/A  2186  S      2597  26.06.2007 
 101540030  CTI  RAS  RASCOM-14E-C    14  06.12.2003  API/A  2187  S      2597  26.06.2007 
 101540031  CTI  RAS  RASCOM-14E-KU    14  06.12.2003  API/A  2188  S      2597  26.06.2007 
 101540032  CTI  RAS  RASCOM-14E-KA    14  06.12.2003  API/A  2189  S      2597  26.06.2007 
 101540033  CTI  RAS  RASCOM-14E-B    14  06.12.2003  API/A  2190  S      2597  26.06.2007 
 101540034  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-C    37.5  06.12.2003  API/A  2191  S      2597  26.06.2007 
 101540035  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KU    37.5  06.12.2003  API/A  2192  S      2597  26.06.2007 
 101540036  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-KA    37.5  06.12.2003  API/A  2193  S      2597  26.06.2007 
 101540037  CTI  RAS  RASCOM-37.5E-B    37.5  06.12.2003  API/A  2194  S      2597  26.06.2007 
 106500378  CTI  RAS  RASCOM-2F    2.9  30.10.2006  PART II-S          2597  26.06.2007 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  30.10.2006  PART II-S          2597  26.06.2007 
 103559025  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  07.11.2003  AP30B  92      A5  2604  02.10.2007 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  11.10.2007  PART I-S          2607  13.11.2007 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  11.10.2007  PART II-S          2610  08.01.2008 
 100559001  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2000  AP30B  34  S    A6  2622  24.06.2008 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2008  PART I-S          2622  24.06.2008 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2008  PART II-S          2631  28.10.2008 
 106500378  CTI  RAS  RASCOM-2F    2.9  30.10.2006  PART II-S          2631  28.10.2008 
 108540740  CTI  RAS  RASCOM-3G-A    -21.1  11.12.2008  API/A  5478        2638  24.02.2009 
 108540741  CTI  RAS  RASCOM-3G-B    -15.1  11.12.2008  API/A  5479        2638  24.02.2009 
 108540742  CTI  RAS  RASCOM-3G-C    -9.1  11.12.2008  API/A  5480        2638  24.02.2009 






 108540744  CTI  RAS  RASCOM-3G-E    2.9  11.12.2008  API/A  5482        2638  24.02.2009 
 108540745  CTI  RAS  RASCOM-3G-F    8.9  11.12.2008  API/A  5483        2638  24.02.2009 
 108540746  CTI  RAS  RASCOM-3G-G    14.9  11.12.2008  API/A  5484        2638  24.02.2009 
 108540747  CTI  RAS  RASCOM-3G-H    20.9  11.12.2008  API/A  5485        2638  24.02.2009 
 108540748  CTI  RAS  RASCOM-3G-I    26.9  11.12.2008  API/A  5486        2638  24.02.2009 
 108540749  CTI  RAS  RASCOM-3G-J    32.9  11.12.2008  API/A  5487        2638  24.02.2009 
 108540750  CTI  RAS  RASCOM-3G-K    38.9  11.12.2008  API/A  5488        2638  24.02.2009 
 108540751  CTI  RAS  RASCOM-3G-L    44.9  11.12.2008  API/A  5489        2638  24.02.2009 
 108540752  CTI  RAS  RASCOM-3G-M    50.9  11.12.2008  API/A  5490        2638  24.02.2009 
 106500176  CTI  RAS  RASCOM-B    14  11.05.2006  PART III-S          2642  21.04.2009 
 106500177  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  11.05.2006  PART III-S          2642  21.04.2009 
 106500175  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  11.05.2006  PART III-S          2644  19.05.2009 
 96540127  CTI  RAS  RASCOM-3.5W    -3.5  31.03.2009  API/A  671  S      2645  02.06.2009 
 96540128  CTI  RAS  RASCOM-14.5E    14.5  31.03.2009  API/A  672  S      2645  02.06.2009 
 95540387  CTI  RAS  RASCOM-18E    18  31.03.2009  API/A  673  S      2645  02.06.2009 
 96540126  CTI  RAS  RASCOM-EC-18E    18  31.03.2009  API/A  674  S      2645  02.06.2009 
 95540388  CTI  RAS  RASCOM-28E    28  31.03.2009  API/A  676  S      2645  02.06.2009 
 96540125  CTI  RAS  RASCOM-EC-28E    28  31.03.2009  API/A  677  S      2645  02.06.2009 
 99543658  CTI  RAS  RASCOM-D    5.5  31.03.2009  API/A  1072  S      2645  02.06.2009 
 109500220  CTI  RAS  RASCOM-B    14  12.05.2009  PART I-S          2648  14.07.2009 
 109500300  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  23.06.2009  PART I-S          2653  22.09.2009 
 109500221  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  12.05.2009  PART I-S          2661  26.01.2010 
 108540740  CTI  RAS  RASCOM-3G-A    -21.1  17.02.2010  API/A  5478  M  1    2667  20.04.2010 
 108540741  CTI  RAS  RASCOM-3G-B    -15.1  17.02.2010  API/A  5479  M  1    2667  20.04.2010 
 108540742  CTI  RAS  RASCOM-3G-C    -9.1  17.02.2010  API/A  5480  M  1    2667  20.04.2010 
 108540743  CTI  RAS  RASCOM-3G-D    1  17.02.2010  API/A  5481  M  1    2667  20.04.2010 






 108540745  CTI  RAS  RASCOM-3G-F    14  17.02.2010  API/A  5483  M  1    2667  20.04.2010 
 108540746  CTI  RAS  RASCOM-3G-G    17  17.02.2010  API/A  5484  M  1    2667  20.04.2010 
 108540747  CTI  RAS  RASCOM-3G-H    23.5  17.02.2010  API/A  5485  M  1    2667  20.04.2010 
 108540748  CTI  RAS  RASCOM-3G-I    26.9  17.02.2010  API/A  5486  M  1    2667  20.04.2010 
 108540749  CTI  RAS  RASCOM-3G-J    31  17.02.2010  API/A  5487  M  1    2667  20.04.2010 
 108540750  CTI  RAS  RASCOM-3G-K    38  17.02.2010  API/A  5488  M  1    2667  20.04.2010 
 108540751  CTI  RAS  RASCOM-3G-L    44.9  17.02.2010  API/A  5489  M  1    2667  20.04.2010 
 108540752  CTI  RAS  RASCOM-3G-M    50.9  17.02.2010  API/A  5490  M  1    2667  20.04.2010 
 109500220  CTI  RAS  RASCOM-B    14  12.05.2009  PART II-S          2667  20.04.2010 
 109500221  CTI  RAS  RASCOM-C    5.5  12.05.2009  PART II-S          2667  20.04.2010 
 110520076  CTI  RAS  RASCOM-3G-D    1  17.02.2010  CR/C  2586        2671  15.06.2010 
 110520077  CTI  RAS  RASCOM-3G-E    2.9  17.02.2010  CR/C  2587        2671  15.06.2010 
 110520078  CTI  RAS  RASCOM-3G-F    14  17.02.2010  CR/C  2588        2671  15.06.2010 
 110520079  CTI  RAS  RASCOM-3G-G    17  17.02.2010  CR/C  2589        2671  15.06.2010 
 110520080  CTI  RAS  RASCOM-3G-H    23.5  17.02.2010  CR/C  2590        2671  15.06.2010 
 110520081  CTI  RAS  RASCOM-3G-J    31  17.02.2010  CR/C  2591        2671  15.06.2010 
 110520082  CTI  RAS  RASCOM-3G-K    38  17.02.2010  CR/C  2592        2671  15.06.2010 
 98520120  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  27.04.2010  CR/C  335  S      2672  29.06.2010 
 109500300  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  27.04.2010  PART I-S    S      2672  29.06.2010 
 104590022  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  27.04.2010  RES49  1103  S      2672  29.06.2010 
 109500220  CTI  RAS  RASCOM-B    14  12.05.2009  PART II-S          2673  13.07.2010 
 110540298  CTI  RAS  RASCOM-4G-A    -21.1  22.06.2010  API/A  6285        2677  07.09.2010 
 110540299  CTI  RAS  RASCOM-4G-B    -15.1  22.06.2010  API/A  6286        2677  07.09.2010 
 110540300  CTI  RAS  RASCOM-4G-C    -9.1  22.06.2010  API/A  6287        2677  07.09.2010 
 110540301  CTI  RAS  RASCOM-4G-D    -3.1  22.06.2010  API/A  6288        2677  07.09.2010 
 110540302  CTI  RAS  RASCOM-4G-E    2.9  22.06.2010  API/A  6289        2677  07.09.2010 






 110540304  CTI  RAS  RASCOM-4G-G    14.9  22.06.2010  API/A  6291        2677  07.09.2010 
 110540305  CTI  RAS  RASCOM-4G-H    20.9  22.06.2010  API/A  6292        2677  07.09.2010 
 110540306  CTI  RAS  RASCOM-4G-I    26.9  22.06.2010  API/A  6293        2677  07.09.2010 
 110540307  CTI  RAS  RASCOM-4G-J    32.9  22.06.2010  API/A  6294        2677  07.09.2010 
 110540308  CTI  RAS  RASCOM-4G-K    38.9  22.06.2010  API/A  6295        2677  07.09.2010 
 110540309  CTI  RAS  RASCOM-4G-L    44.9  22.06.2010  API/A  6296        2677  07.09.2010 
 110540310  CTI  RAS  RASCOM-4G-M    50.9  22.06.2010  API/A  6297        2677  07.09.2010 
 95540389  CTI  RAS  RASCOM-A    -9  27.04.2010  API/A  669  S      2678  21.09.2010 
 110590095  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  27.05.2010  RES49  1450        2679  05.10.2010 
 102500521  CTI  RAS  RASCOM-1F    2.9  04.01.2008  PART I-S          2686  25.01.2011 
 106500378  CTI  RAS  RASCOM-2F    2.9  30.10.2006  PART I-S          2686  25.01.2011 
 98520121  CTI  RAS  RASCOM-B    14  10.12.2010  CR/C  336  S      2691  05.04.2011 
 110520076  CTI  RAS  RASCOM-3G-D    1  17.02.2010  CR/D  1758        2691  05.04.2011 
 110520077  CTI  RAS  RASCOM-3G-E    2.9  17.02.2010  CR/D  1759        2691  05.04.2011 
 110520078  CTI  RAS  RASCOM-3G-F    14  17.02.2010  CR/D  1760        2691  05.04.2011 
 110520079  CTI  RAS  RASCOM-3G-G    17  17.02.2010  CR/D  1761        2691  05.04.2011 
 110520080  CTI  RAS  RASCOM-3G-H    23.5  17.02.2010  CR/D  1762        2691  05.04.2011 
 110520081  CTI  RAS  RASCOM-3G-J    31  17.02.2010  CR/D  1763        2691  05.04.2011 
 110520082  CTI  RAS  RASCOM-3G-K    38  17.02.2010  CR/D  1764        2691  05.04.2011 
 109500220  CTI  RAS  RASCOM-B    14  10.12.2010  PART I-S    S      2691  05.04.2011 
 104590023  CTI  RAS  RASCOM-B    14  10.12.2010  RES49  1104  S      2691  05.04.2011 
 105520085  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  03.06.2010  CR/C  1592  S      2696  14.06.2011 
 105520086  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  03.06.2010  CR/C  1593  S      2696  14.06.2011 
 95540390  CTI  RAS  RASCOM-B    14  10.12.2010  API/A  668  S      2698  12.07.2011 
 108540740  CTI  RAS  RASCOM-3G-A    -21.1  11.12.2010  API/A  5478  M  2    2702  06.09.2011 
 108540741  CTI  RAS  RASCOM-3G-B    -15.1  11.12.2010  API/A  5479  M  2    2702  06.09.2011 






 108540743  CTI  RAS  RASCOM-3G-D    1  11.12.2010  API/A  5481  M  2    2702  06.09.2011 
 108540744  CTI  RAS  RASCOM-3G-E    2.9  11.12.2010  API/A  5482  M  2    2702  06.09.2011 
 108540745  CTI  RAS  RASCOM-3G-F    14  11.12.2010  API/A  5483  M  2    2702  06.09.2011 
 108540746  CTI  RAS  RASCOM-3G-G    17  11.12.2010  API/A  5484  M  2    2702  06.09.2011 
 108540747  CTI  RAS  RASCOM-3G-H    23.5  11.12.2010  API/A  5485  M  2    2702  06.09.2011 
 108540748  CTI  RAS  RASCOM-3G-I    26.9  11.12.2010  API/A  5486  M  2    2702  06.09.2011 
 108540749  CTI  RAS  RASCOM-3G-J    31  11.12.2010  API/A  5487  M  2    2702  06.09.2011 
 108540750  CTI  RAS  RASCOM-3G-K    38  11.12.2010  API/A  5488  M  2    2702  06.09.2011 
 108540751  CTI  RAS  RASCOM-3G-L    44.9  11.12.2010  API/A  5489  M  2    2702  06.09.2011 
 108540752  CTI  RAS  RASCOM-3G-M    50.9  11.12.2010  API/A  5490  M  2    2702  06.09.2011 
 103541093  CTI  RAS  RASCOM-B2    14  03.06.2010  API/A  3570  S      2706  01.11.2011 
 103541098  CTI  RAS  RASCOM-A2    -9  03.06.2010  API/A  3571  S      2706  01.11.2011 
 110540298  CTI  RAS  RASCOM-4G-A    -21.1  06.06.2012  API/A  6285  S      2727  04.09.2012 
 110540299  CTI  RAS  RASCOM-4G-B    -15.1  06.06.2012  API/A  6286  S      2727  04.09.2012 
 110540300  CTI  RAS  RASCOM-4G-C    -9.1  06.06.2012  API/A  6287  S      2727  04.09.2012 
 110540301  CTI  RAS  RASCOM-4G-D    -3.1  06.06.2012  API/A  6288  S      2727  04.09.2012 
 110540302  CTI  RAS  RASCOM-4G-E    2.9  06.06.2012  API/A  6289  S      2727  04.09.2012 
 110540303  CTI  RAS  RASCOM-4G-F    8.9  06.06.2012  API/A  6290  S      2727  04.09.2012 
 110540304  CTI  RAS  RASCOM-4G-G    14.9  06.06.2012  API/A  6291  S      2727  04.09.2012 
 110540305  CTI  RAS  RASCOM-4G-H    20.9  06.06.2012  API/A  6292  S      2727  04.09.2012 
 110540306  CTI  RAS  RASCOM-4G-I    26.9  06.06.2012  API/A  6293  S      2727  04.09.2012 
 110540307  CTI  RAS  RASCOM-4G-J    32.9  06.06.2012  API/A  6294  S      2727  04.09.2012 
 110540308  CTI  RAS  RASCOM-4G-K    38.9  06.06.2012  API/A  6295  S      2727  04.09.2012 
 110540309  CTI  RAS  RASCOM-4G-L    44.9  06.06.2012  API/A  6296  S      2727  04.09.2012 
 110540310  CTI  RAS  RASCOM-4G-M    50.9  06.06.2012  API/A  6297  S      2727  04.09.2012 
 112540683  CTI  RAS  RASCOM-5G-A    -21.1  14.06.2012  API/A  7758        2727  04.09.2012 






 112540685  CTI  RAS  RASCOM-5G-C    -9.1  14.06.2012  API/A  7760        2727  04.09.2012 
 112540686  CTI  RAS  RASCOM-5G-D    -3.1  14.06.2012  API/A  7761        2727  04.09.2012 
 112540687  CTI  RAS  RASCOM-5G-E    2.9  14.06.2012  API/A  7762        2727  04.09.2012 
 112540688  CTI  RAS  RASCOM-5G-F    9  14.06.2012  API/A  7763        2727  04.09.2012 
 112540689  CTI  RAS  RASCOM-5G-G    14  14.06.2012  API/A  7764        2727  04.09.2012 
 112540690  CTI  RAS  RASCOM-5G-H    20  14.06.2012  API/A  7765        2727  04.09.2012 
 112540691  CTI  RAS  RASCOM-5G-I    26  14.06.2012  API/A  7766        2727  04.09.2012 
 112540692  CTI  RAS  RASCOM-5G-J    32  14.06.2012  API/A  7767        2727  04.09.2012 
 112540693  CTI  RAS  RASCOM-5G-K    38  14.06.2012  API/A  7768        2727  04.09.2012 
 112540694  CTI  RAS  RASCOM-5G-L    44  14.06.2012  API/A  7769        2727  04.09.2012 
 112540695  CTI  RAS  RASCOM-5G-M    50  14.06.2012  API/A  7770        2727  04.09.2012 
 105520087  CTI  RAS  RASCOM-C2    5.5  04.03.2012  CR/C  1664  S      2729  02.10.2012 
 105540193  CTI  RAS  RASCOM-C2    5.5  04.03.2012  API/A  3572  S      2730  16.10.2012 
 108540740  CTI  RAS  RASCOM-3G-A    -21.1  11.12.2012  API/A  5478  S      2755  15.10.2013 
 108540741  CTI  RAS  RASCOM-3G-B    -15.1  11.12.2012  API/A  5479  S      2755  15.10.2013 
 108540742  CTI  RAS  RASCOM-3G-C    -9.1  11.12.2012  API/A  5480  S      2755  15.10.2013 
 108540748  CTI  RAS  RASCOM-3G-I    26.9  11.12.2012  API/A  5486  S      2755  15.10.2013 
 108540751  CTI  RAS  RASCOM-3G-L    44.9  11.12.2012  API/A  5489  S      2755  15.10.2013 
 108540752  CTI  RAS  RASCOM-3G-M    50.9  11.12.2012  API/A  5490  S      2755  15.10.2013 
 113540627  CTI  RAS  RASCOM-6G-A    -21.1  21.10.2013  API/A  8734        2760  07.01.2014 
 113540628  CTI  RAS  RASCOM-6G-B    -15.1  21.10.2013  API/A  8735        2760  07.01.2014 
 113540629  CTI  RAS  RASCOM-6G-C    -9.1  21.10.2013  API/A  8736        2760  07.01.2014 
 113540630  CTI  RAS  RASCOM-6G-D    -3.1  21.10.2013  API/A  8737        2760  07.01.2014 
 113540631  CTI  RAS  RASCOM-6G-E    3  21.10.2013  API/A  8738        2760  07.01.2014 
 113540632  CTI  RAS  RASCOM-6G-F    9  21.10.2013  API/A  8739        2760  07.01.2014 
 113540633  CTI  RAS  RASCOM-6G-G    14  21.10.2013  API/A  8740        2760  07.01.2014 






 113540635  CTI  RAS  RASCOM-6G-I    26  21.10.2013  API/A  8742        2760  07.01.2014 
 113540636  CTI  RAS  RASCOM-6G-J    32  21.10.2013  API/A  8743        2760  07.01.2014 
 113540637  CTI  RAS  RASCOM-6G-K    38  21.10.2013  API/A  8744        2760  07.01.2014 
 113540638  CTI  RAS  RASCOM-6G-L    44  21.10.2013  API/A  8745        2760  07.01.2014 
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 92540077  SNG    ST-1A    88  13.08.1992  AR11/A  890        2063  09.02.1993 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  13.08.1992  AR11/A  891        2063  09.02.1993 
 92540031  SNG    ST-1C    110  13.08.1992  AR11/A  892        2063  09.02.1993 
 92540077  SNG    ST-1A    88  13.08.1992  RES46/A  17        2063  09.02.1993 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  13.08.1992  RES46/A  18        2063  09.02.1993 
 92540031  SNG    ST-1C    110  13.08.1992  RES46/A  19        2063  09.02.1993 
 92540032  SNG    ST-1D    55  16.11.1992  AR11/A  928        2075  04.05.1993 
 92540033  SNG    ST-1E    68  16.11.1992  AR11/A  929        2075  04.05.1993 
 92540034  SNG    ST-1F    70  16.11.1992  AR11/A  930        2075  04.05.1993 
 92540077  SNG    ST-1A    88  13.08.1992  AP30/A  204        2099  19.10.1993 
   SNG    ST-1B    98.5  13.08.1992  AP30/A  205        2099  19.10.1993 
 92540031  SNG    ST-1C    110  13.08.1992  AP30/A  206        2099  19.10.1993 
   SNG    ST-1D    55  16.11.1992  AP30/A  207        2099  19.10.1993 
   SNG    ST-1E    68  16.11.1992  AP30/A  208        2099  19.10.1993 
   SNG    ST-1F    70  16.11.1992  AP30/A  209        2099  19.10.1993 
 93520118  SNG    ST-1A    88  21.06.1993  AR11/C  2369        2107  14.12.1993 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  21.06.1993  AR11/C  2370        2107  14.12.1993 






 93520121  SNG    ST-1D    55  21.06.1993  AR11/C  2372        2107  14.12.1993 
 93520122  SNG    ST-1E    68  21.06.1993  AR11/C  2373        2107  14.12.1993 
 93520123  SNG    ST-1F    70  21.06.1993  AR11/C  2374        2107  14.12.1993 
 93520118  SNG    ST-1A    88  21.06.1993  RES46/C  51        2107  14.12.1993 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  21.06.1993  RES46/C  52        2107  14.12.1993 
 93520120  SNG    ST-1C    110  21.06.1993  RES46/C  53        2107  14.12.1993 
 93520121  SNG    ST-1D    55    AR11/C  2372  M  1    2120  29.03.1994 
 93520122  SNG    ST-1E    68    AR11/C  2373  M  1    2120  29.03.1994 
 93520123  SNG    ST-1F    70    AR11/C  2374  M  1    2120  29.03.1994 
 92540031  SNG    ST-1C    110  14.06.1993  AR11/B  356        2125  03.05.1994 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  14.06.1993  AR11/B  356        2125  03.05.1994 
   SNG    ST-1A    88  14.06.1993  AR11/B  356        2125  03.05.1994 
 92540034  SNG    ST-1F    70  15.11.1993  AR11/B  369        2132  21.06.1994 
 92540033  SNG    ST-1E    68  15.11.1993  AR11/B  369        2132  21.06.1994 
 92540032  SNG    ST-1D    55  15.11.1993  AR11/B  369        2132  21.06.1994 
 93520121  SNG    ST-1D    55  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520122  SNG    ST-1E    68  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520123  SNG    ST-1F    70  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520118  SNG    ST-1A    88  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520120  SNG    ST-1C    110  19.04.1994  AR11/D  246        2136  19.07.1994 
 93520120  SNG    ST-1C    110  19.04.1994  RES46/D  1        2136  19.07.1994 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  19.04.1994  RES46/D  1        2136  19.07.1994 
 93520118  SNG    ST-1A    88  19.04.1994  RES46/D  1        2136  19.07.1994 
 93520123  SNG    ST-1F    70  19.04.1994  RES46/D  1        2136  19.07.1994 






 93520121  SNG    ST-1D    55  19.04.1994  RES46/D  1        2136  19.07.1994 
 93520120  SNG    ST-1C    110  05.05.1994  AR11/C  2371  M  1    2140  16.08.1994 
 93520121  SNG    ST-1D    55    AR11/C  2372  M  2    2147  04.10.1994 
 93520122  SNG    ST-1E    68    AR11/C  2373  M  2    2147  04.10.1994 
 93520123  SNG    ST-1F    70    AR11/C  2374  M  2    2147  04.10.1994 
 92540077  SNG    ST-1A    88  09.06.1995  AR11/A  890  A  1    2210  16.01.1996 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  09.06.1995  AR11/A  891  A  1    2210  16.01.1996 
 92540031  SNG    ST-1C    110  09.06.1995  AR11/A  892  A  1    2210  16.01.1996 
 92540077  SNG    ST-1A    88  09.06.1995  RES46/A  17  A  1    2210  16.01.1996 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  09.06.1995  RES46/A  18  A  1    2210  16.01.1996 
 92540031  SNG    ST-1C    110  09.06.1995  RES46/A  19  A  1    2210  16.01.1996 
 92540077  SNG    ST-1A    88  16.10.1995  AR11/A  890  A  1    2226  07.05.1996 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  16.10.1995  AR11/A  891  A  1    2226  07.05.1996 
 92540031  SNG    ST-1C    110    AR11/A  892  A  1    2226  07.05.1996 
 93520118  SNG    ST-1A    88  14.11.1994  AR11/C  2369  M  1    2244  10.09.1996 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  14.11.1994  AR11/C  2370  M  1    2244  10.09.1996 
 93520120  SNG    ST-1C    110  14.11.1994  AR11/C  2371  M  2    2244  10.09.1996 
 93520118  SNG    ST-1A    88  14.11.1994  RES46/C  51  M  1    2244  10.09.1996 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  14.11.1994  RES46/C  52  M  1    2244  10.09.1996 
 93520120  SNG    ST-1C    110  14.11.1994  RES46/C  53  M  1    2244  10.09.1996 
 96540167  SNG    ST-2A    88  10.04.1996  AR11/A  1833        2252  05.11.1996 
 96540166  SNG    ST-2B    98.5  10.04.1996  AR11/A  1834        2252  05.11.1996 
 96540167  SNG    ST-2A    88  10.04.1996  RES46/A  191        2252  05.11.1996 
 96540166  SNG    ST-2B    98.5  10.04.1996  RES46/A  192        2252  05.11.1996 
 92540077  SNG    ST-1A    88    AR11/A  890  M  1    2255  26.11.1996 






 92540031  SNG    ST-1C    110    AR11/A  892  M  1    2255  26.11.1996 
   SNG    ST-1C    110    AP30/C  25        2275  29.04.1997 
 92540031  SNG    ST-1C    110  22.05.1996  AR11/B  356  M  1    2276  06.05.1997 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  22.05.1996  AR11/B  356  M  1    2276  06.05.1997 
   SNG    ST-1A    88  22.05.1996  AR11/B  356  M  1    2276  06.05.1997 
   SNG    ST-1A    88  14.01.1997  AR11/B  548        2280  03.06.1997 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  14.01.1997  AR11/B  549        2280  03.06.1997 
 92540031  SNG    ST-1C    110  14.01.1997  AR11/B  550        2280  03.06.1997 
   SNG    ST-2A    88  28.04.1997  AR11/B  575        2280  03.06.1997 
   SNG    ST-2B    98.5  28.04.1997  AR11/B  576        2280  03.06.1997 
   SNG    ST-2A    88    RES46/B  33        2280  03.06.1997 
   SNG    ST-2B    98.5    RES46/B  34        2280  03.06.1997 
 93520118  SNG    ST-1A    88  23.01.1996  AR11/C  2369  M  2    2285  08.07.1997 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  23.01.1996  AR11/C  2370  M  2    2285  08.07.1997 
 93520120  SNG    ST-1C    110  23.01.1996  AR11/C  2371  M  3    2285  08.07.1997 
 93520118  SNG    ST-1A    88  23.01.1996  RES46/C  51  M  2    2285  08.07.1997 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  23.01.1996  RES46/C  52  M  2    2285  08.07.1997 
 93520120  SNG    ST-1C    110  23.01.1996  RES46/C  53  M  2    2285  08.07.1997 
 93520118  SNG    ST-1A    88  16.04.1996  AR11/C  2369  M  3    2297  30.09.1997 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  16.04.1996  AR11/C  2370  M  3    2297  30.09.1997 
 93520120  SNG    ST-1C    110  16.04.1996  AR11/C  2371  M  4    2297  30.09.1997 
   SNG    ST-2A    88    AR11/B  575  M  1    2305  25.11.1997 
   SNG    ST-2B    98.5    AR11/B  576  M  1    2305  25.11.1997 
   SNG    ST-2A    88    RES46/B  33  M  1    2305  25.11.1997 
   SNG    ST-2B    98.5    RES46/B  34  M  1    2305  25.11.1997 






 93520119  SNG    ST-1B    98.5  10.10.1997  AR11/C  2370  M  4    2308  16.12.1997 
 93520120  SNG    ST-1C    110  10.10.1997  AR11/C  2371  M  5    2308  16.12.1997 
 93520121  SNG    ST-1D    55  10.10.1997  AR11/C  2372  M  3    2308  16.12.1997 
 93520122  SNG    ST-1E    68  10.10.1997  AR11/C  2373  M  3    2308  16.12.1997 
 93520123  SNG    ST-1F    70  10.10.1997  AR11/C  2374  M  3    2308  16.12.1997 
 97541777  SNG    ST-KA-88    88  16.05.1997  AR11/A  2111        2319  17.03.1998 
 97542572  SNG    ST-KA-98.5    98.5  16.05.1997  AR11/A  2112        2319  17.03.1998 
 97542573  SNG    ST-KA-110    110  16.05.1997  AR11/A  2113        2319  17.03.1998 
 97541777  SNG    ST-KA-88    88  16.05.1997  RES46/A  337        2319  17.03.1998 
 97542572  SNG    ST-KA-98.5    98.5  16.05.1997  RES46/A  338        2319  17.03.1998 
 97542573  SNG    ST-KA-110    110  16.05.1997  RES46/A  339        2319  17.03.1998 
 96520348  SNG    ST-2A    88  10.10.1996  AR11/C  3031        2326  05.05.1998 
 96520349  SNG    ST-2B    98.5  10.10.1996  AR11/C  3032        2326  05.05.1998 
 96520348  SNG    ST-2A    88  10.10.1996  RES46/C  399        2326  05.05.1998 
 96520349  SNG    ST-2B    98.5  10.10.1996  RES46/C  400        2326  05.05.1998 
 93520118  SNG    ST-1A    88  06.02.1997  AR11/C  2369  M  5    2341  18.08.1998 
   SNG    ST-3A    88    AP30/A  727        2345  15.09.1998 
   SNG    ST-4A    88    AP30/A  728        2345  15.09.1998 
   SNG    ST-4B    48.5    AP30/A  729        2345  15.09.1998 
   SNG    ST-4C    110    AP30/A  730        2345  15.09.1998 
 97541771  SNG    ST-3A    88  21.11.1997  AR11/A  2399        2345  15.09.1998 
 97541772  SNG    ST-4A    88  21.11.1997  AR11/A  2400        2345  15.09.1998 
 97541773  SNG    ST-4B    48.5  21.11.1997  AR11/A  2401        2345  15.09.1998 
 97541774  SNG    ST-4C    110  21.11.1997  AR11/A  2402        2345  15.09.1998 
 97541776  SNG    ST-KA-126    126  21.11.1997  AR11/A  2403        2345  15.09.1998 






 97541773  SNG    ST-4B    48.5  21.11.1997  RES46/A  474        2345  15.09.1998 
 97541774  SNG    ST-4C    110  21.11.1997  RES46/A  475        2345  15.09.1998 
 97541776  SNG    ST-KA-126    126  21.11.1997  RES46/A  476        2345  15.09.1998 
 93520118  SNG    ST-1A    88  27.02.1997  AR11/C  2369  M  6    2346  22.09.1998 
 93520120  SNG    ST-1C    110  05.09.1997  AR11/C  2371  M  6    2373  13.04.1999 
 93520120  SNG    ST-1C    110  05.09.1997  RES46/C  53  M  3    2373  13.04.1999 
 97541777  SNG    ST-KA-88    88  02.09.1998  API/A  400        2377  11.05.1999 
 97542572  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.09.1998  API/A  401        2377  11.05.1999 
 97542573  SNG    ST-KA-110    110  02.09.1998  API/A  402        2377  11.05.1999 
 97541776  SNG    ST-KA-126    126  02.09.1998  API/A  403        2377  11.05.1999 
 93520118  SNG    ST-1A    88  13.10.1997  AR11/C  2369  M  7    2384  29.06.1999 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  13.10.1997  AR11/C  2370  M  5    2384  29.06.1999 
 93520118  SNG    ST-1A    88  13.03.1997  RES46/C  51  M  3    2384  29.06.1999 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  13.10.1997  RES46/C  52  M  3    2384  29.06.1999 
 93520118  SNG    ST-1A    88  21.10.1997  AR11/C  2369  M  8    2385  06.07.1999 
 96520348  SNG    ST-2A    88    RES46/D  54        2396  21.09.1999 
 96520349  SNG    ST-2B    98.5    RES46/D  55        2396  21.09.1999 
 92540077  SNG    ST-1A    88  05.01.1999  API/A  880        2398  05.10.1999 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  05.01.1999  API/A  881        2398  05.10.1999 
 92540031  SNG    ST-1C    110  05.01.1999  API/A  882        2398  05.10.1999 
   SNG    ST-1C    110    AP30/C  25  M  1    2406  30.11.1999 
   SNG    ST-1C    110    AP30/C  25  M  1    2408  14.12.1999 
 93520118  SNG    ST-1A    88  13.03.1998  AR11/C  2369  M  9    2411  25.01.2000 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  13.03.1998  AR11/C  2370  M  6    2411  25.01.2000 
 93520120  SNG    ST-1C    110  13.03.1998  AR11/C  2371  M  7    2411  25.01.2000 






 93520119  SNG    ST-1B    98.5  13.03.1998  RES46/C  52  M  4    2411  25.01.2000 
 93520120  SNG    ST-1C    110  13.03.1998  RES46/C  53  M  4    2411  25.01.2000 
 96540167  SNG    ST-2A    88  23.11.1999  API/A  1170        2413  22.02.2000 
 96540166  SNG    ST-2B    98.5  23.11.1999  API/A  1171        2413  22.02.2000 
 92540077  SNG    ST-1A    88  05.05.2000  API/A  880  M  1    2421  13.06.2000 
 93520118  SNG    ST-1A    88    RES46/D  214        2430  17.10.2000 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5    RES46/D  215        2430  17.10.2000 
 93520120  SNG    ST-1C    110    RES46/D  216        2430  17.10.2000 
 93520118  SNG    ST-1A    88    RES46/D  214  M  1    2434  12.12.2000 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5    RES46/D  215  M  1    2434  12.12.2000 
 93520120  SNG    ST-1C    110    RES46/D  216  M  1    2434  12.12.2000 
 93520118  SNG    ST-1A    88    RES46/D  214  M  2    2435  09.01.2001 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5    RES46/D  215  M  2    2435  09.01.2001 
 93520120  SNG    ST-1C    110    RES46/D  216  M  2    2435  09.01.2001 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  02.09.1998  AR11/C  3617        2441  03.04.2001 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.09.1998  AR11/C  3618        2441  03.04.2001 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110  02.09.1998  AR11/C  3619        2441  03.04.2001 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126  02.09.1998  AR11/C  3620        2441  03.04.2001 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  02.09.1998  RES46/C  596        2441  03.04.2001 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.09.1998  RES46/C  597        2441  03.04.2001 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110  02.09.1998  RES46/C  598        2441  03.04.2001 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126  02.09.1998  RES46/C  599        2441  03.04.2001 
   SNG    ST-1A    88    PART I-S          2445  29.05.2001 
 101544631  SNG    ST-1A-CK    88  27.06.2001  API/A  1969        2449  24.07.2001 
 101544632  SNG    ST-1B-CK    98.5  27.06.2001  API/A  1970        2449  24.07.2001 






 101544627  SNG    ST-1D-CK    55  27.06.2001  API/A  1972        2449  24.07.2001 
 93520120  SNG    ST-1C    110  05.01.1999  AP30/C  25  M  2    2456  30.10.2001 
 93520118  SNG    ST-1A    88  13.03.1998  AP30/C  184        2456  30.10.2001 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  05.01.1999  AP30/C  185        2456  30.10.2001 
 93520121  SNG    ST-1D    55  10.10.1997  AP30/C  186        2456  30.10.2001 
 93520122  SNG    ST-1E    68  10.10.1997  AP30/C  187        2456  30.10.2001 
 93520123  SNG    ST-1F    70  10.10.1997  AP30/C  188        2456  30.10.2001 
   SNG    ST-1A    88    PART III-S          2456  30.10.2001 
   SNG    ST-1A    88    PART II-S          2456  30.10.2001 
   SNG    ST-1A    88    PART I-S          2456  30.10.2001 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  02.09.1998  AR11/C  3617  M  1    2458  27.11.2001 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.09.1998  AR11/C  3618  M  1    2458  27.11.2001 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110  02.09.1998  AR11/C  3619  M  1    2458  27.11.2001 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126  02.09.1998  AR11/C  3620  M  1    2458  27.11.2001 
 98520539  SNG    ST-KA-88     88  02.03.1999  CR/C  62        2465  19.03.2002 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5     98.5  02.03.1999  CR/C  63        2465  19.03.2002 
 98520541  SNG    ST-KA-110     110  02.03.1999  CR/C  64        2465  19.03.2002 
 98520542  SNG    ST-KA-126     126  02.03.1999  CR/C  65        2465  19.03.2002 
   SNG    ST-1A    88  23.11.2000  RES49  556        2469  14.05.2002 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88    RES46/D  535        2472  25.06.2002 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5    RES46/D  536        2472  25.06.2002 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110    RES46/D  537        2472  25.06.2002 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126    RES46/D  538        2472  25.06.2002 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88    RES46/D  535  M  1    2479  01.10.2002 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5    RES46/D  536  M  1    2479  01.10.2002 






 98520542  SNG    ST-KA-126    126    RES46/D  538  M  1    2479  01.10.2002 
 99500056  SNG    ST-1A    88  11.12.2001  PART I-S          2483  26.11.2002 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  09.02.2002  API/A  881  M  1    2495  03.06.2003 
 92540031  SNG    ST-1C    110  09.02.2002  API/A  882  M  1    2495  03.06.2003 
 92540032  SNG    ST-1D    55  04.05.2002  AR11/A  928  S      2495  03.06.2003 
 92540033  SNG    ST-1E    68  04.05.2002  AR11/A  929  S      2495  03.06.2003 
 92540034  SNG    ST-1F    70  04.05.2002  AR11/A  930  S      2495  03.06.2003 
 93520121  SNG    ST-1D    55  04.05.2002  AR11/C  2372  S      2497  01.07.2003 
 93520122  SNG    ST-1E    68  04.05.2002  AR11/C  2373  S      2497  01.07.2003 
 93520123  SNG    ST-1F    70  04.05.2002  AR11/C  2374  S      2497  01.07.2003 
 101520389  SNG    ST-1A-CK    88  27.12.2001  CR/C  1010        2497  01.07.2003 
 101520390  SNG    ST-1B-CK    98.5  27.12.2001  CR/C  1011        2497  01.07.2003 
 101520391  SNG    ST-1C-CK    110  27.12.2001  CR/C  1012        2497  01.07.2003 
 102520027  SNG    ST-1D-CK    55  02.01.2002  CR/C  1013        2497  01.07.2003 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  09.02.2002  AR11/C  2370  M  7    2499  29.07.2003 
 93520120  SNG    ST-1C    110  09.02.2002  AR11/C  2371  M  8    2499  29.07.2003 
 99500056  SNG    ST-1A    88  11.12.2001  PART II-S          2510  13.01.2004 
 103540742  SNG    X-SAT    N-GSO  16.12.2003  API/A  2935        2512  10.02.2004 
 99500056  SNG    ST-1A    88  08.04.2004  PART II-S          2523  13.07.2004 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  02.03.1999  CR/D  45        2525  10.08.2004 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.03.1999  CR/D  46        2525  10.08.2004 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110  02.03.1999  CR/D  47        2525  10.08.2004 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126  02.03.1999  CR/D  48        2525  10.08.2004 
 103540742  SNG    X-SAT    N-GSO  06.12.2004  API/A  2935  M  1    2537  08.02.2005 
 105540157  SNG    ST-130E    130  25.02.2005  API/A  3536        2542  19.04.2005 






 97542572  SNG    ST-KA-98.5    98.5  21.11.2004  API/A  401  M  1    2552  06.09.2005 
 97542573  SNG    ST-KA-110    110  21.11.2004  API/A  402  M  1    2552  06.09.2005 
 92540030  SNG    ST-1B    98.5  21.11.2004  API/A  881  S      2552  06.09.2005 
 92540031  SNG    ST-1C    110  21.11.2004  API/A  882  S      2552  06.09.2005 
 96540167  SNG    ST-2A    88  21.11.2004  API/A  1170  S      2552  06.09.2005 
 96540166  SNG    ST-2B    98.5  21.11.2004  API/A  1171  S      2552  06.09.2005 
 93520119  SNG    ST-1B    98.5  21.11.2004  AR11/C  2370  S      2554  04.10.2005 
 93520120  SNG    ST-1C    110  21.11.2004  AR11/C  2371  S      2554  04.10.2005 
 96520348  SNG    ST-2A    88  21.11.2004  AR11/C  3031  S      2554  04.10.2005 
 96520349  SNG    ST-2B    98.5  21.11.2004  AR11/C  3032  S      2554  04.10.2005 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  21.11.2004  CR/C  62  M  1    2559  13.12.2005 
 98520540  SNG    ST-KA-98.5    98.5  21.11.2004  CR/C  63  M  1    2559  13.12.2005 
 98520541  SNG    ST-KA-110    110  21.11.2004  CR/C  64  M  1    2559  13.12.2005 
 105540853  SNG    ST-2D-KA    55  21.11.2005  API/A  3940        2560  10.01.2006 
 105540854  SNG    ST-2D-SX    55  21.11.2005  API/A  3941        2560  10.01.2006 
 105540855  SNG    ST-2A-KA    88  21.11.2005  API/A  3942        2560  10.01.2006 
 105540856  SNG    ST-2A-SX    88  21.11.2005  API/A  3943        2560  10.01.2006 
 105540857  SNG    ST-2B-KA    98.5  21.11.2005  API/A  3944        2560  10.01.2006 
 105540858  SNG    ST-2B-SX    98.5  21.11.2005  API/A  3945        2560  10.01.2006 
 105540859  SNG    ST-2C-KA    110  21.11.2005  API/A  3946        2560  10.01.2006 
 105540860  SNG    ST-2C-SX    110  21.11.2005  API/A  3947        2560  10.01.2006 
 103540742  SNG    X-SAT    N-GSO  16.12.2005  API/A  2935  M  2    2565  21.03.2006 
 98520542  SNG    ST-KA-126    126  21.11.2004  CR/C  65  S      2567  18.04.2006 
 97541776  SNG    ST-KA-126    126  02.09.2000  API/A  403  S      2569  16.05.2006 
 98520539  SNG    ST-KA-88    88  02.09.2005  CR/C  62  S      2570  30.05.2006 






 98520541  SNG    ST-KA-110    110  02.09.2005  CR/C  64  S      2570  30.05.2006 
 105520335  SNG    ST-130E    130  21.11.2005  CR/C  1727        2571  13.06.2006 
 97541777  SNG    ST-KA-88    88  02.09.2005  API/A  400  S      2572  27.06.2006 
 97542572  SNG    ST-KA-98.5    98.5  02.09.2005  API/A  401  S      2572  27.06.2006 
 97542573  SNG    ST-KA-110    110  02.09.2005  API/A  402  S      2572  27.06.2006 
 105540157  SNG    ST-130E    130  25.02.2007  API/A  3536  M  1    2602  04.09.2007 
 107540723  SNG    ST-2B-CK    98.5  15.10.2007  API/A  4791        2608  27.11.2007 
 108540175  SNG    ST-2C-CK    110  04.03.2008  API/A  5100        2617  15.04.2008 
 108540231  SNG    ST-2A-CK    88  22.04.2008  API/A  5130        2623  08.07.2008 
 108590021  SNG    ST-1B-CK    98.5  06.06.2008  RES49  1269        2623  08.07.2008 
 108590022  SNG    ST-1A-CK    88  20.06.2008  RES49  1270        2624  22.07.2008 
 101520390  SNG    ST-1B-CK    98.5  27.06.2008  CR/C  1011  S      2627  02.09.2008 
 105520335  SNG    ST-130E    130  21.11.2005  CR/D  1298        2627  02.09.2008 
 108500961  SNG    ST-1A-CK    88  20.06.2008  PART I-S          2627  02.09.2008 
 108590021  SNG    ST-1B-CK    98.5  27.06.2008  RES49  1269  S      2627  02.09.2008 
 101544632  SNG    ST-1B-CK    98.5  27.06.2008  API/A  1970  S      2630  14.10.2008 
 101520391  SNG    ST-1C-CK    110  27.06.2008  CR/C  1012  S      2630  14.10.2008 
 102520027  SNG    ST-1D-CK    55  27.06.2008  CR/C  1013  S      2630  14.10.2008 
 101544628  SNG    ST-1C-CK    110  27.06.2008  API/A  1971  S      2631  28.10.2008 
 101544627  SNG    ST-1D-CK    55  27.06.2008  API/A  1972  S      2631  28.10.2008 
 97541771  SNG    ST-3A    88  31.03.2009  AR11/A  2399  S      2647  30.06.2009 
 97541772  SNG    ST-4A    88  31.03.2009  AR11/A  2400  S      2647  30.06.2009 
 97541773  SNG    ST-4B    98.5  31.03.2009  AR11/A  2401  S      2647  30.06.2009 
 97541774  SNG    ST-4C    110  31.03.2009  AR11/A  2402  S      2647  30.06.2009 
 105540853  SNG    ST-2D-KA    55  21.11.2007  API/A  3940  S      2660  12.01.2010 






 105540855  SNG    ST-2A-KA    88  21.11.2007  API/A  3942  S      2660  12.01.2010 
 105540856  SNG    ST-2A-SX    88  21.11.2007  API/A  3943  S      2660  12.01.2010 
 105540857  SNG    ST-2B-KA    98.5  21.11.2007  API/A  3944  S      2660  12.01.2010 
 105540858  SNG    ST-2B-SX    98.5  21.11.2007  API/A  3945  S      2660  12.01.2010 
 105540859  SNG    ST-2C-KA    110  21.11.2007  API/A  3946  S      2660  12.01.2010 
 105540860  SNG    ST-2C-SX    110  21.11.2007  API/A  3947  S      2660  12.01.2010 
 108500961  SNG    ST-1A-CK    88  20.06.2008  PART III-S          2663  23.02.2010 
 107540723  SNG    ST-2B-CK    98.5  15.10.2009  API/A  4791  S      2667  20.04.2010 
 110500077  SNG    ST-1A-CK    88  23.03.2010  PART I-S          2668  04.05.2010 
 93520118  SNG    ST-1A    88  09.02.2002  CR/C  2593        2671  15.06.2010 
 110520129  SNG    ST-2A-CK    88  13.04.2010  CR/C  2646        2676  24.08.2010 
 108540175  SNG    ST-2C-CK    110  04.03.2010  API/A  5100  S      2681  02.11.2010 
 110540885  SNG    ST-2D-CK    110  29.10.2010  API/A  6586        2686  25.01.2011 
 110540886  SNG    ST-2E-CK    125  29.10.2010  API/A  6587        2686  25.01.2011 
 110540887  SNG    ST-2F-CK    41  29.10.2010  API/A  6588        2686  25.01.2011 
 110540888  SNG    ST-2G-CK    53  29.10.2010  API/A  6589        2686  25.01.2011 
 110540889  SNG    ST-2H-CK    -38  29.10.2010  API/A  6590        2686  25.01.2011 
 110540890  SNG    ST-2I-CK    -157  29.10.2010  API/A  6591        2686  25.01.2011 
 110500077  SNG    ST-1A-CK    88  23.03.2010  PART II-S          2692  19.04.2011 
 103540742  SNG    X-SAT    N-GSO  16.12.2010  API/A  2935  S      2696  14.06.2011 
 110520129  SNG    ST-2A-CK    88  13.04.2010  CR/D  1814        2696  14.06.2011 
 111540279  SNG    X-SAT    N-GSO  18.04.2011  API/A  6888        2699  26.07.2011 
 111540279  SNG    X-SAT    N-GSO  18.04.2011  API/B  227        2710  10.01.2012 
 99500056  SNG    ST-1A    88  13.01.2012  RES4  558        2713  21.02.2012 
 111541001  SNG    VELOX-P    N-GSO  14.12.2011  API/A  7333        2717  17.04.2012 






 112540421  SNG    VELOX-PII    N-GSO  17.04.2012  API/A  7584        2723  10.07.2012 
 105540157  SNG    ST-130E    130  25.02.2012  API/A  3536  S      2727  04.09.2012 
 105520335  SNG    ST-130E    130  25.02.2012  CR/C  1727  S      2727  04.09.2012 
 111541001  SNG    VELOX-P    N-GSO  14.12.2011  API/B  277        2728  18.09.2012 
 112590064  SNG    ST-2A-CK    88  03.09.2012  RES49  1606        2730  16.10.2012 
 111520513  SNG    ST-2F-CK    41  14.12.2011  CR/E  278        2732  13.11.2012 
 112540421  SNG    VELOX-PII    N-GSO  17.04.2012  API/B  300        2734  11.12.2012 
 111520513  SNG    ST-2F-CK    41  14.12.2011  CR/D  2214        2734  11.12.2012 
 110500077  SNG    ST-1A-CK    88  05.08.2011  PART II-S          2735  08.01.2013 
 110540889  SNG    ST-2H-CK    -35.5  29.10.2012  API/A  6590  M  1    2736  22.01.2013 
 112520439  SNG    ST-2H-CK    -35.5  29.10.2012  CR/C  3283        2739  05.03.2013 
 112520439  SNG    ST-2H-CK    -35.5  29.10.2012  CR/E  475        2753  17.09.2013 
 110540885  SNG    ST-2D-CK    110  29.10.2012  API/A  6586  S      2754  01.10.2013 
 110540886  SNG    ST-2E-CK    125  29.10.2012  API/A  6587  S      2754  01.10.2013 
 110540888  SNG    ST-2G-CK    53  29.10.2012  API/A  6589  S      2754  01.10.2013 
 110540890  SNG    ST-2I-CK    -157  29.10.2012  API/A  6591  S      2754  01.10.2013 
 112520439  SNG    ST-2H-CK    -35.5  29.10.2012  CR/D  2413        2755  15.10.2013 
 111541001  SNG    VELOX-P    N-GSO  20.11.2013  API/A  7333  M  1    2763  18.02.2014 
 112540421  SNG    VELOX-PII    N-GSO  20.11.2013  API/A  7584  M  1    2763  18.02.2014 
 114540001  SNG    VELOX-I    N-GSO  10.01.2014  API/A  8903        2767  15.04.2014 
 112520439  SNG    ST-2H-CK    -35.5  29.10.2012  CR/E  475  M  1    2772  24.06.2014 
 111541001  SNG    VELOX-P    N-GSO  20.11.2013  API/B  411        2774  22.07.2014 
 112540421  SNG    VELOX-PII    N-GSO  20.11.2013  API/B  412        2774  22.07.2014 
 114540259  SNG   
 POPSAT-
HIP1 
   N-GSO  15.05.2014  API/A  9201        2775  05.08.2014 






 114540001  SNG    VELOX-I    N-GSO  10.01.2014  API/B  425        2778  16.09.2014 
 114540259  SNG   
 POPSAT-
HIP1 
   N-GSO  15.05.2014  API/B  459        2786  20.01.2015 







LAMPIRAN 5: Spaces Services Department (SSD) Tonga 
SNL - PART B 
























 91540017  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75  04.02.1988  AR11/A  430        1828  07.06.1988 
   TON    TONGASAT C-2    164  04.02.1988  AR11/A  431        1828  07.06.1988 
   TON    TONGASAT C-3    160  04.02.1988  AR11/A  432        1828  07.06.1988 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  04.02.1988  AR11/A  433        1828  07.06.1988 
   TON    TONGASAT C-5    105.5  16.05.1988  AR11/A  460        1840  30.08.1988 
   TON    TONGASAT C-6    115.5  16.05.1988  AR11/A  461        1840  30.08.1988 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  16.05.1988  AR11/A  462        1840  30.08.1988 
   TON    TONGASAT C-8    131  16.05.1988  AR11/A  463        1840  30.08.1988 
   TON    TONGASAT C-1    170.75  16.03.1989  AR11/B  258        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-2    164  16.03.1989  AR11/B  259        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-3    160  16.03.1989  AR11/B  260        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  16.03.1989  AR11/B  261        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-5    105.5  16.03.1989  AR11/B  262        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-6    115.5  16.03.1989  AR11/B  263        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  16.03.1989  AR11/B  264        1880  13.06.1989 
   TON    TONGASAT C-8    131  16.03.1989  AR11/B  265        1880  13.06.1989 






   TON    TONGASAT C-6    115.5  09.02.1989  AR11/A  461  C  1    1892  05.09.1989 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  09.02.1989  AR11/A  462  C  1    1892  05.09.1989 
   TON    TONGASAT C-8    131  09.02.1989  AR11/A  463  C  1    1892  05.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-1    130  21.02.1989  AR11/A  512        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-2    134  21.02.1989  AR11/A  513        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-3    138  21.02.1989  AR11/A  514        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-4    142.5  21.02.1989  AR11/A  515        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-5    148  21.02.1989  AR11/A  516        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-6    157  21.02.1989  AR11/A  517        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-7    154  21.02.1989  AR11/A  518        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT AP-8    151  21.02.1989  AR11/A  519        1893  12.09.1989 
   TON    TONGASAT C-5    105.5  30.05.1989  AR11/C  1627        1908  02.01.1990 
   TON    TONGASAT C-6    115.5  30.05.1989  AR11/C  1628        1908  02.01.1990 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  30.05.1989  AR11/C  1629        1908  02.01.1990 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  20.10.1989  AR11/C  1697        1928  29.05.1990 
   TON    TONGASAT C-1    170.75  16.02.1990  AR11/C  1717        1940  21.08.1990 
   TON    TONGASAT C-2    164  16.02.1990  AR11/C  1718        1940  21.08.1990 
   TON    TONGASAT C-3    160  16.02.1990  AR11/C  1719        1940  21.08.1990 
 90501092  TON    TONGASAT AP-1    130  20.02.1990  AR11/C  1720        1941  28.08.1990 
 90501093  TON    TONGASAT AP-2    134  20.02.1990  AR11/C  1721        1941  28.08.1990 
 90501095  TON    TONGASAT AP-3    138  20.02.1990  AR11/C  1722        1941  28.08.1990 
 90501096  TON    TONGASAT AP-4    142.5  20.02.1990  AR11/C  1723        1941  28.08.1990 
   TON    TONGASAT AP-5    148  20.02.1990  AR11/C  1724        1941  28.08.1990 
   TON    TONGASAT AP-6    157  20.02.1990  AR11/C  1725        1941  28.08.1990 
   TON    TONGASAT AP-7    154  20.02.1990  AR11/C  1726        1941  28.08.1990 






   TON    TONGASAT C-1    170.75    AR11/C  1717  C  1    1950  30.10.1990 
   TON    TONGASAT C-2    164    AR11/C  1718  C  1    1950  30.10.1990 
   TON    TONGASAT C-3    160    AR11/C  1719  C  1    1950  30.10.1990 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5    AR11/C  1697  C  1    1952  13.11.1990 
   TON    TONGASAT AP-C-1    77  29.05.1990  AR11/A  644        1957  18.12.1990 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
1 
   99.75  29.05.1990  AR11/A  645        1957  18.12.1990 
 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130  29.05.1990  AR11/A  646        1957  18.12.1990 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.05.1990  AR11/A  647        1957  18.12.1990 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138  29.05.1990  AR11/A  648        1957  18.12.1990 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  29.05.1990  AR11/A  649        1957  18.12.1990 
   TON    TONGASAT C/KU-5    121.6  29.05.1990  AR11/A  650        1957  18.12.1990 
   TON    TONGASAT C/KU-6    115.6  29.05.1990  AR11/A  651        1957  18.12.1990 
   TON    TONGASAT C/KU-7    105.4  29.05.1990  AR11/A  652        1957  18.12.1990 
   TON    TONGASAT C/KU-8    147.5  29.05.1990  AR11/A  653        1957  18.12.1990 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
2 
   112.8  25.06.1990  AR11/A  671        1960  22.01.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
3 
   118.6  25.06.1990  AR11/A  672        1960  22.01.1991 
 93540044  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  25.06.1990  AR11/A  673        1960  22.01.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
5 
   86.6  25.06.1990  AR11/A  674        1960  22.01.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
6 
   73.5  25.06.1990  AR11/A  675        1960  22.01.1991 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  26.06.1990  AR11/C  1697  C  2    1964  19.02.1991 
   TON    TONGASAT C-3    160    AR11/C  1719  C  2    1967  12.03.1991 






 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.11.1990  AR11/C  1964        1984  09.07.1991 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138  29.11.1990  AR11/C  1965        1984  09.07.1991 
 90501101  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  29.11.1990  AR11/C  1966        1984  09.07.1991 
 90998019  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  25.12.1990  AR11/C  2004        1990  20.08.1991 
 90501098  TON    TONGASAT C/KU-1    130    AR11/C  1963  M  1    1991  27.08.1991 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134    AR11/C  1964  M  1    1991  27.08.1991 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AR11/C  1965  M  1    1991  27.08.1991 
 90501101  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    AR11/C  1966  M  1    1991  27.08.1991 
   TON    TONGASAT C-2    164  09.08.1991  AR11/A  431  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-3    160  09.08.1991  AR11/A  432  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  09.08.1991  AR11/A  433  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-5    105.5  09.08.1991  AR11/A  460  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-6    115.5  09.08.1991  AR11/A  461  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  09.08.1991  AR11/A  462  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-8    131  09.08.1991  AR11/A  463  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-5    148  09.08.1991  AR11/A  516  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-6    157  09.08.1991  AR11/A  517  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-7    154  09.08.1991  AR11/A  518  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-8    151  09.08.1991  AR11/A  519  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-C-1    77  09.08.1991  AR11/A  644  S      1992  03.09.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
1 
   99.75  09.08.1991  AR11/A  645  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C/KU-5    121.6  09.08.1991  AR11/A  650  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C/KU-6    115.6  09.08.1991  AR11/A  651  S      1992  03.09.1991 






   TON    TONGASAT C/KU-8    147.5  09.08.1991  AR11/A  653  S      1992  03.09.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
2 
   112.8  09.08.1991  AR11/A  671  S      1992  03.09.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
3 
   118.6  09.08.1991  AR11/A  672  S      1992  03.09.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
5 
   86.6  09.08.1991  AR11/A  674  S      1992  03.09.1991 
   TON   
 TONGASAT AP-KU-
6 
   73.5  09.08.1991  AR11/A  675  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-5    105.5  09.08.1991  AR11/C  1627  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-6    115.5  09.08.1991  AR11/C  1628  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-7    121.5  09.08.1991  AR11/C  1629  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-4    -172.5  09.08.1991  AR11/C  1697  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-2    164  09.08.1991  AR11/C  1718  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT C-3    160  09.08.1991  AR11/C  1719  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-5    148  09.08.1991  AR11/C  1724  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-6    157  09.08.1991  AR11/C  1725  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-7    154  09.08.1991  AR11/C  1726  S      1992  03.09.1991 
   TON    TONGASAT AP-8    151  09.08.1991  AR11/C  1727  S      1992  03.09.1991 
 90501101  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    AR11/C  1966  M  2    1999  22.10.1991 
 90501101  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  21.11.1997  AR11/C  1966  M  2    1999  22.10.1991 
 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130    AP30/A  143        2001  05.11.1991 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134    AP30/A  144        2001  05.11.1991 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AP30/A  145        2001  05.11.1991 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    AP30/A  146        2001  05.11.1991 
 93540044  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 






 90998019  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  20.09.1991  AR11/C  2004  S      2002  12.11.1991 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134    AR11/C  1964  M  2    2005  03.12.1991 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AR11/C  1965  M  2    2005  03.12.1991 
 91540017  TON    TONGASAT C-1-R    170.75  07.10.1991  AR11/A  430  A  1    2011  28.01.1992 
 92540015  TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO  27.03.1992  AR11/A  845        2048  13.10.1992 
   TON   
 TONGASAT-LEO-
1300 
   N-GSO  27.03.1992  AR11/A  846        2048  13.10.1992 
   TON    TONGASAT-LEO-10000    N-GSO  27.03.1992  AR11/A  847        2048  13.10.1992 
 92540015  TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO  27.03.1992  RES46/A  3        2048  13.10.1992 
   TON   
 TONGASAT-LEO-
1300 
   N-GSO  27.03.1992  RES46/A  4        2048  13.10.1992 
   TON    TONGASAT-LEO-10000    N-GSO  27.03.1992  RES46/A  5        2048  13.10.1992 
   TON    TONGASAT-ELL-1    N-GSO  31.03.1992  AR11/A  850        2050  27.10.1992 
 92540064  TON    TONGASAT-H70    70  02.04.1992  AR11/A  851        2050  27.10.1992 
   TON    TONGASAT C-1    170.75  07.04.1992  AR11/C  1717  A  1    2050  27.10.1992 
   TON    TONGASAT-ELL-1    N-GSO  31.03.1992  RES46/A  7        2050  27.10.1992 
   TON   
 TONGASAT-RADIO/TV-
8 
   N-GSO  06.04.1992  AR11/A  852        2053  17.11.1992 
   TON   
 TONGASAT-RADIO/TV-
8 
   N-GSO  06.04.1992  RES33/A  23        2053  17.11.1992 
   TON    TONGASAT C-1    170.75  07.04.1992  AP30/A  183        2054  24.11.1992 
   TON   
 TONGASAT-RADIO/TV-
8 
   N-GSO  06.04.1992  RES46/A  14        2058  22.12.1992 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70  02.10.1992  AR11/C  2291        2081  15.06.1993 
 92540064  TON    TONGASAT-H70    70  26.02.1993  AR11/A  851  A  1    2091  24.08.1993 






 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130  30.03.1993  AR11/A  646  A  1    2094  14.09.1993 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134  30.03.1993  AR11/A  647  A  1    2094  14.09.1993 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138  30.03.1993  AR11/A  648  A  1    2094  14.09.1993 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  30.03.1993  AR11/A  649  A  1    2094  14.09.1993 
 93540044  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  30.03.1993  AR11/A  673  A  1    2094  14.09.1993 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70    AR11/C  2291  M  1    2104  23.11.1993 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70  26.08.1993  AR11/C  2291  A  1    2115  22.02.1994 
 90501098  TON    TONGASAT C/KU-1    130  30.09.1993  AR11/C  1963  A  1    2118  15.03.1994 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134  30.09.1993  AR11/C  1964  A  1    2118  15.03.1994 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138  30.09.1993  AR11/C  1965  A  1    2118  15.03.1994 
 90501101  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  30.09.1993  AR11/C  1966  A  1    2118  15.03.1994 
 90998019  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  30.09.1993  AR11/C  2004  A  1    2119  22.03.1994 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70    AR11/C  2291  M  2    2119  22.03.1994 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AR11/C  1965  M  1    2122  12.04.1994 
   TON    TONGASAT C-1    170.75  30.09.1993  AR11/C  1717  A  2    2138  02.08.1994 
 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130    AP30/A  143  A  1    2140  16.08.1994 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134    AP30/A  144  A  1    2140  16.08.1994 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AP30/A  145  A  1    2140  16.08.1994 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    AP30/A  146  A  1    2140  16.08.1994 
 93540044  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3    AP30/A  152  A  1    2140  16.08.1994 
 90501098  TON    TONGASAT C/KU-1    130    AR11/C  1963  M  1    2140  16.08.1994 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134    AR11/C  1964  M  3    2140  16.08.1994 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138    AR11/C  1965  M  3    2140  16.08.1994 






 92540064  TON    TONGASAT-H70    70    AP30/A  250        2141  23.08.1994 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70    AR11/C  2291  M  2    2141  23.08.1994 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70    AR11/C  2291  M  3    2147  04.10.1994 
 93512027  TON    TONGASAT C/KU-2    134  04.10.1993  PART III-S          2157  13.12.1994 
 93512026  TON    TONGASAT C/KU-1    130  04.10.1993  PART III-S          2157  13.12.1994 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138  14.11.1994  AR11/A  648  A  2    2176  09.05.1995 
 90999902  TON    TONGASAT C/KU-1    130  01.05.1995  AR11/D  262        2196  26.09.1995 
 90999901  TON    TONGASAT C/KU-2    134  01.05.1995  AR11/D  263        2196  26.09.1995 
 90998019  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  09.12.1994  AR11/C  2004  M  1    2247  01.10.1996 
 96540139  TON   
 TONGASAT-KA-
1/130 
   130  20.03.1996  AR11/A  1783        2250  22.10.1996 
 96540140  TON   
 TONGASAT-KA-
1/134 
   134  20.03.1996  AR11/A  1784        2250  22.10.1996 
 96540141  TON   
 TONGASAT-KA-
1/138 
   138  20.03.1996  AR11/A  1785        2250  22.10.1996 
 96540142  TON    TONGASAT-KA-1/14    14  20.03.1996  AR11/A  1786        2250  22.10.1996 
 96540143  TON    TONGASAT-KA-1/142.5    142.5  20.03.1996  AR11/A  1787        2250  22.10.1996 
 96540144  TON   
 TONGASAT-KA-
1/170.75 
   170.75  20.03.1996  AR11/A  1788        2250  22.10.1996 
 96540145  TON   
 TONGASAT-KA-
1/257 
   -103  20.03.1996  AR11/A  1789        2250  22.10.1996 
 96540146  TON    TONGASAT-KA-1/70    70  20.03.1996  AR11/A  1790        2250  22.10.1996 
 96540147  TON   
 TONGASAT-KA-
1/83.3 
   83.3  20.03.1996  AR11/A  1791        2250  22.10.1996 
 96540148  TON    TONGASAT-X-1/130    130  20.03.1996  AR11/A  1792        2250  22.10.1996 
 96540149  TON    TONGASAT-X-1/134    134  20.03.1996  AR11/A  1793        2250  22.10.1996 






 96540151  TON    TONGASAT-X-1/14    14  20.03.1996  AR11/A  1795        2250  22.10.1996 
 96540152  TON   
 TONGASAT-X-
1/142.5 
   142.5  20.03.1996  AR11/A  1796        2250  22.10.1996 
 96540153  TON    TONGASAT-X-1/170.75    170.75  20.03.1996  AR11/A  1797        2250  22.10.1996 
 96540154  TON    TONGASAT-X-1/257    -103  20.03.1996  AR11/A  1798        2250  22.10.1996 
 96540155  TON    TONGASAT-X-1/70    70  20.03.1996  AR11/A  1799        2250  22.10.1996 
 96540156  TON    TONGASAT-X-1/83.3    83.3  20.03.1996  AR11/A  1800        2250  22.10.1996 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138  11.05.1995  AR11/C  1965  M  4    2262  28.01.1997 
 94500465  TON    TONGASAT C/KU-3    138  14.11.1994  PART III-S          2262  28.01.1997 
 90501097  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75    AR11/C  1717  M  1    2264  11.02.1997 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.07.1996  AR11/A  647  A  2    2271  01.04.1997 
   TON    TONGASAT C-1    170.75    AP30/C  18        2275  29.04.1997 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138  11.10.1995  AR11/C  1965  M  5    2275  29.04.1997 
 96540148  TON    TONGASAT-X-1/130    130  17.12.1996  AR11/A  1792  M  1    2277  13.05.1997 
 96540149  TON    TONGASAT-X-1/134    134  17.12.1996  AR11/A  1793  M  1    2277  13.05.1997 
 96540150  TON    TONGASAT-X-1/138    138  17.12.1996  AR11/A  1794  M  1    2277  13.05.1997 
 96540151  TON    TONGASAT-X-1/14    14  17.12.1996  AR11/A  1795  M  1    2277  13.05.1997 
 96540152  TON   
 TONGASAT-X-
1/142.5 
   142.5  17.12.1996  AR11/A  1796  M  1    2277  13.05.1997 
 96540153  TON    TONGASAT-X-1/170.75    170.75  17.12.1996  AR11/A  1797  M  1    2277  13.05.1997 
 96540154  TON    TONGASAT-X-1/257    -103  17.12.1996  AR11/A  1798  M  1    2277  13.05.1997 
 96540155  TON    TONGASAT-X-1/70    70  17.12.1996  AR11/A  1799  M  1    2277  13.05.1997 
 96540156  TON    TONGASAT-X-1/83.3    83.3  17.12.1996  AR11/A  1800  M  1    2277  13.05.1997 
 102540801  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  07.05.1997  AR11/B  578        2282  17.06.1997 






 91540017  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75    AR11/A  430  S      2317  03.03.1998 
 90501097  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75    AR11/C  1717  S      2317  03.03.1998 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.07.1996  AR11/C  1964  M  4    2319  17.03.1998 
 96520288  TON    TONGASAT-KA-1/14    14  20.09.1996  AR11/C  3007        2323  14.04.1998 
 96520289  TON    TONGASAT-KA-1/70    70  20.09.1996  AR11/C  3008        2323  14.04.1998 
 96520285  TON   
 TONGASAT-KA-
1/83.3 
   83.3  20.09.1996  AR11/C  3009        2323  14.04.1998 
 96520287  TON   
 TONGASAT-KA-
1/130 
   130  20.09.1996  AR11/C  3010        2323  14.04.1998 
 96520298  TON   
 TONGASAT-KA-
1/134 
   134  20.09.1996  AR11/C  3011        2323  14.04.1998 
 96520297  TON   
 TONGASAT-KA-
1/138 
   138  20.09.1996  AR11/C  3012        2323  14.04.1998 
 96520296  TON    TONGASAT-KA-1/142.5    142.5  20.09.1996  AR11/C  3013        2323  14.04.1998 
 96520295  TON   
 TONGASAT-KA-
1/170.75 
   170.75  20.09.1996  AR11/C  3014        2323  14.04.1998 
 96520294  TON   
 TONGASAT-KA-
1/257 
   -103  20.09.1996  AR11/C  3015        2323  14.04.1998 
 96520282  TON    TONGASAT-X-1/14    14  20.09.1996  AR11/C  3016        2324  21.04.1998 
 96520283  TON    TONGASAT-X-1/70    70  20.09.1996  AR11/C  3017        2324  21.04.1998 
 96520284  TON    TONGASAT-X-1/83.3    83.3  20.09.1996  AR11/C  3018        2324  21.04.1998 
 96520286  TON    TONGASAT-X-1/130    130  20.09.1996  AR11/C  3019        2324  21.04.1998 
 96520299  TON    TONGASAT-X-1/134    134  20.09.1996  AR11/C  3020        2324  21.04.1998 
 96520290  TON    TONGASAT-X-1/138    138  20.09.1996  AR11/C  3021        2324  21.04.1998 
 96520291  TON   
 TONGASAT-X-
1/142.5 
   142.5  20.09.1996  AR11/C  3022        2324  21.04.1998 






 96520293  TON    TONGASAT-X-1/257    -103  20.09.1996  AR11/C  3024        2324  21.04.1998 
 97541924  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/14 
   14  21.10.1997  AR11/A  2233        2332  16.06.1998 
 97542715  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70  21.10.1997  AR11/A  2234        2332  16.06.1998 
 97542716  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/83.3 
   83.3  21.10.1997  AR11/A  2235        2332  16.06.1998 
 97542719  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.10.1997  AR11/A  2236        2332  16.06.1998 
 97542720  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  21.10.1997  AR11/A  2237        2332  16.06.1998 
 97541923  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.10.1997  AR11/A  2238        2332  16.06.1998 
 97541925  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5  21.10.1997  AR11/A  2239        2332  16.06.1998 
 97542717  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75  21.10.1997  AR11/A  2240        2332  16.06.1998 
 97542722  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.10.1997  AR11/A  2241        2332  16.06.1998 
 97541924  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14  21.10.1997  RES33/A  163        2332  16.06.1998 
 97542715  TON    TONGASAT-DAB-1/70    70  21.10.1997  RES33/A  164        2332  16.06.1998 
 97542716  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3  21.10.1997  RES33/A  165        2332  16.06.1998 
 97542719  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.10.1997  RES33/A  166        2332  16.06.1998 
 97542720  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  21.10.1997  RES33/A  167        2332  16.06.1998 
 97541923  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.10.1997  RES33/A  168        2332  16.06.1998 
 97541925  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5  21.10.1997  RES33/A  169        2332  16.06.1998 
 97542717  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75  21.10.1997  RES33/A  170        2332  16.06.1998 
 97542722  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.10.1997  RES33/A  171        2332  16.06.1998 
 97542719  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.10.1997  RES46/A  427        2332  16.06.1998 
 97541923  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.10.1997  RES46/A  428        2332  16.06.1998 
 97542717  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 






 97542722  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.10.1997  RES46/A  430        2332  16.06.1998 
 90501099  TON    TONGASAT C/KU-2    134  30.01.1997  AR11/C  1964  M  5    2339  04.08.1998 
 97542913  TON    TONQUASI    N-GSO  22.11.1997  API/A  7        2355  24.11.1998 
 92540064  TON    TONGASAT-H70    70  21.11.1997  API/A  110        2364  09.02.1999 
 93540044  TON    TONGASAT AP-KU-4    83.3  21.11.1997  API/A  111        2364  09.02.1999 
 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130  21.11.1997  API/A  112        2364  09.02.1999 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134  21.11.1997  API/A  113        2364  09.02.1999 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138  21.11.1997  API/A  114        2364  09.02.1999 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  21.11.1997  API/A  115        2364  09.02.1999 
 91540017  TON    TONGASAT C-1-R    170.75  21.11.1997  API/A  116        2364  09.02.1999 
 97520236  TON    TONGASAT-LEO-1200    N-GSO  22.10.1997  RES46/C  483        2385  06.07.1999 
 92540064  TON    TONGASAT-H70    70  30.11.1998  API/A  110  M  1    2386  13.07.1999 
 99543503  TON    TONQUASI-2    N-GSO  02.02.1999  API/A  783        2392  24.08.1999 
   TON    TONGASAT C1/C1-R    171    AP30/C  18  M  2    2406  30.11.1999 
   TON    TONGASAT C1/C1-R    171    AP30/C  18  M  2    2408  14.12.1999 
 99544071  TON    TONGASAT-LEO-VB    N-GSO  18.11.1999  API/A  1169        2413  22.02.2000 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.04.1998  AR11/C  3327        2416  04.04.2000 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  21.04.1998  AR11/C  3328        2416  04.04.2000 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.04.1998  AR11/C  3329        2416  04.04.2000 
 98520182  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14  21.04.1998  AR11/C  3330        2416  04.04.2000 
 98520267  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5  21.04.1998  AR11/C  3331        2416  04.04.2000 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.04.1998  AR11/C  3332        2416  04.04.2000 
 98520183  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70  21.04.1998  AR11/C  3333        2416  04.04.2000 






 98520265  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75  21.04.1998  AR11/C  3335        2416  04.04.2000 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.04.1998  RES33/C  97        2416  04.04.2000 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  21.04.1998  RES33/C  98        2416  04.04.2000 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.04.1998  RES33/C  99        2416  04.04.2000 
 98520182  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14  21.04.1998  RES33/C  100        2416  04.04.2000 
 98520267  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5  21.04.1998  RES33/C  101        2416  04.04.2000 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.04.1998  RES33/C  102        2416  04.04.2000 
 98520183  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70  21.04.1998  RES33/C  103        2416  04.04.2000 
 98520184  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3  21.04.1998  RES33/C  104        2416  04.04.2000 
 98520265  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75    RES33/C  105        2416  04.04.2000 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130    RES33/G  91        2416  04.04.2000 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134    RES33/G  92        2416  04.04.2000 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138    RES33/G  93        2416  04.04.2000 
 98520182  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14    RES33/G  94        2416  04.04.2000 
 98520267  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5    RES33/G  95        2416  04.04.2000 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103    RES33/G  96        2416  04.04.2000 
 98520183  TON    TONGASAT-DAB-1/70    70    RES33/G  97        2416  04.04.2000 
 98520184  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3    RES33/G  98        2416  04.04.2000 
 98520265  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75    RES33/G  99        2416  04.04.2000 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  21.04.1998  RES46/C  529        2416  04.04.2000 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  21.04.1998  RES46/C  530        2416  04.04.2000 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  21.04.1998  RES46/C  531        2416  04.04.2000 







   TON    TONGASAT AP-1    130    RES49  189        2418  02.05.2000 
   TON    TONGASAT AP-2    134    RES49  190        2418  02.05.2000 
   TON    TONGASAT AP-3    138    RES49  191        2418  02.05.2000 
   TON    TONGASAT AP-4    142.5    RES49  192        2418  02.05.2000 
   TON    TONGASAT AP-1    130    PART I-S          2428  19.09.2000 
   TON    TONGASAT AP-1    130    PART III-S          2432  14.11.2000 
   TON    TONGASAT AP-2    134    PART I-S          2434  12.12.2000 
   TON    TONGASAT AP-3    138    PART I-S          2434  12.12.2000 
   TON    TONGASAT AP-4    142.5    PART I-S          2434  12.12.2000 
 98520536  TON    TONQUASI    N-GSO    RES46/C  583        2436  23.01.2001 
 97541924  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/14 
   14  11.12.2000  API/A  1689        2438  20.02.2001 
 97542715  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70  11.12.2000  API/A  1690        2438  20.02.2001 
 97542716  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/83.3 
   83.3  11.12.2000  API/A  1691        2438  20.02.2001 
 97542719  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  11.12.2000  API/A  1692        2438  20.02.2001 
 97542720  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  11.12.2000  API/A  1693        2438  20.02.2001 
 97541923  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  11.12.2000  API/A  1694        2438  20.02.2001 
 97541925  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5  11.12.2000  API/A  1695        2438  20.02.2001 
 97542717  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75  11.12.2000  API/A  1696        2438  20.02.2001 
 97542722  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  11.12.2000  API/A  1697        2438  20.02.2001 
   TON    TONGASAT AP-4    142.5    PART III-S          2439  06.03.2001 
   TON    TONGASAT AP-3    138    PART III-S          2439  06.03.2001 






   TON    TONGASAT C/KU-3    138    RES49  401        2440  20.03.2001 
   TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    RES49  402        2440  20.03.2001 
   TON    TONGASAT C/KU-4    142.5    PART I-S          2443  01.05.2001 
   TON    TONGASAT C/KU-3    138    PART I-S          2443  01.05.2001 
   TON    TONGASAT C/KU-1    130    PART I-S          2443  01.05.2001 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  24.12.1998  PART I-S          2443  01.05.2001 
   TON   
 TONGASAT-
LEO1200 
   N-GSO    RES46/D  419        2452  04.09.2001 
 90501100  TON    TONGASAT C/KU-3    138  21.11.1997  AP30/C  117        2455  16.10.2001 
 92536002  TON    TONGASAT-H70    70  21.11.1997  AP30/C  164        2456  30.10.2001 
   TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO    AR14/C  949        2457  13.11.2001 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130    AR14/C  985        2457  13.11.2001 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134    AR14/C  986        2457  13.11.2001 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138    AR14/C  987        2457  13.11.2001 
 98520267  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5    AR14/C  988        2457  13.11.2001 
   TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75    AR14/C  989        2457  13.11.2001 
 98520182  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/14 
   14    AR14/C  1001        2457  13.11.2001 
 98520183  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70    AR14/C  1002        2457  13.11.2001 
 98520184  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3    AR14/C  1003        2457  13.11.2001 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103    AR14/C  1004        2457  13.11.2001 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130    RES46/D  459        2460  08.01.2002 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138    RES46/D  460        2460  08.01.2002 






   TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75    RES46/D  462        2460  08.01.2002 
   TON    TONGASAT C/KU-3    138  17.11.2000  RES49  401  M  1    2468  30.04.2002 
   TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  17.11.2000  RES49  402  M  1    2468  30.04.2002 
   TON    TONGASAT C/KU-1    130  17.11.2000  RES49  554        2468  30.04.2002 
 100590929  TON    TONGASAT C/KU-2    134  17.11.2000  RES49  555        2468  30.04.2002 
 98520536  TON    TONQUASI    N-GSO    RES46/D  517        2469  14.05.2002 
   TON    TONGASAT-H70    70  10.01.2001  RES49  587        2470  28.05.2002 
 102540159  TON    TONGASAT-2/70E    70  15.05.2002  API/A  2320        2472  25.06.2002 
 102540160  TON    TONGASAT-2/83.3E    83.3  15.05.2002  API/A  2321        2472  25.06.2002 
 102540161  TON    TONGASAT-2/130E    130  15.05.2002  API/A  2322        2472  25.06.2002 
 102540162  TON    TONGASAT-2/134E    134  15.05.2002  API/A  2323        2472  25.06.2002 
 102540163  TON    TONGASAT-2/138E    138  15.05.2002  API/A  2324        2472  25.06.2002 
 102540164  TON   
 TONGASAT-
2/142.5E 
   142.5  15.05.2002  API/A  2325        2472  25.06.2002 
 102540165  TON   
 TONGASAT-
2/170.75E 
   170.75  15.05.2002  API/A  2326        2472  25.06.2002 
 98512044  TON    TONGASAT C/KU-3    138  24.12.1998  PART III-S          2486  28.01.2003 
 298500225  TON    TONGASAT C/KU-2    134  24.12.1998  PART III-S          2486  28.01.2003 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  24.12.1998 
 PART II-
S 
         2486  28.01.2003 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  24.12.1998 
 PART II-
S 
         2486  28.01.2003 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  24.12.1998  PART I-S          2486  28.01.2003 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  24.12.1998  PART I-S          2486  28.01.2003 
 99543503  TON    TONQUASI-2    N-GSO  02.02.2001  API/A  783  S      2489  11.03.2003 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  20.12.2001  PART I-S          2491  08.04.2003 






 101500573  TON    TONGASAT AP-3    138  20.12.2001  PART I-S          2491  08.04.2003 
 101500574  TON    TONGASAT AP-4    142.5  20.12.2001  PART I-S          2491  08.04.2003 
 97520236  TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO  01.01.2002  RES46/C  483  S      2492  22.04.2003 
 101500575  TON    TONGASAT-H70    70  31.12.2001  PART I-S          2494  20.05.2003 
 92540015  TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO  01.01.2002  AR11/A  845  S      2495  03.06.2003 
 98520182  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/14 
   14    AR14/D  445        2496  17.06.2003 
 98520183  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/70 
   70    AR14/D  446        2496  17.06.2003 
 98520184  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3    AR14/D  447        2496  17.06.2003 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130    AR14/D  448        2496  17.06.2003 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134    AR14/D  449        2496  17.06.2003 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138    AR14/D  450        2496  17.06.2003 
 98520267  TON   
 TONGASAT-DAB-
1/142.5 
   142.5    AR14/D  451        2496  17.06.2003 
 98520265  TON   
 TONGASAT-
DAB1/170.75 
   170.75    AR14/D  452        2496  17.06.2003 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103    AR14/D  453        2496  17.06.2003 
 97520236  TON   
 TONGASAT-LEO-
1200 
   N-GSO    AR14/D  454        2496  17.06.2003 
 298500224  TON    TONGASAT C/KU-1    130  24.12.1998  PART III-S          2500  12.08.2003 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  24.12.1998  PART II-S          2500  12.08.2003 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  24.12.1998  PART I-S          2500  12.08.2003 
 98500227  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  24.12.1998  PART III-S          2501  26.08.2003 
 98500227  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  24.12.1998  PART I-S          2501  26.08.2003 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  21.08.2003 
 PART II-
S 






 90998019  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  14.09.2002  AR11/C  2004  S      2513  24.02.2004 
 93540044  TON   
 TONGASAT AP-KU-
4 
   83.3  14.09.2002  API/A  111  S      2514  09.03.2004 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  12.08.2003  PART I-S          2514  09.03.2004 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  12.08.2003  PART I-S          2514  09.03.2004 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  12.08.2003  PART I-S          2514  09.03.2004 
 103500409  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  12.08.2003  PART I-S          2514  09.03.2004 
 102540159  TON    TONGASAT-2/70E    70  17.08.2004  API/A  2320  S      2528  21.09.2004 
 102540164  TON   
 TONGASAT-
2/142.5E 
   142.5  17.08.2004  API/A  2325  S      2528  21.09.2004 
 104540461  TON    TONGASAT-2/70E    70  17.08.2004  API/A  3281        2529  05.10.2004 
 104540462  TON   
 TONGASAT-
2/142.5E 
   142.5  17.08.2004  API/A  3282        2529  05.10.2004 
   TON   
 TONGASAT-KA-
1/130 
   130  18.11.2004  RES49  1049        2534  14.12.2004 
 90501097  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75  13.09.2002  AR11/C  1717  S      2539  08.03.2005 
 91540017  TON   
 TONGASAT C1/C1-
R 
   170.75  28.10.2004  API/A  116  S      2540  22.03.2005 
 101512060  TON    TONGASAT AP-4    142.5  20.12.2001  PART III-S          2540  22.03.2005 
 101500574  TON    TONGASAT AP-4    142.5  20.12.2001 
 PART II-
S 
         2540  22.03.2005 
 104520118  TON    TONGASAT-2/130E    130  13.05.2004  CR/C  1419        2543  03.05.2005 
 104520119  TON    TONGASAT-2/134E    134  13.05.2004  CR/C  1420        2543  03.05.2005 
 104520120  TON    TONGASAT-2/138E    138  13.05.2004  CR/C  1421        2543  03.05.2005 
 98520536  TON    TONQUASI    N-GSO  22.11.2004  RES46/C  583  S      2545  31.05.2005 
 97542913  TON    TONQUASI    N-GSO  22.11.2004  API/A  7  S      2547  28.06.2005 






 101500573  TON    TONGASAT AP-3    138  20.12.2001 
 PART II-
S 
         2547  28.06.2005 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  12.08.2003  PART III-S          2549  26.07.2005 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  12.08.2003  PART III-S          2549  26.07.2005 
 101500575  TON    TONGASAT-H70    70  31.12.2001  PART III-S          2549  26.07.2005 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  12.08.2003 
 PART II-
S 
         2549  26.07.2005 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  12.08.2003 
 PART II-
S 
         2549  26.07.2005 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  12.08.2003  PART III-S          2550  09.08.2005 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  12.08.2003 
 PART II-
S 
         2550  09.08.2005 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  12.08.2003  PART I-S          2550  09.08.2005 
 96540140  TON   
 TONGASAT-KA-
1/134 
   134  21.11.2004  AR11/A  1784  S      2552  06.09.2005 
 96540141  TON   
 TONGASAT-KA-
1/138 
   138  21.11.2004  AR11/A  1785  S      2552  06.09.2005 
 96540142  TON    TONGASAT-KA-1/14    14  21.11.2004  AR11/A  1786  S      2552  06.09.2005 
 96540143  TON    TONGASAT-KA-1/142.5    142.5  21.11.2004  AR11/A  1787  S      2552  06.09.2005 
 96540144  TON   
 TONGASAT-KA-
1/170.75 
   170.75  21.11.2004  AR11/A  1788  S      2552  06.09.2005 
 96540145  TON   
 TONGASAT-KA-
1/257 
   -103  21.11.2004  AR11/A  1789  S      2552  06.09.2005 
 96540146  TON    TONGASAT-KA-1/70    70  21.11.2004  AR11/A  1790  S      2552  06.09.2005 
 96540147  TON   
 TONGASAT-KA-
1/83.3 
   83.3  21.11.2004  AR11/A  1791  S      2552  06.09.2005 
 96540148  TON    TONGASAT-X-1/130    130  21.11.2004  AR11/A  1792  S      2552  06.09.2005 
 96540149  TON    TONGASAT-X-1/134    134  21.11.2004  AR11/A  1793  S      2552  06.09.2005 






 96540151  TON    TONGASAT-X-1/14    14  21.11.2004  AR11/A  1795  S      2552  06.09.2005 
 96540152  TON   
 TONGASAT-X-
1/142.5 
   142.5  21.11.2004  AR11/A  1796  S      2552  06.09.2005 
 96540153  TON    TONGASAT-X-1/170.75    170.75  21.11.2004  AR11/A  1797  S      2552  06.09.2005 
 96540154  TON    TONGASAT-X-1/257    -103  21.11.2004  AR11/A  1798  S      2552  06.09.2005 
 96540155  TON    TONGASAT-X-1/70    70  21.11.2004  AR11/A  1799  S      2552  06.09.2005 
 96540156  TON    TONGASAT-X-1/83.3    83.3  21.11.2004  AR11/A  1800  S      2552  06.09.2005 
 101512086  TON    TONGASAT AP-2    134  20.12.2001  PART III-S          2552  06.09.2005 
 101500571  TON    TONGASAT AP-2    134  20.12.2001 
 PART II-
S 
         2552  06.09.2005 
 96520288  TON    TONGASAT-KA-1/14    14  21.11.2004  AR11/C  3007  S      2553  20.09.2005 
 96520289  TON    TONGASAT-KA-1/70    70  21.11.2004  AR11/C  3008  S      2553  20.09.2005 
 96520285  TON    TONGASAT-KA-1/83.3    83.3  21.11.2004  AR11/C  3009  S      2553  20.09.2005 
 96520298  TON    TONGASAT-KA-1/134    134  21.11.2004  AR11/C  3011  S      2553  20.09.2005 
 96520297  TON    TONGASAT-KA-1/138    138  21.11.2004  AR11/C  3012  S      2553  20.09.2005 
 96520296  TON    TONGASAT-KA-1/142.5    142.5  21.11.2004  AR11/C  3013  S      2553  20.09.2005 
 96520295  TON    TONGASAT-KA-1/170.75    170.75  21.11.2004  AR11/C  3014  S      2553  20.09.2005 
 96520294  TON    TONGASAT-KA-1/257    -103  21.11.2004  AR11/C  3015  S      2553  20.09.2005 
 96520282  TON    TONGASAT-X-1/14    14  21.11.2004  AR11/C  3016  S      2553  20.09.2005 
 96520283  TON    TONGASAT-X-1/70    70  21.11.2004  AR11/C  3017  S      2553  20.09.2005 
 96520284  TON    TONGASAT-X-1/83.3    83.3  21.11.2004  AR11/C  3018  S      2553  20.09.2005 
 96520286  TON    TONGASAT-X-1/130    130  21.11.2004  AR11/C  3019  S      2553  20.09.2005 
 96520299  TON    TONGASAT-X-1/134    134  21.11.2004  AR11/C  3020  S      2553  20.09.2005 
 96520290  TON    TONGASAT-X-1/138    138  21.11.2004  AR11/C  3021  S      2553  20.09.2005 
 96520291  TON    TONGASAT-X-1/142.5    142.5  21.11.2004  AR11/C  3022  S      2553  20.09.2005 






 96520293  TON    TONGASAT-X-1/257    -103  21.11.2004  AR11/C  3024  S      2553  20.09.2005 
 101512097  TON    TONGASAT AP-1    130  20.12.2001  PART III-S          2554  04.10.2005 
 103512054  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  12.08.2003  PART III-S          2554  04.10.2005 
 103500409  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  12.08.2003 
 PART II-
S 
         2554  04.10.2005 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  20.12.2001 
 PART II-
S 
         2554  04.10.2005 
 103500409  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  12.08.2003  PART I-S          2554  04.10.2005 
 101500573  TON    TONGASAT AP-3    138  08.09.2005  PART I-S          2556  01.11.2005 
 101500573  TON    TONGASAT AP-3    138  08.09.2005 
 PART II-
S 
         2558  29.11.2005 
 101512097  TON    TONGASAT AP-1    130  20.12.2001  PART III-S          2559  13.12.2005 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  20.12.2001 
 PART II-
S 
         2559  13.12.2005 
 96520287  TON    TONGASAT-KA-1/130    130  22.10.2005  AR11/C  3010  S      2570  30.05.2006 
 96540139  TON    TONGASAT-KA-1/130    130  22.10.2005  AR11/A  1783  S      2571  13.06.2006 
 101500574  TON    TONGASAT AP-4    142.5  22.03.2005  PART I-S          2573  11.07.2006 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  09.08.2005  PART I-S          2573  11.07.2006 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  26.07.2005  PART I-S          2573  11.07.2006 
 105520377  TON    TONGASAT-2/142.5E    142.5  28.12.2005  CR/C  1760        2574  25.07.2006 
 105500703  TON    TONGASAT-H70    70  26.07.2005  PART I-S          2574  25.07.2006 
 101500571  TON    TONGASAT AP-2    134  06.09.2005  PART I-S          2574  25.07.2006 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  13.12.2005  PART I-S          2574  25.07.2006 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  26.07.2005  PART I-S          2574  25.07.2006 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  09.08.2005 
 PART II-
S 
         2576  22.08.2006 






 105500703  TON    TONGASAT-H70    70  26.07.2005 
 PART II-
S 
         2577  05.09.2006 
 101500574  TON    TONGASAT AP-4    142.5  22.03.2005 
 PART II-
S 
         2578  19.09.2006 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  26.07.2005 
 PART II-
S 
         2579  03.10.2006 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  26.07.2005 
 PART II-
S 
         2580  17.10.2006 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  03.05.2004  PART I-S          2581  31.10.2006 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  03.05.2004  PART I-S          2581  31.10.2006 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  13.12.2005 
 PART II-
S 
         2582  14.11.2006 
 103500409  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  04.10.2005 
 PART II-
S 
         2582  14.11.2006 
 101500571  TON    TONGASAT AP-2    134  06.09.2005 
 PART II-
S 
         2585  09.01.2007 
 104540461  TON    TONGASAT-2/70E    70  17.08.2006  API/A  3281  S      2586  23.01.2007 
 104540462  TON    TONGASAT-2/142.5E    142.5  17.08.2006  API/A  3282  M  1    2586  23.01.2007 
 102540160  TON    TONGASAT-2/83.3E    83.3  14.05.2004  API/A  2321  S      2594  15.05.2007 
 102540161  TON    TONGASAT-2/130E    130  14.05.2004  API/A  2322  M  1    2594  15.05.2007 
 102540162  TON    TONGASAT-2/134E    134  14.05.2004  API/A  2323  M  1    2594  15.05.2007 
 102540163  TON    TONGASAT-2/138E    138  14.05.2004  API/A  2324  M  1    2594  15.05.2007 
 102540165  TON    TONGASAT-2/170.75E    170.75  14.05.2004  API/A  2326  S      2594  15.05.2007 
 99544071  TON    TONGASAT-LEO-VB    N-GSO  18.11.2006  API/A  1169  S      2595  29.05.2007 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  03.05.2004  PART III-S          2595  29.05.2007 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  03.05.2004  PART II-S          2595  29.05.2007 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  03.05.2004  PART III-S          2596  12.06.2007 






 97541924  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14  22.11.2004  API/A  1689  S      2598  10.07.2007 
 97542715  TON    TONGASAT-DAB-1/70    70  22.11.2004  API/A  1690  S      2598  10.07.2007 
 97542716  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3  22.11.2004  API/A  1691  S      2598  10.07.2007 
 97542719  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  22.11.2004  API/A  1692  S      2598  10.07.2007 
 97542720  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  22.11.2004  API/A  1693  S      2598  10.07.2007 
 97541923  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  22.11.2004  API/A  1694  S      2598  10.07.2007 
 97541925  TON    TONGASAT-DAB-1/142.5    142.5  22.11.2004  API/A  1695  S      2598  10.07.2007 
 97542717  TON    TONGASAT-DAB1/170.75    170.75  22.11.2004  API/A  1696  S      2598  10.07.2007 
 97542722  TON    TONGASAT-DAB-1/257    103  22.11.2004  API/A  1697  S      2598  10.07.2007 
 98520263  TON    TONGASAT-DAB-1/130    130  22.11.2004  AR11/C  3327  S      2598  10.07.2007 
 98520266  TON    TONGASAT-DAB-1/134    134  22.11.2004  AR11/C  3328  S      2598  10.07.2007 
 98520264  TON    TONGASAT-DAB-1/138    138  22.11.2004  AR11/C  3329  S      2598  10.07.2007 
 98520182  TON    TONGASAT-DAB-1/14    14  22.11.2004  AR11/C  3330  S      2598  10.07.2007 
 98520267  TON    TONGASAT-DAB-1/142.5    142.5  22.11.2004  AR11/C  3331  S      2598  10.07.2007 
 98520268  TON    TONGASAT-DAB-1/257    -103  22.11.2004  AR11/C  3332  S      2598  10.07.2007 
 98520183  TON    TONGASAT-DAB-1/70    70  22.11.2004  AR11/C  3333  S      2598  10.07.2007 
 98520184  TON    TONGASAT-DAB-1/83.3    83.3  22.11.2004  AR11/C  3334  S      2598  10.07.2007 
 98520265  TON    TONGASAT-DAB1/170.75    170.75  22.11.2004  AR11/C  3335  S      2598  10.07.2007 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  12.06.2007  PART I-S          2600  07.08.2007 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  26.07.2005 
 PART II-
S 
         2608  27.11.2007 
 90999901  TON    TONGASAT C/KU-2    134  22.11.2004  CR/C  2179        2623  08.07.2008 
 90999903  TON    TONGASAT C/KU-3    138  22.11.2004  CR/C  2180        2623  08.07.2008 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.05.2007  PART III-S          2624  22.07.2008 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.05.2007 
 PART II-
S 






 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  12.06.2007 
 PART II-
S 
         2625  05.08.2008 
 90540028  TON    TONGASAT C/KU-2    134  22.11.2004  API/A  113  M  1    2626  19.08.2008 
 90540029  TON    TONGASAT C/KU-3    138  22.11.2004  API/A  114  M  1    2626  19.08.2008 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  29.05.2007 
 PART II-
S 
         2632  11.11.2008 
 109590017  TON    TONGASAT-2/134E    134  03.05.2009  RES49  1326        2645  02.06.2009 
 109590018  TON    TONGASAT-2/138E    138  03.05.2009  RES49  1327        2645  02.06.2009 
 109500215  TON    TONGASAT-2/134E    134  11.05.2009  PART I-S          2646  16.06.2009 
 109500216  TON    TONGASAT-2/138E    138  11.05.2009  PART I-S          2646  16.06.2009 
 104520118  TON    TONGASAT-2/130E    130  15.05.2009  CR/C  1419  S      2655  20.10.2009 
 102540161  TON    TONGASAT-2/130E    130  15.05.2009  API/A  2322  S      2662  09.02.2010 
 109500215  TON    TONGASAT-2/134E    134  11.05.2009  PART III-S          2669  18.05.2010 
 109500216  TON    TONGASAT-2/138E    138  11.05.2009  PART III-S          2669  18.05.2010 
 90501092  TON    TONGASAT AP-1    130  27.05.2010  AR11/C  1720  S      2679  05.10.2010 
 90501096  TON    TONGASAT AP-4    142.5  27.05.2010  AR11/C  1723  S      2679  05.10.2010 
 90999902  TON    TONGASAT C/KU-1    130  27.05.2010  AR11/C  1963  S      2679  05.10.2010 
 90999904  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  27.05.2010  AR11/C  1966  S      2679  05.10.2010 
 101500570  TON    TONGASAT AP-1    130  27.05.2010  PART I-S    S      2679  05.10.2010 
 101500574  TON    TONGASAT AP-4    142.5  27.05.2010  PART I-S    S      2679  05.10.2010 
 93500471  TON    TONGASAT C/KU-1    130  27.05.2010  PART I-S    S      2679  05.10.2010 
 103500409  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  27.05.2010  PART I-S    S      2679  05.10.2010 
 98590409  TON    TONGASAT AP-1    130  27.05.2010  RES49  189  S      2679  05.10.2010 
 98590412  TON    TONGASAT AP-4    142.5  27.05.2010  RES49  192  S      2679  05.10.2010 
 99590678  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  27.05.2010  RES49  402  S      2679  05.10.2010 






 110500292  TON    TONGASAT-2/134E    134  17.11.2010  PART I-S          2684  14.12.2010 
 110500293  TON    TONGASAT-2/138E    138  17.11.2010  PART I-S          2684  14.12.2010 
   TON    TONGASAT AP-1    130  27.05.2010  AR11/A  512  S      2690  22.03.2011 
   TON    TONGASAT AP-4    142.5  27.05.2010  AR11/A  515  S      2690  22.03.2011 
 90540027  TON    TONGASAT C/KU-1    130  27.05.2010  API/A  112  S      2691  05.04.2011 
 90540030  TON    TONGASAT C/KU-4    142.5  27.05.2010  API/A  115  S      2691  05.04.2011 
 93500472  TON    TONGASAT C/KU-2    134  16.02.2011  RES4  524        2691  05.04.2011 
 98500226  TON    TONGASAT C/KU-3    138  16.02.2011  RES4  527        2691  05.04.2011 
 101500571  TON    TONGASAT AP-2    134  16.02.2011  RES4  529        2692  19.04.2011 
 101500573  TON    TONGASAT AP-3    138  16.02.2011  RES4  530        2692  19.04.2011 
 105500703  TON    TONGASAT-H70    70  16.02.2011  RES4  532        2692  19.04.2011 
 110500292  TON    TONGASAT-2/134E    134  17.11.2010  PART III-S          2700  09.08.2011 
 110500293  TON    TONGASAT-2/138E    138  17.11.2010  PART III-S          2700  09.08.2011 
 111500194  TON    TONGASAT-2/138E    138  17.10.2011  PART I-S          2707  15.11.2011 
 111500195  TON    TONGASAT-2/134E    134  17.10.2011  PART I-S          2707  15.11.2011 
 104540462  TON    TONGASAT-2/142.5E    142.5  17.08.2011  API/A  3282  S      2708  29.11.2011 
 105520377  TON    TONGASAT-2/142.5E    142.5  17.08.2011  CR/C  1760  S      2713  21.02.2012 
 111500194  TON    TONGASAT-2/138E    138  17.10.2011  PART II-S          2718  01.05.2012 
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